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IDENTIFIKASI JENIS DAN NILAI PEMANFAATAN 
SUMBERDAYA MANGROVE DI TELUK KUPANG, PROPINSI 
NUSA TENGGARA TIMUR 


Oleh 
Andrian Ramadhan” dan Sachivitra Savitri” 


ABSTRACT 


Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus tahun 2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi jenis dan nilai pemanfaatan sumberdaya mangrove di Teluk Kupang, Nusa Tenggara 
Timur. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian survei. Data yang diperoleh dianalisis secara 
deskriptif dan kuantitatif. Hasil yang didapat bahwa jenis pemanfaatan sumberdaya mangrove terdiri dari 
penangkapan sumberdaya ikan, pemanfaatan sumberdaya kayu dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan 
tambak bandeng dan garam. Total nilai pemanfaatan mangrove adalah sebesar Rp. 171.415.954./ha/tahun. 
Perikanan tangkap memberikan kontribusi terbesar yaitu mencapai 98 persen, sehingga dapat dikatakan 
bahwa sumberdaya mangrove merupakan sumber pendapatan terpenting bagi masyarakat yang tinggal 
disekitarnya. Oleh karena itu kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, khususnya menyangkut 
perubahan pemanfaatan wilayah, perlu mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang akan terjadi 
terhadap masyarakat. 


Kata Kunci : Potensi, Manfaat, Mangrove, Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur 


Abstract : Identification of Utilization and Benefit Value of Mangrove at Kupang Bay, East Nusa 
Tenggara Province by Andrian Ramadhan and Sachivitra Savitri 

Research was conducted on August 2006. The aim ofthe research were to identify the utilization and 
benefit valueof mangrove at Kupang Bay, East Nusa Tenggara Province. Survey research approach was 
used in this research and data were analyzed descriptively and quantitatively. The result showed that 
mangrove were utilized for capture fisheries, wood sources and land exploitation for milk fish and salt 
production. Economic value of mangrove was Rp. 167.402.305/ha/year. Capture fisheries are the largest 
contribution, up to 98 percent. Mangrove is the most important income source for society in Kupang Bay who 
live in the vicinity. Therefore coastal management policy was reguired to be developed by considering the 
impact on socio economics of mangrove utilization on community at Kupang Bay, especially related to 
coastal utilizatin area change. 


Key Word : Potency, Benefit, Mangrove, Kupang Bay, East Nusa Tenggara 
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PENDAHULUAN 


Sumberdaya mangrove sudah lama 
dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Teluk 
Kupang untuk berbagai keperluan, baik 
keperluan sandang, pangan maupun papan. 
Berbagai cara pemanfaatan tumbuh dan 
berkembang ditengah-tengah masyarakat. 
Aktivitas yang ada tidak terbatas pada 
kegiatan yang bersifat perburuan atau 
penangkapan tetapi juga kegiatan budidaya 
yang memanfaatkan kesesuaian kondisi 
kawasan mengrove untuk tambak bandeng 
serta garam. 

Aktivitas masyarakat yang 
memanfaatkan sumberdaya mangrove 
sebagaimana disebutkan diatas memberikan 
nilai manfaat yang cukup besar. Lebih jauh 
Fauzy (2003) mendefinisikan nilai manfaat 
sebagai suatu upaya untuk mengkuantifikasi 
sumberdaya alam kedalam nilai uang, terlepas 
dari nilai pasar atau nilai non pasar. 
Sedangkan nilai manfaat langsung adalah nilai 
yang mencerminkan tingkat manfaat yang 
digunakan oleh masyarakat secara langsung 
dari keberadaan mangrove tersebut. 


Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui jenis-jenis pemanfaatan 
sumberdaya mangrove yang terdapat di Teluk 
Kupang dan menghitung nilai manfaat yang 
secara langsung dirasakan oleh masyarakat. 
Penelitian ini penting dilakukan sehingga 
dapat mengisi kekurangan informasi dalam 
perumusan rencana pengelolaan sumberdaya 
mangrove di Teluk Kupang. Selain pemerintah, 
informasi yang dihasilkan oleh penelitian ini 
juga menjadi sumber informasi bagi kalangan 
usahawan setempat untuk mengembangkan 
kawasan mangrove di Teluk Kupang. 


METODE 


Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian di lakukan pada Desa 
Sulamu, Pariti, Oeteta, dan Oebelo yang 
terletak di Teluk Kupang, Kabupaten Kupang, 
Nusa Tenggara Timur pada bulan Agustus 
tahun 2006 (Gambar 1). Lokasi penelitian 
ditentukan berdasarkan daerah yang memiliki 
kawasan mangrove cukup baik dan telah 
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 
berbagai kebutuhan. 


PETA SEBARAN MANGROVE TELUK KUPANG , KABUPATEN KUPANG - NTT 
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Gambar 1. Lokasi Penelitian di Wilayah Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur (Sumber : 
Interpretasi Citra Landsat + ETM 6 Juli 2005) 


Figure 1. 


Research Location in Kupang Bay Area, East Nusatenggara (Source: Landsat 


Image Interpretation + ETM, July 6, 2005) 
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Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan pada 
penilitian ini adalah data primer dan sekunder. 
Data primer dikumpulkan dengan melakukan 
pengamatan dan wawancara terhadap 
masyarakat dalam memanfaatkan 
sumberdaya mangrove. Wawancara 
dilakukan secara tertutup dengan bantuan 
kuesioner yang telah disesuaikan dengan 
tujuan penelitian. Masyarakat yang dipilih 
menjadi responden adalah mereka yang 
melakukan pemanfaatan sumberdaya 
perikanan, pemanfaatan sumberdaya kayu, 
dan pemanfaatan lahan di sekitar wilayah 
mangrove. Pemanfaatan sumberdaya 
perikanan pada penelitian ini dibatasi pada 
kegiatan penangkapan ikan, udang, kerang 
dan kepiting yang dilakukan disekitar wilayah 
mangrove. Pemanfaatan sumberdaya kayu 
meliputi pemanfaatan untuk kayu bakar dan 
pembuatan alat tangkap sero waring. 
Sedangkan pemanfaatan lahan disekitar 
mangrove meliputi tambak bandeng dan 
tambak garam. 

Data sekunder diperoleh dari 
penelusuran hasil studi sebelumnya serta data 
statistik dalam aspek perikanan baik di tingkat 
Kabupaten maupun Kecamatan. Sumber data 
diperoleh dari berbagai pihak yaitu Bappeda 
Kabupaten Kupang, Universitas Nusa 
Cendana, Badan Pusat Statistik, Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kupang, 
Kecamatan Sulamu dan Kupang Tengah. 
Selain itu juga dilakukan pengamatan citra 
satelit untuk mengestimasi luas mangrove 
yang terdapat diwilayah Teluk Kupang. 


Analisis Data 

Data dianalisis secara deskriptif dan 
kuantitatif. Analisis data secara deskriptif 
digunakan untuk menjelaskan aktivitas 
masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya 
mangrove. Analisis data kuantitatif digunakan 
untuk menghitung nilai manfaat sumberdaya 
mangrove yang dirasakan secara langsung 
oleh masyarakat. Manfaat secara langsung 
sumberdaya mangrove terhadap masyarakat 
digambarkan oleh Gunarto sebagai sumber 


bahan bakar (kayu, arang), bahan bangunan 
(balok, papan), serta bahan tekstil, makanan, 
dan obat-obatan. Nilai manfaat langsung di 
estimasi dengan menghitung jumlah ekstraksi 
langsung dari sumberdaya alam dan nilai yang 
terkait dengan menggunakan harga pasar. 
Menurut McCracken and Abaza dalam 
Kusuma (2005) harga pasar yang umum 
digunakan adalah harga pasar lokal (local 
market prices) dan mengikuti formula : 

Nilai Pemanfaatan Sumberdaya Mangrove - 
» (Tix Hi) - Bi 


Dimana: 

H; = Harga jenis sumberdaya ke - i / 
Resource Price (Rp/ ton) 

T, = Jumlah jenis Pemanfaatan 
sumberdaya ke - i / Number of 
Resource Utilization (ton/tahun) 

B, - Biaya operasional pemanfaatan 


sumberdaya ke — i (Rp/tahun) / 
Operational Cost of Resource 
Utilization (Rp/year) 


Pendekatan produktivitas (effect on 
production) digunakan untuk mengukur nilai 
manfaat sumberdaya baik dalam bentuk 
barang maupun jasa selama periode waktu 
tertentu (Adrianto, 2006). Secara lebih spesifik 
pendekatan yang digunakan adalah residual 
rent. Residual rent melihat kontribusi sistem 
alam atau faktor pendapatan (faktor income) 
terhadap nilai ekonomi total. Perhitungan 
matematis residual rent dapat ditulis sebagai 
berikut : 


T 
PV Residual Rent Model È Bt- Ct | 


1-0 (1 F ry 

Keterangan : 4 

Bt = Manfaat sumberdaya / Benefit 
Production 

Ct = Biaya produksi / Cost Production 

T = Jumlah tahun proyeksi / Total Cost 
Projection 

r = Tingkat diskon riil / Level of discount 
rate 

L = Luas Kawasan Sumberdaya / 


Resource area 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kondisi Umum Mangrove di Teluk Kupang 

Pesisir Teluk Kupang merupakan 
daerah yang memiliki banyak kawasan 
mangrove dengan ketebalan yang masih 
relatif baik khususnya pada bagian wilayah 
timur. Mangrove tumbuh cukup tebal pada 
wilayah timur, dan masih memberikan manfaat 
yang cukup besar bagi masyarakat. Pada 
daerah sebelah barat dimana lebih dekat 
dengan kota, kondisi mangrove sudah tidak 
terlalu tebal. Sebagian wilayah pesisir pada 
bagian barat Teluk Kupang telah beralih fungsi 
menjadi tempat wisata, kawasan perumahan 
penduduk, pertokoan dan lain-lain. 

Panjang garis pantai di Teluk Kupang 
diperkirakan mencapai 17.578 m dengan luas 
total diperkirakan mencapai 1.106 ha. Panjang 
garis pantai pada lokasi penelitian cukup 
beragam yaitu antara 1.170 m sampai dengan 
4.370 m dengan pantai terpanjang terletak 
pada Desa Oeteta. Ketebalan mangrove juga 
sangat bervariasi mulai dari 45 m sampai 
dengan 650 m. Desa yang memiliki mangrove 
dengan tingkat ketebalan yang paling besar 
adalah pada Desa Oebelo yang memiliki 
ketebalan antara 150 m sampai dengan 300 
m. Estimasi luas mangrove pada daerah 
penelitian mencapai 194,87 ha. Desa yang 
memiliki luasan mangrove terbesar adalah 
pada Desa Oeteta yang mencapai 98, 33 ha 
(Tabel 1). 


Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 
Tangkap 

Keberadaan stok sumberdaya 
perikanan sangat dipengaruhi oleh 
keberadaan mangrove yang memiliki fungsi 
sebagai tempat penyedia pakan, pembesaran, 
dan tempat pemijahan. Dengan demikian 
semakin baik kondisi mangrove 
mengindikasikan suburnya wilayah perairan 
akan sumberdaya perikanan. 

Kegiatan penangkapan ikan dan udang 
di wilayah sekitar mangrove pada Teluk 
Kupang didominasi oleh alat tangkap sero 
waring. Sero waring adalah alat tangkap yang 
dipasang pada sepanjang pinggir pantai dan 
berfungsi sebagai perangkap ikan dan udang 
dengan memanfaatkan kondisi pasang surut 
air laut. Ukuran mata jaring yang digunakan 
adalah 2 mm yang menyebabkan ikan-ikan 
berukuran kecil terjaring termasuk nener 
bandeng dan benurudang. 

Penangkapan ikan di Desa Oebelo 
menggunakan alat tangkap yang relatif 
beragam. Sebagian besar masyarakat 
menggunakan alat tangkap pancing, jaring 
dan serok yang bersifat aktif. Jumlah hasil 
tangkapan ikan disekitar pantai Desa Oebelo 
rata-rata berjumlah 11,25 Kg dengan harga 
rata-rata ikan adalah Rp. 8.750 per kilogram. 
Dalam kegiatan penangkapan ikan di Desa 
Oebelo, biaya operasional yang harus 
dikeluarkan mencapai Rp. 70.000 per trip. 
Biaya tersebut dipergunakan untuk biaya 


Tabel 1. Panjang Garis Pantai, Ketebalan dan Estimasi Luas Mangrove pada Lokasi Penelitian 
Tabel 1. Coast Line Lenght, Thickness and Estimation of Mangrove Area at Research Location 


Panjang Garis 


Estimasi Luas 


Pantai (meter) Tebal (meter)/ : Mangrove(ha)/ 
No ii Lae Ban Line San Ma Hana Sab aa i 
g Length (m) (Meter) ron Mangrove 
Area (ha) 
1 Pariti 1.170 100-480 M1 33,94 
2 Oeteta 4.370 150-300 M2 — M5 98,33 
3 Oebelo 1.565 150-650 M6 62,60 
Total 194,87 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.2 No.2, 2007 115 


Tabel 2. Nilai Hasil Tangkapan Ikan Pada Perairan Sekitar Mangrove 
Table 2. Fish Catch Value at Mangrove Waters Area 


: Harga rata-rata : Nilai Manfaat 
Hasil : Total Biaya 
D hasil tangkapan k Penangkapan Ikan 
No esa/ Tangkapan (Rp/kg) / Price Operasional (Rp/tahun) / 
Village (ton) / Catched R Catched (Rp/tahun) / Total Benefit Fish 
Revenue (ton) ates catehe Operational Cost enen =s 
Revenue (Rp/kg) Catched Value 
1 Pariti 191 5.167 - 987.026.175 
2 Oeteta 247,7 5.000 = 1.238.625.000 
3 Oebelo 388,8 8.750 2.471.040.000 930.960.000 
Total 3.156.611.175 


bahan bakar dan perbekalan untuk dua orang. 
Selain dari biaya melaut, terdapat juga biaya 
untuk perbaikan mesin dan alat tangkap yang 
rata-rata berjumlah Rp. 228.000 perbulan 
(Tabel 2). 

Musim penangkapan udang pada 
perairan pesisir Teluk Kupang terjadi pada saat 
musim hujan yang pada beberapa tahun 
terakhir berlangsung antara bulan Oktober 
sampai dengan bulan April. Jumlah tangkapan 


harga udang untuk jenis udang windu dapat 
mencapai Rp. 45.000/kg, udang putih sebesar 
Rp. 35.000/kg sedangkan udang merah Rp. 
20.000/kg. Sedangkan pada saat musim hujan 
harga udang turun menjadi Rp. 30.000 - Rp. 
35.000/Kg untuk udang windu, Rp. 20.000/ Kg 
- Rp. 25.000/ Kg untuk udang putih dan Rp. 
10.000 — Rp. 15.000 untuk udang merah. Nilai 
produksi dari kegiatan penangkapan udang 
dapat dilihat pada Tabel 3. 


Tabel 3. Nilai Hasil Tangkapan Udang Pada Perairan Sekitar Mangrove 
Table 3. Shrimp Catch Value at Mangrove Waters Area 


Musim Panas / Musim Hujan / Nilai Manfaat 
Summer Winter Penangkapan 
Hasil Harga rata- Udang 
Desa/ Hasil Harga Rata- Tangkapan rata musim (Rp/tahun)/ 
Village Tangkapan rata (Rp/kg)/ Musim Hujan hujan Benefit Value of 
(ton) / Catch Price Rates (ton)/ Catch (Rp/kg)/Price Shrimp 
Revenue (Rp/kg) Revenue on Rates on Catching 
Winter Winter (Rp/tahun) 

1 Pariti 56,6 29.166 990,7 16.666 18.162.468.333 
Oeteta 51,6 32.500 1.252,4 23.750 31.421.507.812 
Oebelo : z 170 21875 3.720.937.500 
Total 53.304.913.645 


udang akan meningkat secara signifikan pada 
saat musim hujan yaitu dari rata-rata 
tangkapan 0,98 kg/hari pada saat musim 
panas menjadi sebesar 13,33 kg/hari pada 
saat musim hujan. Harga udang juga 
berfluktuasi seiring dengan jumlah hasil 
tangkapan. Pada musim panas dimana 
ketersediaan pasokan udang cukup terbatas, 


Kepiting merupakan salah satu 
komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi 
dalam sumberdaya mangrove. Harga kepiting 
perkilogram di tingkat nelayan sebesar 
Rp.15.000. Penangkapan kepiting dilakukan 
dengan menggunakan pancing dan sorok. 
Waktu penangkapan biasa dilakukan pada 
waktu menjelang sore. Jenis kepiting yang 
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Tabel 4. Nilai Hasil Tangkapan Kepiting Pada Wilayah Mangrove di Teluk Kupang 
Table 4. Crab Catch Value at Mangrove Area in Kupang Bay 


Harga rata-rata 


Hasil hasil tangkapan Nilai Manfaat 
Desa/ Tangkapan z Penangkapan Kepiting 
No Village (ton)/Catched (Rp/Kg) / Price (Rp/ton) / Benefit Value of 
Revenue (ton) Rates ot Calched Crab Catched (Rp/ton) 
Revenue (Rp/kg) p 
1 Pariti 2,5 15.000 37.440.000 
2 Oeteta 4,2 15.000 62.400.000 
3 Sulamu - = g 
4 Oebelo 4,2 11.000 46.475.000 
Total 146.315.000 


ditangkap adalah kepiting bakau (Scylla sp.) 
yang banyak hidup di lumpur-lumpur 
mangrove. Rata-rata tangkapan nelayan 
perhari hanya sekitar 3,25 Kg. Kecilnya jumlah 
tangkapan kepiting lebih disebabkan tidak 
adanya saluran pemasaran yang baik, 
sehingga penangkapan kepiting lebih 
ditujukan untuk keperluan konsumsi sehari- 
hari. Bagi masyarakat yang lebih kental 
dengan budaya bertani, penangkapan kepiting 
hanya merupakan kegiatan sambilan dan 
bukan prioritas untuk dilakukan. Penangkapan 
kepiting setiap hari dilakukan oleh sekitar 5-10 
orang pada Desa Pariti dan Oeteta, 3-5 orang 
pada Desa Oebelo (Tabel 4). 

Tipe tanah mangrove yang berlumpur, 
merupakan tempat hidup yang sesuai bagi 
berbagai jenis kerang. Jenis kerang yang 
paling banyak di temui adalah jenis kerang 
dara (Anadara sp). Penangkapan kerang 
biasa dilakukan pada saat menjelang petang 


dengan hanya mengunakan bantuan ember 
sebagai wadah penampung hasil tangkapan. 
Pada saat menjelang petang air akan surut 
atau yang dalam bahasa lokal disebut sebagi 
meting dan mamok. Meting adalah kondisi 
dimana air laut surut maksimal yang dapat 
mencapai 3 Km dari pinggir pantai dan terjadi 
pada awal bulan dan ketika bulan purnama. 
Sedangkan mamok adalah meting kecil 
dimana surutnya air hanya beberapa ratus 
meter dari pinggir pantai. Hasil tangkapan 
kerang pada saat mamok adalah sekitar 3-5 
Kg dan pada saat meting dapat mencapai 10- 
15 Kg. Kerang yang dijual hanya sekitar 20 
persen dari total tangkapan selebihnya untuk 
dikonsumsi sendiri. Harga jual kerang adalah 
Rp. 2.000 per Kg (Tabel 5). Penangkapan 
kerang banyak dilakukan oleh ibu-ibu rumah 
tangga yang dibantu oleh anak-anak. Jumlah 
masyarakat yang melakukan penangkapan 
kerang pada saat mamok di Desa Pariti dan 


Tabel 5. Nilai Hasil Tangkapan Kerang Pada Wilayah Mangrove di Teluk Kupang 
Table 5. Shell Catch Value at Mangrove Area in Kupang Bay 


Harga rata-rata hasil 
tangkapan (Rp/Kg)/ 


Hasil tangkapan 


Nilai Manfaat Penangkapan 


No D. (ton)/Catched Price Rates of Ng Wp aa 
Revenue (ton) Catched Revenue (Rp/tahun) 
(Rp/kg) 
1 Pariti 9 2.000 18.000.000 
2  Oeteta 18 2.000 36.000.000 
3 Oebelo 8 2.000 16.000.000 
Total 140.000.000 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.2 No.2, 2007 dd 


Oeteta masing-masing berjumlah kurang lebih 
10 orang. Sedangkan pada saat meting, 
jumlah penangkap kerang dapat mencapai 
dua kali-tiga kali lipat dari waktu mamok. 


kering dimanfaatkan sebagai bahan bakar 
untuk keperluan masak setiap hari. Semenjak 
adanya larangan menggunakan kayu 
mangrove kecuali yang sudah kering dan jatuh 
ke tanah, pemanfaatan kayu untuk keperluan 


Tabel 6. Nilai Hasil Pemanfaatan Kayu Sebagai Alat Tangkap Sero Waring 
Table 6. Benefit Value of Wood Utilization as Sero Waring Catching Gear 


Rata-rata Kayu 


tegakan yan Harga Kayu 
Jumlah Sero 2 yaa ana Tegakan (Rp/ Nilai Manfaat 
No Desa / Waring / (batan )/ Batang)/ (Rp/tahun)/ 
Village Number of g Price of Stand Benefit Value 
: Average Number 
Sero Waring Wood (Rp/year) 
of Stand Suport (Rp/Stick) 
Wood (Stick) p. 
1 Pariti 283 425 1.000 120.275.000 
2  Oeteta 367 425 1.000 155.975.000 
3 Oebelo - - - 5 
Total 276.250.000 


Pemanfataan Sumberdaya Kayu 

Kayu mangrove telah lama 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai 
kebutuhan. Pohon mangrove yang berukuran 
besar dimanfaatkan sebagai bahan dasar 
pembuatan perahu-perahu nelayan dan 
sebagai bahan bangunan. Pohon mangrove 
yang berukuran kecil dan lurus seperti Ceriops 
dimanfaatkan sebagai tiang penyangga pada 
lengan sero waring dan kantong utama yang 
banyak dipasang di sepanjang pantai. 
Sedangkan kayu-kayu mangrove yang sudah 


Tabel 7. Nilai Hasil Pemanfaatan Kayu Bakar 


Table 7. Benefit Value of Firewood 


bahan bangunan dan pembuatan perahu 
nelayan sudah tidak lagi dilakukan. 
Pemanfaatan kayu untuk penyangga sero saat 
ini masih banyak dilakukan, meskipun sudah 
terdapat nelayan yang menggantinya dengan 
pohon bambu dan kayu-kayu dari hutan 
daratan. Jumlah batang kayu yang dibutuhkan 
untuk satu sero waring bervariasi berkisar 
antara 350-500 batang tergantung dari besar 
sero waring yang dibangun (Tabel 6.). Bila 
pemakaian kayu ini terus berlanjut, 
dikhawatirkan dapat menyebabkan semakin 


Rata-rata ai 
Jumlah Penggunaan Kayu Harga Kayu Nilai Manfaat 
Bakar Per Kayu Bakar 
Kepala Bakar (Ikat/ 
Desa/ Ikat / (Rp/tahun)/ 
No a Keluarga/ Tahun/KK) / 5 . 
Village Pena Price of Benefit value of 
Number of Average Utilization : f 
: Firewood per Firewood 
Householder of Firewood Bunch (Rp/Year) 
(Bunch/Year/KK) p. 
1 Pariti 680 156 1.000 109.330.000 
2  Oeteta 456 175.5 1.000 71.136.000 
3  Oebelo 841 193 1.000 225.424.000 
Total 525.230.000 
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berkurangnya jumlah tegakan pohon 
mangrove yang ada. Sehingga dalam jangka 
waktu yang lama akan menekan keberadaan 
sumberdaya mangrove. 

Seluruh masyarakat yang tinggal didesa 
masih menggunakan kayu kering sebagai 
bahan bakar untuk keperluan masak sehari- 
hari. Rata-rata kepala keluarga mengambil 
kayu sebanyak 2,5 ikat kayu kering untuk 
penggunaan selama 2 sampai dengan 3 hari. 
Satu ikat terdiri dari 15 batang dengan 
diameter rata-rata 5 cm dan panjang 100 cm 
dengan harga sebesar Rp. 1.000. 


Pemanfaatan Lahan di Sekitar Mangrove 
Pada wilayah mangrove terdapat 
hamparan lahan yang cukup luas dimana tidak 
ditumbuhi oleh pohon-pohon mangrove yang 
biasa disebut harak. Menurut masyarakat 
harak terjadi karena terdapat perbedaan tinggi 
permukaan pada lahan mangrove. Lahan- 
lahan yang lebih tinggi dari daerah lainnya 
sering tidak tergenangi oleh air dan kemudian 
tanaman disekitarnya menjadi kering. Karena 
terjadi dalam waktu yang lama, wilayah yang 
kering meluas dan terbentuklah harak. 
Pemanfaatan lahan disekitar mangrove 
termasuk harak untuk tambak bandeng baru 
dilakukan di Desa Pariti. Luas lahan tambak 
bandeng yang terdapat pada Desa Pariti saat 
ini adalah 27 Ha. Lahan tambak pertama kali 
dibuka pada tahun 1990-an. Teknologi yang 
digunakan masih cukup sederhana dan tanpa 
pemberian pakan tambahan. Perlakuan hanya 
terhadap tambak hanya dilakukan ketika masa 
persiapan dengan mengolah kembali tanah 
tambak yang baru dipanen dan diberi 
tambahan pupuk TSP dan pupuk kandang. 
Padat tebar yang dilakukan adalah sebanyak 
5.000 ekor benih/ha. Rata-rata panen 
dilakukan pada usia pemeliharaan selama 
enam bulan dengan hasil mencapai 2 ton/ha. 
Harga perkilogram Bandeng adalah sebesar 
Rp. 5.000/ Kg. Tambak bandeng meskipun 
masih dilakukan secara sederhana, 
memberikan keuntungan dan manfaat yang 
cukup besar bagi masyarakat. Dari total lahan 


tambak seluas 27 Ha dapat dihasilkan 
produksi bandeng sebanyak 108 ton per 
tahun. Total nilai produksi tambak bandeng 
adalah sebesar Rp. 540.000.000. pertahun. 
Total biaya operasional tambak bandeng 
mencapai Rp. 97.835.294 pertahun. Dengan 
demikian nilai manfaat total dari tambak 
bandeng adalah sebesar Rp. 442.164.706. 

Tambak garam terdapat di Desa Oeteta 
yang memanfaatkan lahan harak. Kegiatan 
tambak garam yang saat ini ada merupakan 
proyek percontohan pemerintah untuk 
memanfaatkan lahan-lahan tidur yang 
memiliki potensi secara ekonomi. Luasan 
harak yang telah dimanfaatkan sebagai 
tambak garam adalah seluas 7 Ha. Produksi 
garam hanya dilakukan ketika musim panas 
atau kering. Lama musim panas di Kabupaten 
Kupang dapat mencapai 7 bulan tiap 
tahunnya. Musim hujan terjadi dalam waktu 
yang relatif pendek, yaitu sekitar bulan 
Desember sampai dengan bulan April. 
Lamanya musim panas atau kering di 
Kabupaten Kupang dipengaruhi oleh adanya 
angin muson. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal 
perindustrian dan perdagangan (Anonim, 
1999). Kapasitas produksi lahan tabak garam 
per 5 Ha yang memiliki musim panas antara 6 
sampai dengan 7 bulan adalah sebesar 525 
ton atau 105 ton per Ha. Harga garam dimuka 
gudang adalah sebesar Rp. 126.000/ ton. Atas 
dasar estimasi produksi garam dan harga jual 
yang berlaku maka diketahui nilai produksi 
tambak garam di Desa Oeteta adalah sebesar 
Rp. 92.610.000. Biaya operasional kegiatan 
lahan tambak garam adalah sebesar Rp. 
71.248.000/Ha4. Total estimasi biaya 
operasional tambak garam adalah sebesar 
Rp. 50.736.000. Dengan demikian nilai 
manfaat tambak garam di Desa Oeteta adalah 
sebesar Rp. 41.874.000 dengan asumsi lahan 
yang digunakan adalah milik pemerintah dan 
bebas dari biaya sewa. Potensi pemanfaatan 
lahan sebagai tambak garam masih cukup 
besar mengingat masih banyak terdapatnya 
lahan yang belum dimanfaatkan dan 
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berpotensi untuk menjadi tambak garam baik 
yang terdapat di Desa Oeteta atau didaerah 
Pariti. 


Nilai Manfaat Sumberdaya Mangrove 

Nilai manfaat sumberdaya mangrove 
paling besar diperoleh dari pemanfaatan 
sumberdaya perikanan tangkap Rp. 
56,488,743,820 (98 persen) terutama udang 
yang mencapai Rp. 53,304,913,645 atau 94.5 
persen dari total pemanfaatan sumberdaya 
perikanan tangkap.. Menurut Gunarto (2004), 
perairan mangrove biasanya keruh sehingga 
akan menghindarkan juvenil udang dari 
pemangsanya Sehingga ekosistem mangrove 
secara alami merupakan lingkungan yang 
sesuai bagi udang untuk memijah dan kondisi 
yang ideal bagi udang untuk dapat tumbuh 
semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa 
kondisi mangrove di wilayah Teluk Kupang 
masih relatif baik terutama pada wilayah 
mangrove di sekitar Desa Oeteta dan Pariti. 
Kondisi tersebut ditunjang oleh kegiatan 
penanaman pohon mangrove baru yang 


dilakukan oleh instansi pemerintah setempat. 
Sebagai contoh proyek pengelolaan 
sumberdaya pesisir dan laut (MCRMP) yang 
merupakan kerjasama Bappeda Kabupaten 
Kupang dan PT. Citra Desain Rekanusa pada 
tahun 2004 yang menanam pohon bakau jenis 
Rhizopora (Bruguera Cilindrica) pada lahan 
seluas 500 m2 di wilayah pantai Desa Oeteta. 

Pemanfaatan sumberdaya kayu untuk 
kayu bakar dan tegakan alat tangkap sero 
waring menunjukkan nilai yang tidak terlalu 
besar yaitu Rp.682,140,000 (1.18 persen). 
Adanya larangan pemanfaatan kayu 
mangrove secara bebas dan mulai tumbuhnya 
kesadaran masyarakat akan pentingnya 
menjaga keberadaan pohon-pohon mangrove 
membuat pemanfaatan dilakukan secara 
terbatas. Pada masa-masa mendatang 
pemanfaatan kayu mangrove masih perlu 
dibatasi lagi yaitu hanya untuk kayu bakar. 
Sehingga keberadaan mangrove tetap terjaga 
bahkan semakin baik. 

Pemanfaatan lahan di sekitar mangrove 
untuk kegiatan pertambakan baik tambak 


Tabel 8. Rekapitulasi Nilai Manfaat Langsung Sumberdaya Mangrove di Teluk Kupang 
Table 8. Recapitulation of Direct Benefit Value of Mangrove Resource in Kupang Bay 


Jenis Pemanfaatan/ 
No 


Kind of Utilization 


Nilai Pemanfaatan (Rp/tahun)/ Total 
Utilization Value (Rp/year) (Rp/tahun)/ 
Total 
Pariti Oeteta Oebelo (error 


1 Penangkapan / 
Capture 


a. Udang /Shrimp 18.162.468.333 
b. Ikan /Fish 987.026.175 
c. Kepiting / Crab 37.440.000 
d. Kerang / Shell 18.000.000 
2 Pemanfaatan Kayu/ 
Wood Utulization 
a. Kayu Bakar/Firewood 109.330.000 
b. Kayu Tegakan Sero 120.275.000 
Waring/ Sero Waring 
Stand Support Wood 
3 Pemanfaat lahan / 
Land Utilization 
a. Tambak Bandeng/ 442.164.706 


Chanos-chanos Pond 
b. Tambak Garam / - 
Salt Pond 


Total 19.655.621.861 


31.421.507.812 3.720.937.500 53.304.913.645 


1.238.625.000 671.400.000 2.897.051.175 
62.400.000 46.475.000 146.315.000 
36.000.000 16.000.000 70.000.000 
71.136.000 225.424.000 405.890.000 
155.975.000 - 276.250.000 

- - 442.164.706 

41.874.000 - 41.874.000 


33.027.517.812 4.675.258.744 57.584.458.526 
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Tabel 9. Nilai Manfaat Bersih Pemanfaatan Sumberdaya Mangrove di Teluk Kupang 
Table 9. Net Benefit Value of Mangrove Resources in Kupang Bay 


Manfaat Bersih Pemanfaatan Sumberdaya/ 


Nilai (Rp/Ha/Th)/ 


NO Net Benefit Value of Resources Value (Rp/Ha/Year) 
1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap / 
Utilization of Fisheries Capture 
a. Udang / Shrimp 159.665.007 
b. Ikan / Fish Catch 4.375.116 
c. Kepiting/ Crab Catch 442.183 
d. Kerang / Shell Catch 211.549 
2 Pemanfaatan kayu / Utilization of Wood 1.226.654 
3 Pemanfaat lahan untuk tambak (bandeng dan garam)/ 
Utilization of Land for pond (Fishmilk and Salt) 5.495.444 
Total 171.415.954 


bandeng atau garam belum banyak dilakukan. 
Nilai dari pemanfaatan lahan sebesar Rp. 
442.164.706 atau hanya sebesar 0,8 % dari 
nilai total manfaat sumberdaya mangrove. 
Kegiatan tambak khususnya tambak udang 
sebenarnya menarik banyak pihak untuk turut 
serta melakukan usaha. Namun adanya 
penolakan warga terhadap pembangunan 
tambak disekitar mangrove, membuat 
perkembangan kegiatan tambak terhambat. 
Masyarakat menilai bahwa, pembangunan 
tambak disekitar kawasan mangrove akan 
mengurangi hasil tangkapan udang dan ikan 
pada masa yang akan datang. 

Berdasarkan penghitungan terhadap 
manfaat dan biaya dengan asumsi tingkat 
discount factor 11% selama kurun waktu 10 
tahun, diketahui pula bahwa pemanfaatan 
sumberdaya mangrove di Teluk Kupang 
memiliki manfaat bersih sebesar Rp. 
1,666,819,252/ha. Nilai pemanfaatan 
sumberdaya perikanan tangkap mencapai Rp. 
1.646.938.562/ha. Pemanfaatan kayu dan 
pemanfaatan lahan di sekitar kawasan 
mangrove masing-masing memiliki nilai 
manfaat sebesar Rp. 12.266.539/ha dan Rp. 
54.954.439. Kondisi akan tercapai dengan 
asumsi tidak terjadi perubahan tingkat 
pemanfaatan dalam kurun waktu yang 
diperhitungkan. 

Besar nilai pemanfaatan sumberdaya 
mangrove oleh masyarakat memberikan 


pengertian bahwa masyarakat dipesisir Teluk 
Kupang memiliki ketergantungan yang cukup 
besar terhadap sumberdaya mangrove yang 
ada. Oleh karena itu rumusan pengelolaan 
dan pembangunan wilayah pesisir pada Teluk 
Kupang, harus mempertimbangkan dampak 
ekonomi yang secara langsung akan diterima 
oleh masyarakat. Setiap perubahan sebagai 
konsekuensi dari adanya kebijakan diwilayah 
pesisir, akan memberikan pengaruh terhadap 
tingkat kesejahteraan masyarakat. 


KESIMPULAN 


Jenis pemanfaatan sumberdaya 
mangrove yang ada di Teluk Kupang meliputi 
pemanfaatan sumberdaya perikanan, 
pemanfaatan sumberdaya kayu dan 
pemanfaatan sumberdaya lahan di sekitar 
wilayah mangrove. Total nilai pemanfaatan 
sumberdaya mangrove di Teluk Kupang 
adalah sebesar Rp..57.584.458.526 dengan 
manfaat bersih sebesar Rp. 
171.415.954/ha/th. Nilai pemanfaatan 
sumberdaya mangrove yang terbesar adalah 
sumberdaya perikanan tangkap yang 
mencapai 98% dari nilai total pemanfaatan 
mangrove. Pemanfaatan kayu mangrove 
untuk berbagai keperluan masih cukup banyak 
dilakukan dengan nilai pemanfaatan 
mencapai Rp. 682.140.000. Bila pemanfaatan 
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ini masih terus dilakukan dalam jangka waktu 
yang cukup lama, dikhawatirkan dapat 
menekan keberadaan sumberdaya mangrove. 


SARAN 

Sebagai lanjutan dari penelitian ini, 
diperlukan berbagai simulasi pengelolaan 
wilayah pesisir yang memberikan tingkat 
keuntungan optimal yang didasarkan pada 
potensi pemanfaatan ekonomi sumberdaya 
mangrove yang ada. Selain itu, juga perlu 
dilakukan penelitian terhadap kemungkinan 
dampak sosial dan solusi antisipasinya dari 
setiap perubahan yang menjadi konsekuensi 
dari lahirnya suatu kebijakan. Dengan 
demikian, kebijakan dapat berjalan dengan 
baik dan diterima oleh masyarakat. 
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NILAI EKONOMI PERIKANAN CUCUT DAN PARI 
DAN IMPLIKASI PENGELOLAANNYA 


Oleh : 
Agus Heri Purnomo' dan Tenny Apriliani' 


ABSTRAK 


Kajian ini menganalisis aspek sosial ekonomi perikanan cucut dan ikan pari di Indonesia, terkait 
dengan relevansi aspek tersebut dalam rencana aksi nasional (national plan of action, NPOA) untuk 
sumberdaya elasmobranchii. Pengambilan data dilakukan pada periode Agustus 2004 - November 2005 di 
lokasi-lokasi pendaratan utama, yaitu Tanjung Luar (NTB), Kedonganan (Bali), Sungai Kakap (Kalbar), 
Sungai Liat (Bangka Belitung), Muara Angke (Jakarta) dan Batang (Jateng) serta beberapa lokasi 
pendukung. Analisis deskriptif tabulatif yang dilakukan terhadap data-data tersebut, menunjukkan bahwa 
produksi cucut dan ikan pari memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nelayan, baik yang 
menangkap cucut sebagai target utama maupun hasil sampingan. Di lokasi dimana cucut atau pari 
merupakan target utama, yaitu Tanjung Luar, Sungai Liat, dan Sungai Kakap, setiap ABK memperoleh 
pendapatan berturut-turut sebesar Rp 20,8 juta, Rp 24,1 juta dan Rp 8,5 juta per tahun. Nilai ini sebanding 
dengan tambahan pendapatan yang diperoleh ABK di lokasi dimana cucut atau pari merupakan hasil 
samping (Kedonganan dan Batang), yakni sebesar masing-masing Rp 27,7 juta dan Rp 22,4 juta pertahun. 
Nilai ekonomi perikanan cucut dan pari juga terkait dengan nilai tambah dari aktivitas pengolah, pengrajin, 
tukang potong, kuli angkut, dsb. Hasil analisis selanjutnya menunjukkan adanya peluang untuk menyusun 
sebuah NPOA yang selaras dengan kepentingan ekonomi nelayan, misalnya dengan meningkatkan nilai 
tambah hasil tangkapan sehingga penurunan volume tangkapan tidak harus menyebabkan turunnya 
pendapatan. Sejauh ini, nilai tambah perikanan cucut dan pari bervariasi, misalnya, 3,5 % untuk cucut dan 
23% untuk pari di Kedonganan, jauh dibawah nilai tambah cucut di Sungai Kakap (290%) dan pari di Batang 
(75%). Implikasi dari hasil ini adalah pentingnya upaya penciptaan nilai tambah disamping perlunya kajian 
lanjutan untuk merumuskan mekanisme teknis untuk mengurangi volume produksi sesuai dengan kondisi 
lapang. 


Kata Kunci : Nilai Ekonomi, Cucut, Pari, Elasmobranchii, Pengelolaan Perikanan. 


Abstract : Economic Value of the Shark and Ray Fishery and their Management Implication by 
Agus Heri Purnomo and Tenny Apriliani 


This study analyses the socio-economic aspects of Indonesian shark and ray fisheries as related to 
the relevance of these aspects in a National Plan of Action (NPOA) for elasmobranchii resources. Data were 
collected in the period of August 2004 to November 2005 in primary shark and ray landing places, namely 
Tanjung Luar (NTB), Kedonganan (Bali), Sungai Kakap (Kalbar), Sungai Liat (Bangka Belitung), Muara 
Angke (Jakarta) and Batang (Jateng) and a number of complementary locations. A tabulated-descriptive 
analysis shows that shark and ray production contributes significantly to the income of the fishers, both who 
produce shark and ray as main targets and by-catches. In locations where shark or ray is the main target, 
namely Tanjung Luar, Sungai Liat, dan Sungai Kakap, an individual crew fisher would, respectively, earn as 
much as Rp 20.8 million, Rp 24.1 million and Rp 8.5 million annually. These values by and large match with 
the annual additional income earned by every crew producing shark or ray as by-catch in Kedonganan and 
Batang, who would receive Rp 27.7 million and Rp 22.4 million. A further analysis shows an opportunity to 
formulate an NPOA which is parallel with the fishers' economic interests, namely through the improvement of 
added values in such away that reduction in catch will not necessarily cause decreases in income. So far, the 
value added for fisheries commodities is various: for example, 3.5 % for shark and 23% for ray in 
Kedonganan, as compared to shark value added in Sungai Kakap (290%) and ray value added in Batang 
(75%). The implication of this research is that efforts directed to the creation of value added and the 
formulation of technical mechanism to reduce production become essential in developing a workable NPOA. 


Keywords : Economic Value, Shark, Ray, Elasmobranchii, Fishery Management 


' Peneliti Pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, BRKP-DKP. 
Jl. KS TUBUN Petamburan VI Slipi Jakarta 10260. Telp. (021) 53650159 


124 Nilai Ekonomi Perikanan ........... dan Implikasi Pengelolaannya (Agus H.P., dan Tenny A.) 


PENDAHULUAN 


Perkembangan perikanan 
elasmobranchi, terutama cucut dan ikan pari, 
telah memunculkan kekhawatiran 
masyarakat perikanan dan pemerhati 
masalah lingkungan. Meskipun 
penangkapan cucut dan ikan pari telah 
dilakukan secara berabad-abad, 
kecenderungan terbaru menunjukkan 
adanya peningkatan intensitas 
penangkapan di seluruh dunia. Hal ini 
terutama didorong oleh terbukanya pasar 
internasional dengan harga yang semakin 
kompetitif diikuti penggunaan teknologi yang 
semakin efektif dan wilayah penangkapan 
yang semakin meluas. 

Dari sudut pandang biologi, 
kekhawatiran tersebut terutama dikaitkan 
dengan beberapa karakteristik reproduksi 
dan pertumbuhan elasmobranchi, terutama 
jenis cucut. Stok cucut pada umumnya 
menunjukkan laju pulih yang lambat karena 
lambatnya proses kematangan seksual dan 
sedikitnya anakan yang dihasilkan. 
Kenyataan tersebut mendorong masyarakat 
perikanan dunia untuk mengupayakan 
sebuah kesepakatan tentang pengelolaan 
sumberdaya ini. Dalam perkembangannya, 
langkah yang telah ditempuh oleh 
masyarakat perikanan tersebut berhasil 
memaksa FAO (Food and Agricultural 
Organization) untuk merumuskan garis-garis 
besar yang mengarah pada langkah 
pengelolaan bersama secara internasional. 
Garis besar tersebut lebih lanjut berkembang 
menjadi sebuah dokumen yang disebut 
sebagai International Plan of Action for 
Conservation and Management of Sharks 
(IPOA-SHARKS) (Anonim, 1998). Istilah 
'shark' dalam kesepakatan tersebut 
mencakup spesies-spesies yang tergabung 
dalam kelas Chondroichtyes, yaitu berbagai 
jenis ikan cucut dan pari. 

Rencana aksi tersebut bersifat 
sukarela tetapi diharapkan dapat 
diimplementasikan di segenap negara yang 


memiliki keterkaitan dengan perikanan 
cucut, melalui rencana di tingkat nasional 
(National Plan of Action, NPOA). Negara- 
negara yang telah mengimplementasikan 
kesepakatan tersebut diharuskan untuk 
menerapkan berbagai kebijakan yang pada 
intinya ditujukan untuk menjaga kelestarian 
sumberdaya cucut sebagaimana dijelaskan 
dalam cakupan istilah tersebut di atas. 
Indonesia telah menyusun draft NPOA 
(Anonimous, 2006), yang diharapkan dapat 
mendasari pelaksanaan pengelolaan 
sumberdaya elasmobranchi di Indonesia 
dengan baik. 

Perikanan cucut, dalam artian yang 
lebih luas sebagaimana dimaksudkan dalam 
IPOA, jelas tidak hanya membawa manfaat 
ekonomi bagi pelaku-pelaku usaha langsung 
seperti para penangkap dan pengolahnya. 
Selain membuka peluang usaha bagi industri 
pengolahan atau bahkan kerajinan 
(misalnya kulit pari dan kulit cucut), 
eksploitasi cucut juga membuka peluang 
usaha pelengkapnya, misalnya usaha 
pemasaran dan ekspor. Berbagai lapangan 
kerja yang teridentifikasi berkembang 
sejalan dengan berkembangnya 
penangkapan cucut adalah di antaranya 
penangkap itu sendiri, jasa pengadaan alat 
tangkap, pengecer, pengumpul, pengolah, 
dan eksportir. Namun di banyak lokasi, 
penangkapan cucut bahkan dilakukan hanya 
untuk mendaratkan bagian yang paling 
bernilai ekonomis saja, misalnya sirip. 
Sementara itu, bagian lain seringkali dibuang 
di laut. 

Secara teoritis, perumusan rencana 
semacam itu tidak terlalu sulit untuk 
dipahami dan dilaksanakan. Namun 
demikian, penerapannya tidak mudah 
karena terkait dengan berbagai aspek, 
terutama sosial ekonomi dalam 
hubungannya dengan kontribusi dan peran 
penangkapan cucut terhadap nelayan di 
sejumlah besar negara berkembang. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
data dan informasi yang akurat mengenai 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.2 No.2, 2007 125 


kegiatan penangkapan ikan cucut dan pari 
serta optimalisasi pemanfaatkan terkait 
dengan adanya kebijakan tingkat nasional 
pengelolaan kelestarian sumberdaya cucut 
dan pari. Terkait dengan itu, makalah ini 
mengungkapkan beberapa aspek sosial 
ekonomi yang diperkirakan akan 
bersinggungan dengan segala bentuk 
pengaturan / pengelolaan sumberdaya cucut. 


METODE 


Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
periode Agustus 2004 s/d November 2005 di 
lokasi-lokasi penting pendaratan ikan cucut 
dan atau pari, yaitu Tanjung Luar (Propinsi 
Nusa Tenggara Barat), Kedonganan (Propinsi 
Bali), Sungai Kakap (Propinsi Kalimantan 
Barat), Sungai Liat (Propinsi Bangka Belitung), 
Muara Angke (Propinsi DKI Jakarta) dan 
Batang (Propinsi Jawa Tengah). 


Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan berupa data 
primer dan data sekunder. Data primer yang 
dikumpulkan mencakup nilai ekonomis 
penangkapan ikan cucut dan pari pada lokasi- 
lokasi penelitian yang diperoleh berdasarkan 
hasil wawancara dengan responden terkait. 
Sementara itu data sekunder yang 
dikumpulkan berupa dokumen dari instansi 
perikanan setempat seperti Dinas Perikanan 
dan Kelautan dan Tempat Pelelangan Ikan 
pada setiap lokasi penelitian serta data dan 
informasi dari BPS, perguruan tinggi dan 
berbagai instansi lainnya. 


Metode Pengumpulan dan Analisis Data 
Penelitian ini merupakan kajian 
deskriptif tabulatif berdasarkan hasil survai. 
Penggalian data di semua lokasi berlangsung 
masing-masing selama 10 - 14 hari, melalui 
wawancara menggunakan kuesioner dengan 
responden yang diambil secara purposif untuk 
mewakili berbagai pelaku usaha yang terkait 


dengan perikanan cucut dan ikan pari di 
wilayah tersebut. Responden yang dipilih 
meliputi juragan, nakhoda, anak buah kapal 
(ABK), pedagang pengumpul, pengecer, 
eksportir dan pengolah. Jumlah responden 
untuk setiap lokasi dan pelaku usaha berbeda, 
hal ini dikarenakan waktu penangkapan cucut 
dan pari cukup lama sehingga jumlah 
responden sangat bergantung pada saat 
pendaratan ikan. Data primer yang 
dikumpulkan berupa pendapatan usaha dari 
setiap kegiatan, sistem bagi hasil yang 
berlaku, pemanfaatan ikan cucut dan pari hasil 
tangkap serta produksi hasil tangkapan di 
setiap lokasi riset. Selain data-data primer, 
dikumpulkan pula data-data sekunder yang 
diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
setempat dan data-data pelengkap yang 
diperoleh dari beberapa lokasi pendukung, 
misalnya Muara Kintap dan Kurau (Kalimantan 
Selatan) dan Pangkalpinang (Bangka 
Belitung). Data sekunder yang terkumpul 
meliputi data perkembangan produksi dan nilai 
produksi ikan cucut dan pari yang dan data 
mengenai volume dan nilai ekspor perikanan. 
Analisis data yang dilakukan berupa analisis 
deskriptif tabulatif terhadap data-data yang 
terkumpul. Kemudian Penyimpulan dilakukan 
melalui interpretasi logis terhadap hasil 
tabulasi data yang ditampilkan dalam bentuk 
diagram dan matriks dan catatan lapang yang 
diperoleh selama penelitian. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Perkembangan Perikanan Cucut 

Data-data perikanan Indonesia sejauh 
ini menunjukkan bahwa cucut menempati 
posisi penting di antara berbagai komoditas 
ekspor perikanan lainnya. Sebagai ilustrasi, 
Gambar 1 dan 2 memperlihatkan posisi 
volume dan nilai ekspor produk cucut 
dibandingkan dengan salah satu komoditas 
andalan ekspor, yaitu rumput laut, dan 
komoditas lain yang volume ekspornya hampir 
sama rendah dengan volume ekspor produk 
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Gambar 1. Volume Ekspor Sirip Cucut dan Dua Komoditas Pembanding di Indonesia, 
2002-2003 

Export Volume of Shark Fin and Two Comparing Commodities in Indonesia, 2002- 
2003 


Figure 1. 
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Source : Anonimous (2003a) and Anonimous (2004b), processed 


Gambar 2. Nilai Ekspor Sirip Cucut dan Dua Komoditas Pembanding di Indonesia, 2002- 
2003 


Figure 2. Export Value of Shark Fin and Two Comparing Commodities in Indonesia, 2002-2003 


cucut, yaitu ikan lemuru. Pada kedua gambar 
tersebut, terlihat bahwa meskipun volume 
ekspor produk cucut jauh di bawah volume 
ekspor rumput laut, nilai yang dihasilkannya 
tidak jauh berbeda. Sementara itu, terhadap 
komoditas pembanding lain yang volume 
ekspornya sama rendah, yaitu lemuru, 


perbandingan nilai tersebut jauh lebih tinggi 
daripada perbandingan volumenya. 
Gambaran tersebut menegaskan bahwa 
peranan produk cucut dalam ekspor perikanan 
Indonesia tidak dapat diabaikan. Sebagai 
catatan, gambaran serupa juga terjadi pada 
beberapa spesies lain yang masuk dalam 
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kategori shark menurut definisi FAO, termasuk 
di dalamnya ikan pari. 

Gambaran tentang besarnya nilai 
ekspor produk cucut tersebut memberikan 
penjelasan tentang faktor pendorong 
penyebab terjadinya kenaikan produksi yang 
terjadi secara terus menerus pada beberapa 
periode yang lalu. Dalam kurun waktu antara 
Tahun 1990 dan Tahun 1997, produksi cucut 
meningkat rata-rata 2,6% sedangkan produksi 
ikan pari mengalami kenaikan lebih tinggi, 


yaitu sebesar rata-rata 6,7%. 

Namun demikian mengacu pada 
Gambar 3, kenaikan produksi pada periode 
1998 s/d 2003 untuk cucut adalah 2,1% dan 
untuk ikan pari sebesar 5,8%. Ini berarti bahwa 
pada periode terakhir produksi cucut 
meningkat dalam laju yang melambat, 
sehingga diperkirakan bahwa padamasa yang 
akan datang kenaikan tersebut tidak dapat 
dipertahankan lagi. 
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Gambar 3. Perkembangan Produksi Cucut dan Pari di Indonesia, Periode 90-97 dan 


98-03 
Figure 3. 
98-03 


Development of Shark and Ray Production in Indonesia, Periods of 90-97 and 
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Gambar 4. Prosentase Tangkapan Ikan Cucut, Pari dan Lainnya di Lokasi Penelitian, 


2005 


Figure 4. Percentage of Shark, Ray and Other Fish Catches at Research Locations, 2005 
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Produksi Cucut di Berbagai Lokasi 

Cucut diproduksi di berbagai lokasi 
melalui kegiatan penangkapan yang 
menerapkan prioritas target yang berbeda- 
beda. Di lokasi-lokasi tertentu, cucut dan atau 
ikan pari merupakan target utama sedangkan 
di wilayah lain merupakan hasil sampingan. 
Sebagai ilustrasi, Gambar 4 menunjukkan 
perbedaan prosentase tangkapan rata-rata 
cucut dan ikan pari yang diperlihatkan oleh 
data penangkapan di masing-masing lokasi 
penelitian, nilai ini diperoleh berdasarkan hasil 
wawancara dengan nahkoda kapal pada saat 
survey dilakukan. 


Nilai Ekonomi Perikanan Cucut dan Ikan 
Pari 


E Nilai ekonomi bagi perikanan setempat 

Terlepas dari target tangkapan 
utamanya, semua perikanan cucut dan ikan 
pari memberikan kontribusi yang signifikan 
terhadap perikanan di wilayah yang 
bersangkutan. Di wilayah dimana cucut atau 
pari menjadi target utama, signifikansi dari 
kontribusi ekonomi tersebut dapat 
dicontohkan oleh data periknan cucut dan pari 


di Pangkalpinang. Pangkalpinang merupakan 
lokasi pendaratan penting di Propinsi Bangka 
Belitung selain Sungai Liat. Di Pangkalpinang, 
besarnya hasil penjualan cucut dan pari 
mencapai nilai yang setara dengan raman 
yang diperoleh sebuah TPI besar di kota 
tersebut. Tabel 1 memperlihatkan bahwa 
perikanan cucut dan ikan pari yang didaratkan 
di kota tersebut dari tahun ke tahun berkisar 
antara Rp. 4 sampai Rp. 5 milyar, jumlah yang 
sangat dekat dengan angka raman yang 
tercatat pada TPI Pasir Putih, TPI terbesar di 
Pangkal Pinang. 

Kontribusi yang signifikan juga 
tergambar di wilayah dimana cucut atau pari 
tidak merupakan target penangkapan utama. 
Sebagai ilustrasi, Tabel 2 menunjukkan angka- 
angka perbandingan antara nilai cucut / pari 
dan raman yang diperoleh TPI terbesar di 
Batang. Nilai cucut dan pari terhitung tidak 
kurang dari 10 % dari total raman di TPI 
terbesar di kota tersebut. 


m Nilaiekonomibagi nelayan 

Nilai ekonomi perikanan cucut bagi 
nelayan pada kegiatan penangkapan cucut / 
pari bervariasi tergantung lokasi dan posisi 


Tabel1. Perbandingan Nilai Ikan Cucut dan Pari yang didaratkan di Kota Pangkalpinang 
dengan Raman di TPI Terbesar Kota Tersebut, 2001-2004 
Table1. Values of Shark and Ray at Pangkalpinang Landing Places as Compared to 
Revenues Generated by the Biggest Auction Place in the City, 2001-2004 
Tahun / Cucut*/ Shark Pari"! Ray Total Raman TPI 
Year Putih Pasir**/ 
Nilai/value ea Nilai/value(Rp. Blei aa Revenue of Pasir 
(Rp. 1000) P (%) g 1000) p (%) g Putih Auction Place 
2001 3.101.000 82 1.890.900 50 3.761.990 
2002 3.301.048 53 1.976.981 32 6.213.580 
2003 3.389.111 58 1.999.983 34 5.811.980 
2004 1.030.126 20 2.814.896 54 5.232.700 


Sumber :* Anonim, 2004; ** Anonim, 2004a 
Source :*Anonym, 2004; ** Anonyim, 2004a 
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Tabel2. Perbandingan Nilai Ikan Cucut dan Pari yang didaratkan di Kota Batang dengan 
Raman di TPI Terbesar Kota Tersebut, 2001-2003 
Table 2. Values of Shark and Ray at Batang Landing Places as Compared to Revenues 
Generated by the Biggest Auction Place in the City, 2001-2003 
Cucut"/ Pari"/ Total Raman TPI 
Tahun/ Shark Ray KlidangLor**/ 
Year Pensentase/ Revenue of 
Nilai/Value Pensentase/ Nilai/Value Percentage Klidang Lor 
(Rp. 1000) Percentage (%) (Rp. 1000) (%) g Auction Place 
2001 854.510 2 4.408.220 9 51.722.638 
2002 449.750 1 4.444.730 12 36.860.807 
2003 82.580 0,4 3.922.000 18 21.320.562 
nelayan tersebut di dalam kepemilikan dan Tabel 4 menunjukkan besarnya 


pengoperasian kapal penangkap. Secara 
rinci, besarnya pendapatan (atau tambahan 
pendapatan) yang diperoleh pernilik, kapten 
dan anak buah kapal (ABK), dapat 
diperkirakan dari besarnya biaya operasional 
dan penerimaan, sebagaimana ditunjukkan 
oleh Gambar 5, dan sistem bagi hasil yang 
berlaku di masing-masing lokasi (Tabel 3). 


pendapatan (atau tambahan pendapatan) 
yang diperoleh nelayan, berdasarkan angka 
biaya operasional dan penerimaan dan sistem 
bagi hasil sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 5 dan Tabel 3. Dari table tersebut 
terlihat bahwa di lokasi dimana cucut atau pari 
merupakan target utama, yaitu Tanjung Luar, 
Sungai Liat, dan Sungal Kakap, setiap ABK 
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Gambar 5. Biaya Operasional dan Penerimaan Usaha Penngkapan Cucut dan Pari di 


Lokasi Penelitian, 2005 
Figure 5. 
2005 


Operational Cost and Revenue Of Shark And Ray Fishery at Research Locations, 
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Tabel 3. Sistem Bagi Hasil di Lokasi Penelitian, 2005 
Table 3. Sharing Systems At Research Locations, 2005 


Sistem Bagi Hasil (Sharing System) 


Lokasi 
(Location) Pemilik/ Kapten/ ABKI Keterangan/ 
Owner Skipper Crew Remark 
Tanjung Luar 2/3 bagian dari 1/3 bagian dari keuntungan 1/3 bagian dari Suplemen kapten (#1 
keuntungan / dibagi rata untuk sejumlah keuntungan dibagi rata bagian ABK) disisihkan da 
2/3 share from ABK # tambahan dari untuk sejumlah ABK / bagian pemilik / 


benefit 


pemilik / 

1/3 share from benefit 
divide egual for amount 
of crews #supplement 


1/3 share from 
benefit divide equal 
for amount of crews 


Skipper's supplement (=1 
crew's share) is deducted 
from owner's share 


Kedonganan %2 bagian dari 14 bagian dari Perahu dioperasikan hanya 
keuntungan / keuntungan / oleh pemilik dan ABK / Boat 
Ya share from Ya share from benefit is operated by the owner 
benefit and a a crew only 
Muara Angke 9/10 bagian dari 1/10 bagian dari keuntungan / Rp 18000/day Upah ABK diperhitungkan 
keuntungan / 110 share from benefit sebagai biaya operasional / 
910 share from Crew's wage is considere 
benefit an operational cost 
Sungai Liat * bagian dari 1/2 bagian dari keuntungan 1/2 bagian dari Suplemen kapten (20.5 
keuntungan / dibagi rata untuk sejumlah keuntungan dibagi rata bagian ABK) disisihkan da 
%2 Share from ABK + tambahan dari untuk sejumlah ABK / bagian pemilik / 
benefit pemilik / Y share from Skipper's supplement (20. 
1/3 share from benefit benefit divide equal — crew's share) is deducted 
divide equal for amount for amount of crews from owner's share 
of crews +supplement 
Batang %2 bagian dari 1/2 bagian dari keuntungan 1/2 bagian dari Suplemen kapten (20.5 
keuntungan / dibagi rata untuk sejumlah keuntungan dibagi rata bagian ABK) disisihkan dari 
%2 share from ABK # tambahan dari untuk sejumlah ABK bagian pemilik / 


Sungai Kakap 


benefit 


2/3 bagian dari 
keuntungan / 
2/3 share from 
benefit 


pemilik / 

4 share from benefit 
divide egual for amount 
of crews #supplement 


1/3 bagian dari keuntungan 
dibagi rata untuk sejumlah 
ABK # tambahan dari 
pemilik / 

1/3 share from benefit 
divide egual for amount 
of crews #supplement 


4 share from! 
benefit divide egual 
for amount of crews 
#tsupplement 


1/3 bagian dari 
keuntungan dibagi rata 
untuk sejumlah ABK / 
1/3 share from 
benefit divide egual 
for amount of crews 


Skipper's supplement (20. 
crew's share) is deducted 
from owner's share 


Suplemen kapten (20.5 
bagian ABK) disisihkan dari 
bagian pemilik / 

Skipper's supplement (=0. 
crew's Share) is deducted 
from owner's share 


Sumber : data primer (diolah), 2005 
: primary data (processed), 2005 


Source 
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Tabel 4. Pendapatan Nelayan dari Perikanan Cucut dan Pari di Lokasi Penelitian, 2005 
Tabel4. Fishers Income Generation from Shark and Ray Fishery at Research Location, 2005 


Pendapatan dari Cucut / Pari / 
Income Generated from Shark / Ray Fishery 


Lokasi Rp/tahun (Rp/year) Keterangan / 
Location 
Remark 

Pemilik / Kapten / ABK! 

Owner Skipper Crew 
Tanjung Luar 146.076.000 41.734.000 20.860.000 14 trip/thn/year 
Kedonganan 27.720.000 - 27.720.000 240 trip/thn/year 
Muara Angke 25.352.000 4.472.000 4.320.000 4 trip/thn/year 
Sungai Liat 132.864.000 36.240.000 24.144.000 48 trip/thn/year 
Batang 142.560.000 35.784.000 22.356.000 36 trip/thn/year 
Sungai Kakap 37.500.000 12.800.000 8.500.000 10 trip/thn/year 


Sumber: data primer (diolah), 2005 

Source : primary data (processed), 2005 
memperoleh pendapatan berturut-turut 
sebesar Rp 20,8 juta, Rp 24,1 juta dan Rp 8,5 
juta pertahun. Nilai ini hampir sama dengan 
tambahan pendapatan yang diperoleh ABK di 
lokasi dimana cucut atau pari merupakan hasil 
samping (Kedonganan dan Batang), yakni 
sebesar masing-masing Rp 27,7 juta dan Rp 
22,4 juta pertahun. Kekecualian hanya terjadi 
di Muara Angke, meskipun cucut dan ikan pari 
merupakan target utama, ABK hanya 
mendapatkan penghasilan sebesar Rp 4,3 juta 
perorang pertahun karena penangkapan 
berlangsung hanya dua bulan pertahun. 
Pendapatan nakhoda untuk masing-masing 
lokasi tersebut berkisar antara sama dengan 
hingga dua kali lipat pendapatan ABK, 
tergantung sistem bagi hasil yang berlaku. 


m Nilai ekonomi bagi kegiatan-kegiatan 
ekonomi terkait 

Data yang dikumpulkan melalui 
penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa 
perikanan cucut dan pari juga telah 
menciptakan ekonomi yang terkait dengan 
usaha penangkapan spesies tersebut. 
Meskipun kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut 
tidak ditemukan di semua tempat, data 


sebagaimana terangkum pada Tabel 5 
menunjukkan bahwa di lokasi-lokasi dimana 
pemanfaatan cucut masih terbatas dapat 
mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha 
seperti yang terjadi di lokasi lain. Perkiraan 
penerimaan pertahun dihitung berdasarkan 
rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh 
pada setiap kali waktu produksi dikalikan 
dengan frekuensi produksi per tahun. Ini 
berarti, perikanan cucut dan pari berpeluang 
untuk memberikan kontribusi ekonomis yang 
lebih besar. 

Kemungkinan optimalisasi 
pemanfaatan hasil tangkapan cucut dan pari 
paling tidak dapat merujuk pada adanya 
peluang untuk peningkatan pemanfaatan 
berbagai bagian tubuh cucut dan pari 
sebagaimana telah dilakukan pelaku usaha di 
berbagai lokasi. Sebagai contoh, mengacu 
pada Gambar 6, pemanfaatan daging cucut di 
Tanjung Luar, Batang dan Sungai Kakap dapat 
ditingkatkan dari kondisi sekarang (20%) ke 
kondisi yng telah dicapai oleh Kedonganan, 
Muara Angke dan Sungai Liat (50%). 
Sementara itu, mengacu pada Gambar 7, 
pemanfaatan kulit pari sebagaimana telah 
dilakukan di Batang dan Sungai Kakap dapat 
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Tabel 5. Kegiatan Ekonomi Terkait yang Berkembang di Lokasi Penelitian, 2005 
Table 5. Related Economic Activities in Research Locations, 2005 


Jenis Kegiatan / 
Type of Activity 


Lokasi / Location 


Perkiraan penerimaan 
(Rp/orang/tahun) / 
Predicted revenue 
(Rp./person/year) 


Pemanggang Daging Pari dan 
Cucut / Grilled Shark and Ray 
Processor) 


Pengasin Daging Pari dan 
Cucut / Salted Shark and Ray 
Processor) 


Pengolah Kulit Pari / Ray Skin 
Processor 


Pem-Fillet Daging Pari dan 
Cucut (Shark and Ray Fillet 
Processor) 


Pedagang Eceran 
(Small Retailer) 


Pedagang Partai Besar / 
Wholesaler 


Kuli Angkut / 
Transporting Labor 


Kuli Bongkar / Unloading Labor 


Jasa Gerobak / Rickshaw Service 


Kuli muat / Loading Labor 


Batang, Jawa Tengah 


Pangkalpinang, Bangka 
Belitung 


Pangkalpinang, Bangka 
Belitung 


Pangkalpinang, Bangka 
Belitung 


Muara Kintap, 
Kalimantan Selatan 


Kurau, Kalimantan 
Selatan 


Tanjung Luar, NTB 


Muara Angke, Jakarta 


Muara Angke, Jakarta 


Muara Angke, Jakarta 
Tanjung Luar, NTB 


Rp 2 juta /tahun 
/ million/year 


Rp 32 juta /tahun 
/ million/year 


Rp 12 juta/tahun 
/ million/year 


Rp 17.000/kg 


Rp 65000/hari/day 
Rp 2.265.000/bulan/month 


Rp 1000/orang/cucut 
| person/shark 


Rp 300/cucut/shark 


Rp 8.000/gerobak 
/rickshaw 
Rp 2.000/truk /truck 


Sumber : Data Primer (Diolah), 2005 


Source 


: Primary Data (Processed), 2005 


diinttoduksikan dan dikembangkan di Tanjung 
Luar, Kedonganan, Muara Angke, dan Sungai 
Liat. 


Implikasi pada Pengelolaan Sumberdaya 
Dokumen IPOA menekankan 
keharusan negara-negara pengadopsi 
dokumen tersebut untuk melakukan upaya- 
upaya optimalisasi manfaat cucut yang 
tertangkap. Limbah harus ditekan semaksimal 
mungkin sedangkan nilai tambah dari produk 


harus diupayakan setinggi mungkin. Paparan 
di atas menunjukkan bahwa sejauh ini hasil 
tangkapan cucut dan pari di berbagai lokasi 
pendaratan di Indonesia hanya termanfaatkan 
sebagian dan nilai tambahnya pun masih 
sangat terbatas. Di banyak lokasi, 
penangkapan cucut bahkan dilakukan hanya 
untuk mendaratkan bagian yang paling 
bernilai ekonomis, misalnya sirip; sementara 
itu, bagian lain seperti daging, kulit maupun 
tulang seringkali dibuang di laut. Hal ini 
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Gambar 6. Persentase Pemanfaatan Berbagai Bagian Cucut di Lokasi Penelitian, 2005 


Figure 6. Percentage of Utilization of Shark's Parts at Research Locations, 2005 
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Gambar 7. 
Percentage of Utilization of Ray's Parts at Research Location, 2005 


Figure 7. 
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dilakukan karena nilai ekonomis bagian yang 
dibuang dipandang rendah oleh nelayan 
bahkan tidak bernilai sama sekali. 
Pengetahuan dan keterampilan yang minim 
dalam hal pengolahan produk bernilai tambah 
mengakibatkan nilai ekonomi yang 
seharusnya dapat dinikmati oleh nelayan 
terbuang percuma, disisi lain sumberdaya ikan 
cucut dan pari semakin menurun akibat 
pengelolaan yang belum optimal. 

Dalam hubungannya dengan 
pengadopsian prinsip-prinsip IPOA untuk 
konteks Indonesia, gambaran angka-angka di 
atas menunjukkan bahwa pencantuman 
rumusan yang tidak tepat akan berakibat 
sangat negatif pada penerimaan perikanan di 
berbagai lokasi. Sebagaimana dimaksudkan 
dalam dokumen IPOA, fokus perhatian dari 
IPOA yang akan diimplementasikan melalui 
NPOA di berbagai negara adalah 
keberlanjutan sumberdaya cucut. Dengan 
demikian, berbagai hal atau tindakan yang 
dianggap perlu disarankan untuk dilakukan 
demi untuk mengamankan kepentingan 
keberlanjutan sumberdaya tersebut. Ini berarti 
bahwa bilamana dipandang perlu, 
pengelolaan yang bersifat sangat konservatif 
dan menomorduakan kepentingan pengguna 
pun dapat dipertimbangkan, sepanjang 
sumberdaya dapat diselamatkan sesuai 
dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai 
seperti yang tertera dalam NPOA yaitu 
Menjamin bahwa tangkapan cucut dari 
perikanan diatur dan tidak diatur dilakukan 
secara berkelanjutan. 

Jelas bahwa fakta di atas menujukkan 
relevansi dari pendekatan yang lebih baik, 
yaitu pendekatan yang tidak hanya 
mengedepankan sumberdayanya, melainkan 
juga harus memperhatikan kepetingan 
manusianya. Terkait dengan hal ini, telah pula 
diingatkan oleh Charles (1994) bahwa tolok 
ukur keberhasilan pembangunan perikanan 
mencakup 4 aspek utama, yang diistilahkan 
sebagai segitiga keberlanjutan, yaitu aspek 


ekologis, aspek sosial-ekonomi, aspek 
komunitas, dan aspek institusional. 

Mengingat kepentingan yang besar dari 
eksistensi perikanan cucut pada kehidupan 
ekonomi nelayan, mengubah atau 
memaksakan perilaku tertentu tidak mudah. 
Dengan demikian, diperlukan strategi yang 
tepat untuk melaksanakannya. Menimbang 
bahwa seperti ditunjukkan pada hasil 
penelitian ini, kepentingan utama nelayan 
dalam pemanfataan ikan cucut adalah dari 
nilai ekonomi, maka strategi yang dipilih pun 
perlu disesuaikan dengannya. Misalnya, 
sebuah strategi dapat dikaitkan dengan 
optimalisasi pemanfaatan hasil tangkapan 
melalui pengembangan berbagai kegiatan 
pengolahan dan perbaikan-perbaikannya. 
Strategi lain adalah dengan membuka peluang 
usaha lain, yang memberikan alternatif 
sepadan terhadap kegiatan penangkapan 
cucut dan kegiatan-kegiatan usaha 
derivatnya. 

Strategi-strategi tersebut tidak boleh 
terlepas dari arahan-arahan yang tercantum 
dalam IPOA, yang ditujukan untuk pelestarian 
sumberdaya. Dalam klausul IPOA, 
perkembangan apapun yang terjadi dari tahun 
ke tahun harus tercatat dan terlaporkan karena 
perkembangan negatif dalam waktu singkat 
pun dapat merupakan indikator yang baik 
untuk memprediksikan terjadinya awal 
penurunan produksi yang membahayakan 
kelestarian. Ini berarti bahwa strategi-strategi 
tersebut harus sedapat mungkin menghindari 
langkah-langkah yang menyebabkan 
terjadinya penurunan produksi. 


KESIMPULAN 


Berdasarkan hasil analisis terhadap 
pemanfaatan cucut dan ikan pari yang 
dilakukan oleh nelayan penangkap di lokasi 
penelitian diperoleh informasi bahwa produksi 
cucut dan ikan pari memberikan kontribusi 
signifikan terhadap pendapatan nelayan, baik 
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yang menangkap cucut sebagai target utama 
maupun hasil sampingan. Di lokasi dimana 
cucut atau pari merupakan target utama, yaitu 
Tanjung Luar, Sungai Liat, dan Sungai Kakap, 
setiap ABK memperoleh pendapatan yang 
nilainya sebanding dengan tambahan 
pendapatan yang diperoleh ABK di lokasi 
dimana cucut atau pari merupakan hasil 
samping (Kedonganan dan Batang). 
Perkecualian hanya terjadi di Muara Angke, 
yang meskipun cucut dan pari merupakan 
target utama, pendapatan ABK tidak sebesar 
yang diperoleh di Tanjung Luar, Sungai Liat 
dan Sungai Kakap, suatu hasil yang terkait 
dengan rendahnya frekuensi penangkapan 
yang dilakukan. Nilai ekonomi perikanan cucut 
dan pari juga terkait dengan nilai tambah dari 
aktivitas pengolah, pengrajin, tukang potong, 
kuli angkut, dsb. Hasil analisis selanjutnya 
menunjukkan adanya peluang untuk 
menyusun sebuah NPOA yang selaras 
dengan kepentingan ekonomi nelayan, 
misalnya dengan meningkatkan nilai tambah 
hasil tangkapan sehingga penurunan volume 
tangkapan tidak harus menyebabkan turunnya 
pendapatan. Sejauh ini, sebagian perikanan 
memiliki nilai tambah yang sangat rendah; 
misalnya, 3,5 % untuk cucut dan 23% untuk 
pari di Kedonganan, jauh dibawah nilai tambah 
cucut di Sungai Kakap (290%) dan pari di 
Batang (75%). Implikasi dari hasil ini adalah 
pentingnya upaya penciptaan nilai tambah 
disamping perlunya kajian lanjutan untuk 
merumuskan mekanisme teknis untuk 
mengurangi volume produksi sesuai dengan 
kondisi lapang. 
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ANALISIS KEBERLANJUTAN PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL 
DI KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH 
(TEKNIK PENDEKATAN RAPFISH) 


Oleh : 
Benny Osta Nababan', Yesi Dewita Sari' dan Maman Hermawan' 


ABSTRAK 


Penelitian keberlanjutan perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah 
dilakukan pada tahun 2005 - 2006. Keberlanjutan perikanan tangkap ditentukan oleh interaksi beberapa 
aspek (dimensi) penting seperti dimensi ekologi, teknologi, sosial, ekonomi dan hukum-kelembagaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan status perikanan tangkap skala kecil dalam perspektif 
keberlanjutan menurut dimensi ekologi, teknologi, sosial, ekonomi serta hukum-kelembagaan, serta 
mengidentifikasi kebijakan untuk mendukung keberlanjutan perikanan tangkap di Kabupaten Tegal. Teknik 
Rapfish adalah analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi status 
keberlanjutan perikanan tangkap di lokasi penelitian. Pada dimensi ekologi, ekonomi, teknologi, dan 
hukum-kelembagaan di Kabupaten Tegal untuk semua alat tangkap yang diteliti dalam status kurang 
berkelanjutan baik untuk jaring rampus, bundes maupun payang gemplo. Studi ini menunjukkan bahwa 
dimensi ekologi merupakan dimensi yang memiliki skor paling rendah dengan skor kurang bahkan 
cenderung menjadi buruk dalam mendukung keberlanjutan perikanan tangkap skala kecil di perairan pantai 
Kabupaten Tegal. Studi ini juga berhasil mengidentifikasi atribut-atribut penting dan sensitif. Perbedaan 
status keberlanjutan berdasarkan alat tangkap di lokasi penelitian juga teridentifikasi dengan jelas 
berdasarkan atribut-atribut pendukungnya. Studi ini juga merekonfirmasi pentingnya keterpaduan aspek- 
aspek bio-techno-socioeconomic dalam pengembangan pola pengelolaan perikanan. 


Kata Kunci : status berkelanjutan, keberlanjutan, perikanan tangkap skala kecil, Rapfish 


Abstract : Sustainability Analysis of Small Scale Fisheries in Tegal District of Central Java (a Fish 
Approach). By Benny Osta Nababan', Yesi Dewita Sari', and Maman Hermawan' 


The research on sustainability of small scale fisheries in Tegal district, Central Java has been carried 
out. Fishery sustainability is determined by several interacting factors, such as ecology, technology, social, 
economic and legal-institution. The objective of this study was to determine the sustainability status of small 
scale fishery according to ecological, technological, social, economic, and legal-institutional dimensions. 
The second objective was to identify policy promoting for the capture fisheries sustainability. Sustainability of 
fishery in the coastal area of Tegal district analyzed quantitatively by Rap fish technique. Fishing gears, such 
as Jaring Rampus, Bundes and Payang Gemplo weren't in sustainable status from ecological, economic, 
technical and legal- institutional standpoints. The study showed that ecological aspect has the lowest score 
in order to support small scale fishery sustainability in the coastal water of Tegal. Differences in sustainability 
status are likely due to variations in main characteristic of the fisheries. Several sensitive attributes and 
recommendations in order to support fisheries sustainability, also identified in this study. This study 
reconfirms the need to apply comprehensive and integrated bio-technico-socioeconomic aspects in 
developing fisheries management. 


Keywords : Sustainable Status, Sustainability, Small Scale Fisheries, Rapfish 
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PENDAHULUAN 


Perikanan adalah salah satu sektor 
yang diandalkan untuk pembangunan masa 
depan Indonesia, karena dapat memberikan 
dampak ekonomi kepada sebagian penduduk 
Indonesia. Selain itu, produk perikanan adalah 
bahan makanan penting masyarakat pada 
umumnya, sehingga sektor perikanan menjadi 
salah satu sumber pendapatan negara 
disamping menjadi sumber mata pencaharian 
sebagain besar masyarakat di kawasan pantai 
terutama nelayan. Perikanan tangkap 
nasional masih dicirikan oleh perikanan 
tangkap skala kecil. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan keberadaan perikanan tangkap di 
Indonesia yang masih didominasi oleh usaha 
perikanan tangkap skala kecil yaitu sekitar 
85%, dan hanya sekitar 15% di lakukan oleh 
usaha perikanan skala yang lebih besar 
(Hermawan, 2006). Perikanan tangkap skala 
kecil dapat diklasifikasikan ke dalam 
kondisi/karakter usaha dari nelayan sebagai 
operator usahanya. Dengan kata lain operator 
usaha perikanan tangkap skala kecil 
diklasifikasikan sebagai nelayan kecil 
(Hermawan, 2006). 

Perikanan tangkap di Indonesia 
memerlukan pengelolaan yang terencana 
agar kegiatan perikanan tangkap skala kecil ini 
dapat berkelanjutan. Dengan memperhatikan 
karakteristik perikanan Pantai Utara Jawa 
Tengah khususnya kegiatan perikanan 
tangkap di Kabupaten Tegal serta adanya 


konsep penilaian keberlanjutan perikanan, 
maka perlu untuk melihat bagaimana 
keberlanjutan perikanan tangkap skala kecil 
dari beberapa dimensi keberlanjutan yaitu 
ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan 
hukum-kelembagaan. Beberapa aspek 
keberlanjutan ini dapat dijadikan salah satu 
dasar untuk melihat status keberlanjutan suatu 
kawasan perairan perikanan sehingga dapat 
dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun 
kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan 
atau keberlanjutan perikanan tangkap di 
kawasan tersebut. Oleh karena itu penelitian 
ini perlu dan sangat penting dilakukan 
mengingat keberlanjutan perikanan skala kecil 
tersebut dapat mencerminkan arah 
perkembangan perikanan nasional di masa 
yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menggambarkan status 
keberlanjutan perikanan tangkap skala kecil di 
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan 
memberikan rekomendasi kebijakan 
pengelolaan perikanan tangkap skala kecil di 
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 


METODE 


Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap 
perikanan tangkap skala kecil yang beroperasi 
di perairan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. 
Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 
1. Penelitian ini dimulai pada bulan Nopember 
2005 sampai dengan bulan Maret 2006. 


(Sumber/Source: Google earth, 24 Juli 2007) 
Gambar 1. Lokasi Penelitian di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 


Figure 1. 


Research Location in Tegal District, Central Java 
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Kerangka Pendekatan 

Salah satu isu pembangunan perikanan 
yang dihadapi oleh negara-negara 
berkembang termasuk Indonesia adalah 
bagaimana menyeimbangkan antara tujuan 
sosial, ekonomi, teknologi, hukum- 
kelembagaan dengan keberlangsungan 
sumberdaya perikanan (ekologi). 
Peningkatan jumlah penduduk yang 
memanfaatkan sumberdaya perikanan 
sebagai sumber mata pencaharian untuk 
pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan 
faktor utama yang menyebabkan tingginya 
tekanan pemanfaatan sumberdaya perikanan 
(Charles, 2001). Menurut Kusumastanto 
(2000), fenomena ini memerlukan suatu 
rumusan perencanaan pengelolaan 
sumberdaya perikanan secara komprehensif 
dan memenuhi kriteria pembangunan terpadu 
berkelanjutan yaitu secara ekonomi harus 
efisien dan optimal, secara sosial budaya 
berkeadilan dan dapat diterima, dan secara 
ekologis tidak melampaui daya dukung 
lingkungan (environmentally friendly). 
Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya 
perikanan semestinya dilakukan untuk 
mencapai tujuan pembangunan perikanan 
berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan kesejahteraan dan perbaikan 
kualitas lingkungan. Perencanaan 
pengelolaan dilakukan dengan 
mengakomodasi seluruh kepentingan para 
stakeholders, menghimpun informasi yang 
lengkap, akurat dan terbaru, serta dilakukan 
dengan prosedur dan pendekatan yang 
secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada Gambar 2, penelitian ini 
menggambarkan isu dan permasalahan 
perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten 
Tegal dan diidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi aspek keberlanjutan. Faktor- 
faktor yang mempengaruhi aspek 
keberlanjutan ini dikaji dengan alat ukur 


berupa indikator keberlanjutan ekologi, 
ekonomi, sosial, teknologi, hukum- 
kelembagaan baik hasil dari beberapa 


sumber (FAO, rapfish, dll) maupun pra survei 


yang disesuaikan dengan kondisi spesifik 
perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten 
Tegal. Hasil indikator tersebut kemudian 
diketahui status keberlanjutan perikanan 
tangkap skala kecil di Kabupaten Tegal. 
Status keberlanjutan ini digunakan untuk 
mengkaji keberlanjutan perikanan tangkap 
skala kecil di Kabupaten Tegal. Hasil evaluasi 
status keberlanjutan kemudian dianalisis agar 
dapat digunakan menjadi rekomendasi dalam 
menyusun kebijakan pengelolaan perikanan 
yang berkelanjutan di wilayah penelitian pada 
khususnya dan wilayah Indonesia secara 
umum pada keberlanjutan perikanan tangkap 
skala kecil. 


Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber 
Data 
Data yang dikumpulkan yaitu data 
primer dan data sekunder. Data primer 
dikumpulkan dengan cara wawancara dengan 
menggunakan instrumen terstruktur dan 
pengamatan langsung semi partisipatif 
(partisipatory observation) di lokasi terpilih. 
Data tersebut meliputi data aspek ekonomi, 
sosial, etika, hukum-kelembagaan serta teknis 
penangkapan dari armada penangkapan. 
Sebagian data bio-ekologis dapat digali dari 
responden dan studi literatur. Sedangkan data 
sekunder adalah data yang tidak dapat 
diperoleh dari data primer sehingga perlu studi 
literatur, wawancara dengan pengelola 
perikanan maupun dengan observasi. Data 
tersebut dapat diperoleh dari dinas, lembaga 
atau instansi terkait dalam pengelolaan 
perikanan tangkap seperti Departemen 
Kelautan dan Perikanan, institusi penelitian 
perikanan, universitas, Dinas Perikanan dan 
Kelautan Tingkat | dan Tingkat II, organisasi 
nelayan, koperasi, Badan Pusat Statistik 
(BPS, 2003 dan BPS, 2004) dan daerah (BPS 
Kabupaten Tegal, 2003 dan BPS Kabupaten 
Tegal, 2004) serta instansi lain yang terkait 
dengan kajian ini baik instansi pemerintah dan 
non pemerintah. 
Untuk memenuhi kriteria data yang 
relevan dengan pendekatan aplikasi Rapfish, 
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Perikanan Tangkap Skala Kecil 
di Kabupaten Tegal / Small Scale 4--------------------- 1 
Capture Fisheries in District of Tegal 

Aspek Ekologi/ | | Aspek Sosial/ | | Aspek Ekonomi/ | | Aspek Teknologi/ Aspek Hukum dan 

Ecological Aspect | | Sosial Aspect | | Economic Aspect | | Technical Aspect Kelembagaan/ Law 
I and Institutional Aspect 
FAO, Rapfish, INDIKATOR - - 
Sumber Lain / FAO, —— (Skor dan Atribut) / Indicators 4— Indikator Prasurvei/ 


Rapfish and Other Sources 


(Scores and Attributes) 


Pre-Survey Indicators 


| 


Metode MDS/ 


Rapfish Analysis 


Status Keberlanjutan Perikanan Tangkap 
Skala Kecil di Kabupaten Tegal / 
Sustainability Status of Small Scale 
Capture Fisheries in District of Tegal 


Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap 
Skala Kecil di Kabupaten Tegal / 
Sustainability Analysis of Small Scale 
Capture Fisheries in District of Tegal 


Rekomendasi Kebiijakan Perikanan Tangkap 
Skala Kecil / Policy Recommendation of m esa 
Small Scale Capture Fisheries Management 


Gambar 2. Kerangka Pendekatan Studi Analisis Status Keberlanjutan Perikanan Tangkap 
Skala Kecil di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 


Figure 2. 


Framework Approach of The Analytical Study on the Status of Small-Scale Fishery 


Sustainability in Tegal District, Central Java 


maka kegiatan pengumpulan data dilakukan 

sebagai berikut: 

1) Pengumpulan 
publikasi ilmiah 

2) Pengumpulan data yang sama dari 
sumber berbeda (klarifikasi kemutakhiran 
data) 

3) Verifikasi lapang untuk observasi 
langsung dan wawancara konfirmasi 
(dengan nelayan, pengolah, atau informan 
kunci lainnya) dalam rangka 
meningkatkan akurasi data. 

4) Penyiapan kuesioner yang terkait 
langsung dengan atribut Rapfish. 


laporan terkait atau 


Metode Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini mengacu pada teknik 
Rapfish (Rapid Appraissal for Fisheries) 
adalah teknik terbaru yang dikembangkan 
oleh University of British Columbia Canada, 
yang merupakan analisis untuk mengevaluasi 
sustainability dari perikanan secara 
multidisipliner. Rapfish didasarkan pada 
teknik ordinasi yaitu menempatkan sesuatu 
pada urutan atribut yang terukur dengan 
menggunakan Muilti-Dimensional Scaling 
(MDS). Aspek dalam Rapfish menyangkut 
aspek keberlanjutan dari ekologi, ekonomi, 
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teknologi, sosial dan etika. Setiap aspek 
memiliki atribut atau indikator yang terkait 
dengan sustainability sebagaimana yang 
disyaratkan oleh FAO (1995), FAO (1999a), 
FAO (1999b), FAO (2001) dan Pitcher et al. 
(1998). Dengan Rapfish, atribut-atribut 
tersebut diadaptasikan dari atribut yang telah 
dikembangkan oleh Pitchert et al. (2000) yang 
telah terbukti sejalan dengan indikator FAO 
Code of Conduct for Responsible Fisheries. 
Prosedur dari Rapfish menurut Alder, et.al. 
(2000) yang diacu dalam Hermawan (2006) 
mengikuti struktur pada Gambar 3. 

Dalam analisis dengan pendekatan 
teknik Rapfish ini, akan digunakan metode 
Algoritma ALSCAL yang merupakan metode 
aplikatif yang sudah tersedia dalam software 
statistika (SPSS). Secara detail prosedur 


Review Atribut dalam Beberapa Kategori 
dan Kriteria / Review of attributes on 
Several Categories and Criteria 


analisis dengan teknik Rapfish ini akan melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Analisis terhadap data perikanan lokasi 
studi melalui data statistik. 

2. Analisis data pengamatan lapangan dan 
studi literatur. 

3. Melakukan skoring aspek keberlanjutan 
perikanan. 

4. Melakukan analisis Multi-Dimensional 
Scaling (MDS) dengan template excel 
untuk menentukan ordinasi dan nilai 
stress melalui ALSCAL Algoritma 

5. Melakukan rotasi untuk menentukan 
posisi perikanan pada ordinasi bad dan 
good. 

6. Melakukan sensitivity analysis (Leverage 
analysis) dan Monte Carlo analysis untuk 
memperhitungkan aspek ketidakpastian. 


Identifikasi dan Pendefinisian Perikanan Berdasarkan 


Kriteria yang ditentukan/ Fisheries Identification and 
Definition Based on Certain Criteria 


Penyusunan Nilai Skor dan Penentuan Titik Referensi 
Nilai Tengah, Bad dan Good / Scoring and Reference 
Point Determination: Medium, Bad and Good 


Ordinasi MDS untuk Tiap Set Atribut, Rotasi Plot Ordinasi 
Bad dan Good dalam Garis Horizontal / MDS Ordination 
for Each Attributes, Horizontal Plot Rotation of Medium, 


Bad and Good Ordination 


Simulasi Monte Carlo untuk Mengecek Ketidakpastian 
dari Analisis / Monte Carlo Simulation to Check 
the Uncertainty of Analysis 


Analisis Leverage untuk Mengidentifikasi Sensitivitas 
Atribut yang di Analisis / Leverage Analysis to Identify 


the Sensitivity oof Analyzed Attributes 


Penilaian Keberlanjutan / Assess Sustainability 


Sumber/source : Alder, et.al. (2000) yang diacu dalam Hermawan (2006) 


Gambar 3. Proses/Tahapan Aplikasi Rapfish pada Perikanan Tangkap 


Figure 3. 


Rapfish Application Process for Fisheries’ Sustainability 
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Model yang Digunakan 

Rapfish merupakan salah satu metode 
dalam menganalisis keberlanjutan perikanan 
dan termasuk baru dalam penerapan 
multidimentional scaling di bidang perikanan. 
Metode Rapfish pada dasarnya menggunakan 
pendekatan Multi Dimentional Scaling (MDS). 
Seluruh atribut yang diperoleh dari hasil 
penelitian ini dianalisis secara multidimensi. 
Analisis multidimensi ini untuk menentukan 
titik-titik dalam Rapfish yang dikaji relatif 
terhadap dua titik yang menjadi acuan. Titik 
yang menjadi acuan tersebut adalah baik 
(good) dan buruk (bad), dimana ada titik 
ekstrem good dan titik ekstrem bad. 

Nilai indeks keberlanjutan perikanan 
skala kecil ini pada metode Rapfish diketahui 
mempunyai nilai bad (buruk) sampai good 
(baik) dalam selang 0-100. Untuk 
memudahkan penentuan status keberlanjutan 
perikanan tangkap skala kecil baik di 
Kabupaten Tegal maka selang dari bad (0) 
sampai good (100) tersebut dibagi menjadi 
beberapa kategori atau status, yaitu dengan 
membagi empat selang dari 0-100 tersebut. 
Selang indeks keberlanjutan tersebut yaitu 
selang 0-25 dalam status buruk, selang 26-50 
dalam status kurang, selang 51-75 dalam 
status cukup dan selang 76-100 dalam status 
baik (Susilo, 2003). Pembagian selang yang 
menggambarkan status indeks keberlanjutan 
ekologi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 


Stress — 


berikut: 


da tax, +0, -7f + tenras (1) 


Jarak Euclidean multi dimensi antara 
dua titik tersebut (d12) kemudian di dalam 
MDS diproyeksikan ke dalam jarak Euclidean 
dua dimensi (D12) berdasarkan rumus regresi 
pada persamaan (2) berikut : 


d» = a + b D2 + e; e adalah error. (2) 


Proses regresi tersebut di dalam 
Rapfish menggunakan algoritma ALSCAL 
yang pada prinsipnya membuat iterasi proses 
regresi tersebut di atas sedemikian sehingga 
didapatkan nilai e yang terkecil. Algoritma 
ALSCAL yang digunakan pada Rapfish 
menurut Kavanagh (2001) juga berusaha 
memaksa agar intercept pada persamaan 
tersebut sama dengan nol (a = 0) sehingga 
persamaan (2) di atas menjadi persamaan (3) 
berikut : 


d»- b Di2 +e. (3) 


Iterasi berhenti jika stress lebih kecil dari 
0,25 (Fauzi dan Anna, 2005). Stress ini dapat 
dirumuskan dalam persamaan (4) yaitu : 


i ZO, -dy i 
1 5 i j 
M r= Dd 
io 


(4) 


Tabel 1. Selang Indeks dan Status Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil 
Table 1. Intervalof Index and Sustainability Status of Small Scale Fisheries 


Selang Indeks Keberlanjutan/ 


Status Keberlanjutan / 


No Interval of Sustainability Index Sustainability Status 
1 0-25 Buruk / Bad 
2 26-50 Kurang / Poor 
3 51-75 Cukup / Adeguate 
4 76-100 Baik / Good 
Sebagaimana diuraikan di dalam Fauzi Kavanagh (2001) mengemukakan 


dan Anna (2005), MDS pada Rapfish 
dilakukan dengan menghitung jarak terdekat 
dari Euclidean distance pada persamaan (3.1) 


bahwa iterasi berhenti jika S-stress kurang dari 
0,005. Menurutnya S-stress - (stress)1/2 
sementara stress didefinisikan dalam 
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persamaan (5) 
MSS e,, 


Stress — 
ress USS A,, (5) 


Metode MDS merupakan salah satu 
metode ordinasi pada ruang (dimensi) yang 
diperkecil. Ordinasi suatu obyek pengamatan 
yang diukur dengan menggunakan banyak 
variabel sulit dilihat secara visual mengingat 
bahwa posisi obyek di dalam ruang berdimensi 
lebih dari 3 tidak mungkin digambarkan. 
Metode MDS mempunyai tahapan sebagai 
berikut: 

(1) Standardisasi (normalisasi). Variabel 
yang mempunyai unit dan besaran yang 
berbeda harus distandarisasi terlebih 
dahulu agar dapat dianalisis. 

(2) Pengukuran jarak multidimensi. Dalam 
penelitian ini pada prinsipnya terdapat tiga 
obyek alat tangkap yang menjadi topik 
kajian ini. Jarak antara ketiga alat tangkap 
tersebut terhadap titik pusat koordinat 
dapat dihitung. 

(3) Analisis reduksi dimensi. Analisis ini juga 
dilakukan alogiritma ALSCALL dengan 
template excel dengan metode MDS 
dimana posisi obyek dalam ruang 
multidimensi di atas diplotkan kembali 
pada ruang dua dimensi. 

(4) Pengukuran jarak dua dimensi. Dua 
obyek penelitian tersebut sekali lagi 
diukur jaraknya, tetapi sekarang di dalam 
dua dimensi. 

(5) Pengukuran nilai stress. Stress 
merupakan “nilai simpangan baku” dari 
metode MDS. Makin kecil stress tentunya 
makin baik. Stress ini pada prinsipnya 
mengukur seberapa dekat nilai jarak dua 
dimensi dengan nilai jarak multi dimensi. 
Jika jarak antara dua nilai jarak ini dekat 
berarti simpangannya kecil dan berarti 
juga nilai stress-nya kecil. Nilai stress 
terbesar yang masih dapat diterima 
biasanya adalah 25%. Menurut Fauzi dan 
Anna (2005) adalah jika nilai stress atau 
yang dilambangkan dengan S semakin 
rendah menunjukkan goodness of fit, 


sementara nilai S yang 
menunjukkan sebaliknya. 


tinggi 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Penentuan skala ekonomi pada kajian 
ini merupakan titik dasar dari penentuan skala 
usaha perikanan yang diteliti, dimana 
beberapa kriteria pembatas perikanan 
tangkap skala kecil yang akan dipenuhi harus 
ditentukan terlebih dahulu. Penentuan kriteria 
dilakukan berdasarkan kriteria Charles (2001) 
dan hasil studi yang dilakukan di perairan 
pantai Kabupaten Tegal oleh Hermawan 
(2006). Kriteria tersebut diantaranya adalah 
(1) total investasi awal - 30 juta rupiah, (2) 
kepemilikan aset sendiri (bukan perusahaan 
milik pengusaha besar), (3) wilayah 
penangkapan dalam zona IA, (4) lama trip 
penangkapan 1 hari (one day fishing), (5) 
teknologi paling tinggi dalam operasi 
penangkapan hanya menggunakan motor 
tempel (10-25 PK), (6) panjang kapal yang 
digunakan 5-10m. 

Di samping kriteria tersebut di atas 
penentuan skala perikanan dalam kajian ini, 
juga mempertimbangkan kriteria yang dibuat 
oleh Smith (1979). Dari penentuan kriteria 
perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten 
Tegal diperoleh armada perikanan yang 
menggunakan alat tangkap dan dijadikan 
sebagai analisis keberlanjutan. Analisis alat 
tangkap digunakan di Kabupaten Tegal 
tersebut adalah payang gemplo (payang 
jabur), bundes dan jaring rampus. Jenis ikan 
dominan yang tertangkap dengan 
menggunakan setiap alat tangkap tersebut 
adalah teri nasi, teri jawa, rebon, pepetek, 


tenggiri, tigawaja, leres/julung-julung, 
tembang, beloso, kembung, udang dan 
rajungan. 


Hasil analisis kelima aspek dari dimensi 
keberlanjutan perikanan tangkap skala kecil di 
Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Gambar 4 
sampai dengan Gambar 8. Pada Gambar 4 
sampai dengan Gambar 8, garis horizontal 
menunjukkan status keberlanjutan perikanan 
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Tabel2. Pengukuran Statistik dari Nilai Stress dan R-sguared dengan MDS 
Table 2. Statistic Measurement from Stress Value and R-sguared with MDS 


No Dimensi / Dimension Stress Squared Correlation (Yo) 

1 Ekologi / Ecology 0.13 94 
2 Ekonomi / Economic 0.13 95 
3 Sosial / Social 0.15 89 
4 Teknologi / Technology 0.14 94 
5 Hukum - Kelembagaan / Law - 0.14 92 


Institution 


sesuai dengan definisi selang indeks pada 
Tabel 1. Analisis ordinasi menggambarkan 
keberlanjutan perikanan tangkap Kabupaten 
Tegal yang mempunyai variasi dari masing- 
masing alat tangkap. Sedangkan untuk 
menggambarkan keabsahan rapfish secara 
statistik dengan pengukuran nilai strees dan r- 
sguared (sguared correlation) dari masing- 
masing dimensi. Persyaratan nilai stress 
secara statistik haruslah kurang dari 25 
sedangkan r-sguared mendekati 100%. 
Sebagai contoh nilai stress yang diperoleh dari 
penelitian pada dimensi ekologi ini sebesar 


13,86 %. Hal ini menurut prosedur 
Multidimensional Scaling (MDS), nilai stress 
yang diperoleh kurang dari 25 persen (S « 25 
Yo) maka analisis Rapfish sudah memenuhi 
goodness of fit dan korelasi selang 
kepercayaan yang diberikan sudah cukup 
tinggi sebesar 94%. Selanjutnya untuk 
pengukuran statistik dari masing-masing 
dimensi dapat dilihat pada Tabel 2. 


Dimensi Ekologi 
Gambar 4a menunjukkan ordinasi 
seluruh alat tangkap pada dimensi ekologi. 
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Gambar 4a. 


Ordinasi pada Dimensi Ekologi 
Figure 4a. Ordination for Ecological Aspect 
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Ordinasi Rapfish ini menggambarkan posisi 
keberlanjutan setiap alat tangkap berdasarkan 
indeks keberlanjutan perikanan tangkap skala 
kecil di perairan Pantai Kabupaten Tegal. 
Ordinansi keberlanjutan ekologi ketiga alat 
tangkap mempunyai nilai yang sama yaitu 
27,87 (pada gambar terlihat berhimpit). Dapat 
dikatakan bahwa ketiga alat tangkap yang 
beroperasi di perairan Kabupaten Tegal yaitu 
bundes, rampus dan payang gemplo jika 
dilihat dari dimensi ekologi mempunyai status 
kurang berkelanjutan (indeks keberlanjutan 
pada Tabel 1). 

Analisis leverage ini pada dasarnya 
untuk melihat bagaimana pengaruhnya 
terhadap skor keberlanjutan ekologi apabila 
satu atribut dikeluarkan dari analisis sehingga 
bisa dilihat tingkat sensitivitas skor 
keberlanjutan ekologi akibat dikeluarkannya 
satu atribut tersebut. Pada Gambar 4b, 
memperlihatkan bahwa atribut discard and by 
cacth (persentasi ikan yang dibuang) dan 


perubahan ukuran ikan yang tertangkap dalam 
10 tahun terakhir merupakan atribut yang 
paling sensitif dalam keberlanjutan perikanan 
skala kecil di lokasi penelitian. Kondisi 
sensitivitas yang demikian menggambarkan 
bahwa perlu ada respons atau kebijakan yang 
berbasiskan ekologi untuk merespons 
terjadinya perubahan penurunan ukuran ikan 
yang tertangkap dalam kurun waktu 10 tahun 
terakhir. Hal ini sangat mendasar mengingat 
penurunan ukuran ikan merupakan salah satu 
indikasi penting bahwa telah terjadi penurunan 
stok ikan. Apabila hal ini dibiarkan maka 
kerusakan sumberdaya tidak akan dapat 
dicegah karena bisa saja bahwa ikan-ikan 
yang tertangkap adalah ikan-ikan yang belum 
dewasa dan belum sempat memijah sehingga 
proses penambahan stok melalui pembiakan 
(recruitment) terhenti. Di sisi lain proses 
pertumbuhan (growth) yang merupakan 
bagian dari recruitmentjuga terhenti, sehingga 
pada ahirnya akan mengarah pada penurunan 


Leverage of Attributes 


Pemanfaatan Pariwisata Bahari/ 
Marine Tourism Utilization 


Perubahan Jenis Ikan yang Tertangkap 
Dalam 10 tahun Terakhir/ Captured Fish 
Change in the Last 10 Years 


Perubahan Ukuran Ikan Tertangkap 
Dalam 10 Tahun Terakhir/ Change of 
Captured Fish Size in the Last 10 Years 


Tekanan Pemanfaatan Perairan/ 
Pressure on Water Utilization 


Attribute 


Discard dan by Catch (Persentasi 

Ikan yang dibuang) / Discard and 

by Catch (Percentage of Discarded 
Ish) 


Tingkat Eksploitasi Perikanan / 
Level of Fishery Exploitation 


0 


2 4 6 8 10 12 


Root Mean Sguare Change in Ordination when Selected Attribute 
Removed on Sustainability Scale 0 to 100 


Gambar 4b. Sensitivitas Atribut pada Dimensi Ekologi 
Figure 4b. Sensitivity of Atribute for Ecological Aspect 
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stok secara keseluruhan (stock depletion) 
tidak dapat dihindari. 

Dengan mencermati atribut yang paling 
mempengaruhi penentuan indeks dari dimensi 
ekologi yaitu discard and by catch dan 
perubahan ukuran ikan yang tertangkap 
seperti diuraikan di atas maka alternatif 
kebijakan juga harus mengakomodir status 
keberlanjutan dan faktor yang paling 
berpengaruh dalam keberlanjutan perikanan 
tangkap skala kecil di lokasi penelitian. 
Kebijakan yang terkait dengan atribut tersebut 
adalah peningkatan selektivitas alat tangkap 
yang digunakan dan ini harus mendapat 
perhatian dari pembuat kebijakan di 
Kabupaten Tegal di mana alat tangkap yang 
dioperasikan seperti bundes merupakan alat 
tangkap yang tidak selektif karena dapat 
menangkap ikan berbagai ukuran baik habitat 
dasar maupun permukaan. Di sisi lain 
beroperasinya jaring arad yang datang dari 
wilayah lain semakin memperburuk keadaan 
sumberdaya, karena sifat pengoperasian 
jaring arad yang menggaruk dasar perairan, 
juga tidak mempertimbangkan selektivitas 
ukuran dan jenis ikan yang hidup di habitat 
dasar perairan. 


Pertimbangan ekologi dalam perikanan 
tangkap merupakan keharusan mengingat 
sudah sangat banyak contoh kerusakan 
sumberdaya akibat pengabaian terhadap 
aspek ekologi misalnya praktek penangkapan 
dengan cara-cara yang merusak. 


Dimensi Ekonomi 

Penggunaan alat tangkap yang selektif 
di samping bermanfaat bagi pengelolaan 
sumberdaya perikanan, juga bermanfaat 
secara ekonomi karena dengan 
menggunakan alat tangkap yang selektif 
diharapkan akan diperoleh ukuran ikan sesuai 
dengan kebutuhan pasar dan mengurangi 
risiko ikan tidak laku di pasar. Dengan 
demikian ikan yang berhasil ditangkap juga 
merupakan ikan yang bernilai lebih tinggi 
walaupun jumlahnya lebih sedikit 
dibandingkan dengan tidak dilakukan upaya 
peningkatan selektivitas alat tangkap yang 
banyak menghasilkan ikan dengan kualitas 
rendah. 

Hasil ordinasi Rapfish pada dimensi 
ekonomi untuk seluruh alat tangkap yang 
dianalisis yaitu jaring rampus, bundes, dan 
payang gemplo dapat dilihat pada gambar 5a. 
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Gambar 5a. Ordinasi pada Dimensi Ekonomi 
Figure 5a. Ordination for Economy Aspect 
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Pada Gambar 5a sangat jelas digambarkan 
posisi status perikanan tangkap skala kecil di 
Kabupaten Tegal dilihat dari dimensi ekonomi. 
Ordinansi keberlanjutan ekonomi ketiga alat 
tangkap mempunyai indeks masing-masing 
yaitu jaring rampus sebesar 50,57 (cukup 
berkelanjutan), bundes sebesar 47,19 (kurang 
berkelanjutan), dan payang gemplo sebesar 
36,66 (kurang berkelanjutan). Pada dimensi 
ekonomi memperlihatkan bahwa atribut sifat 
kepemilikan sarana penangkapan, tingkat 
subsidi, dan besarnya pemasaran perikanan 
merupakan atribut yang dominan 
mempengaruhi skor keberlanjutan perikanan 
skala kecil yang dikaji. 


Pada Gambar 5b menunjukkan 
beberapa atribut sensitif. Sifat kepemilikan 
sarana penangkapan yang dikuasai bukan 
oleh masyarakat lokal akan terjadi 
peningkatan eksploitasi sumberdaya karena 
pemilik modal dari luar wilayah akan 
mempunyai kecenderungan untuk 
mengeksploitasi sumberdaya perikanan 
sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya dan 
jika sudah tidak menguntungkan para pemilik 


modal dari luar ini akan memindahkan 
modalnya ke wilayah lain yang lebih 
menguntungkan. Besarnya subsidi yang 


diberikan pada sektor perikanan akan 
menyebabkan semakin besarnya tingkat 


Leverage of Attributes 


Penyerapan Tenaga Kerja/ 
Employment 


Transfer keuntungan antara Orang/Pelaku 
Ekonomi Lokal dan Orang/Pelaku Ekonomi 
Luar /Benefit Transfer Between People/Local 
Economic and People / Outside Economic 
player 

Tingkat Pendapatan dan Produktifitas 


Terhadap Waktu Kerja/ Level of Income 
and Productivity on Working Time 


Rata-rata Penghasilan Relatif ABK 
Terhadap UMR / The Average Income 
of Shipman on Minimum Regional Income 


Attribute 


Besarnya Pemasaran Perikanan/ 
Fish Marketing Value 


Alternatif Pekerjaan dan Pendapatan/ 
Alternative Job and Income 


Tingkat Subsidi / Subsidy Level 


Sifat Kepemilikan Sarana Penangkapan 
(kapal, Alat Tangkap dll) / Owner Ship 

roperties of Catching Tools (Ships, 
Fishing Gears etc) 


Pendapatan Perkapita / Per Capita Income 


Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB / 
Fisheries Contribution on Local Gross Revenue 


Keuntungan / Benefit 


Root Mean Sguare Change in Ordination when Selected Attribute 
Removed on Sustainability Scale 0 to 100 


Gambar 5b. Ordinasi dan Sensitivitas Atribut Pada Dimensi Ekonomi 


Figure 5b. 


Ordination and Sensitivity Atribute For Economy Aspect 
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eksploitasi sumberdaya perikanan namun jika 
subsidi tidak diberikan usaha perikanan yang 
dilakukan nelayan sulit untuk diteruskan. Hal 
ini tentu saja menjadi kondisi yang sangat 
dilematis. Pemberian subsidi ini menjadi 
dilema karena secara jangka pendek nelayan 
memperoleh keuntungan namun dalam 
jangka panjang para nelayan ini sudah tidak 
bisa melaut, karena ketika ada subsidi nelayan 
akan mengeksploitasi sumberdaya secara 
maksimal terlebih lagi apabila persepsi 
discount rate yang tinggi dari para 
stakeholders perikanan tangkap. Oleh karena 
itu jika subsidi ingin terus diberikan hendaklah 
bukan subsidi untuk eksploitasi perikanan di 
perairan yang sudah overfishing namun 
diarahkan ke laut lepas yang masih tinggi stok 
ikannya. Subsidi juga dapat diberikan dengan 
peningkatan nilai tambah dari produk 
perikanan sehingga para nelayan mempunyai 
nilai lebih dari penjualan produk perikanannya. 
Di sisi lain, jika tingkat subsidi diturunkan maka 


harus ada perbaikan struktur harga jual ikan 
hasil tangkapan nelayan yang dihitung secara 
rasional. Begitu juga dengan besarnya 
pemasaran, semakin luas wilayah pemasaran, 
semakin tinggi permintaan terhadap ikan serta 
akan semakin besar tekanan terhadap 
sumberdaya perikanan. 


Dimensi Sosial 

Hasil ordinasi Rapfish pada dimensi 
sosial untuk seluruh alat tangkap yang 
dianalisis yaitu jaring rampus, bundes, dan 
payang Gemplo dapat dilihat pada Gambar 6a. 
Pada Gambar 6a sangat jelas digambarkan 
posisi status perikanan tangkap skala kecil di 
Kabupaten Tegal dilihat dari dimensi sosial. 
Ordinansi keberlanjutan sosial ketiga alat 
tangkap mempunyai indeks keberlanjutan 
yang masing-masing sama sebesar 60,77 
(pada gambar terlihat berhimpit) dan 
mempunyai status cukup berkelanjutan. 
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Ordinasi Pada Dimensi Sosial 
Ordination For Social Aspect 


Gambar 6a. 
Figure 6a. 
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Pada Gambar 6b menunjukkan hasil 
analisis sensitifitas atribut, ternyata atribut 
status dan frekuensi konflik, tingkat pendidikan 
dan partisipasi keluarga dalam pemanfaatan 
SDI, merupakan 3 atribut yang secara 
berurutan sangat berpengaruh terhadap nilai 
atau status keberlanjutan kegiatan perikanan 
tangkap skala kecil. Analisis leverage pada 
dimensi sosial atribut status dan frekuensi 
konflik merupakan atribut yang paling sensitif. 
Penyebab status dan frekuensi konflik ini 
adalah turunnya jumlah tangkapan dan 
berakibat langsung turunnya pendapatan 
sehingga para nelayan cenderung untuk 
memperluas wilayah penangkapan dan 
melakukan pelanggaran. Selain itu, penyebab 


konflik juga terjadi akibat ketidakjelasan 
kebijakan yang telah dibuat oleh instansi 
terkait. Status dan frekuensi konflik secara 
tidak langsung menyebabkan usaha 
perikanan mengalami kemunduran karena 
para nelayan akan mengalami kerugian materi 
dan psikis. Oleh karena itu, status dan 
frekuensi konflik perlu ditangani baik 
implementasi hukum maupun ketegasan 
aparat terhadap pelanggaran yang terjadi. 
Tingkat pendidikan menjadi isu dalam 
pemanfaatan sumberdaya perikanan di 
Indonesia, karena tingkat pendidikan akan 
mempengaruhi pola pemanfaatan dan 
pengelolaan sumberdaya perikanan. 
Pencapaian pendidikan merupakan salah satu 
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Pertumbuhan Pekerja/RTP Pengekeploitasi 
SDI (5-10 tahun terakhir) / Employment 
Growth on Fisheries (the last 5-10 years) 


Frekuensi Penyuluhan dan Pelatihan / 
Frequency of Counselling and Training 


Sosialisasi Pekerjaan (Individual atau Kelompok)/ 
Job Socialization (Individual or Group) 


Frekuensi Pertemuan Warga Berkaitan Pengelolaan 
Perikanan / Frequency of Communal Meeting on 
Fishing Management 


Partisipasi Keluarga dalam Pemanfaatan 
SDI / Family Member Participation on 
Utilization of Fisheries Resources 


Attribute 


Status dan Frekuensi Konflik/ Status and 
Frequency of Conflict 


Tingkat Pendidikan / Education Level 


Pengetahuan Lingkungan/ 
Environmental Knowledge 


Jumlah RTP dan Pengekeploitasi Perikanan/ 
Number of Families Exploiting the Fisheries 
Resource 


Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute 
Removed on Sustainability Scale 0 to 100 


Gambar 6b. Sensitivitas Atribut Pada Dimensi Sosial 
Figure 6b. Sensitivity of Atribute For Social Aspect 
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ukuran untuk menilai kemajuan suatu 
masyarakat. Masyarakat yang berpendidikan 
tinggi akan lebih mudah menyerap informasi- 
informasi kemajuan peradaban, sehingga dapat 
meningkatkan kualitas penduduk daerah yang 
bersangkutan. Pendidikan juga mempunyai 
korelasi yang kuat dengan berbagai aspek 
sosial ekonomi. Berbagai penelitian 
menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan 
mempunyai hubungan yang kuat dengan 
kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga dan 
masyarakat. Karena itu pembangunan 
pendidikan sangat penting untuk mencetak 
generasi yang memiliki kemampuan dan 
kualitas yang unggul bagi kemajuan suatu 
bangsa. Partisipasi keluarga perlu ditingkatkan 
agar para nelayan tidak hanya mengandalkan 
sumber pendapatan keluarga dari tangkapan 
ikan namun dari bentuk lainnya, misalnya nilai 
tambah dari produk perikanan. 

Kebijakan untuk dapat menjaga 
keberlanjutan usaha perikanan dari dimensi 
sosial diarahkan pada penurunan status dan 


frekuensi konflik dengan implementasi hukum 
yang jelas dan tegas. Peningkatan pendidikan 
para nelayan dibutuhkan agar dapat dengan 
cepat mengadopsi/menyerap informasi demi 
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 
mereka. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan 
partisipasi keluarga agar para nelayan tidak 
hanya meningkatkan pendapatan dari 
peningkatan jumlah tangkapan dan tingkat 
ekploitasi tapi dapat meningkatkannya dari nilai 
tambah produk perikanan. Dengan demikian 
peningkatan kualitas pendidikan para nelayan 
akan sangat mendukung partisipasi nelayan dan 
keluarganya dalam meningkatkan wawasan dan 
kesadaran akan pentingnya menjaga 
keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap 
melalui berbagai langkah yang lebih rasional. 


Dimensi Teknologi 

Indeks keberlanjutan perikanan tangkap 
pada dimensi teknologi di perairan Pantai 
Kabupaten Tegal ditunjukkan dengan jelas pada 
Gambar 7a. Indeks keberlanjutan untuk 
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Gambar 7a. Ordinasi Pada Dimensi Teknologi 
Figure 7a. Ordination For Technological Aspect 
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perikanan tangkap di perairan Pantai 
Kabupaten Tegal yang menggunakan alat 
tangkap jaring rampus sebesar 53,49 
sedangkan bundes dan payang gemplo 
masing-masing sebesar 39,98. 

Pada Gambar 7b, analisis leverage 
pada dimensi teknologi memperlihatkan 
bahwa atribut penggunaan alat bantu 
penangkapan (FADS) dan selektifitas alat 
tangkap merupakan atribut yang paling 
dominan berpengaruh terhadap nilai atau 
status keberlanjutan kegiatan perikanan skala 
kecil dari dimensi teknologi. Hal ini dapat 
terjadi karena penggunaan alat bantu 
penangkapan (FADS) menjadi isu 
internasional yang dianggap dapat 
mengancam kelestarian sumberdaya ikan di 
perairan yang berkembang sejak konferensi 


internasional tentang FADS di Martinique, 
Prancis pada tahun 1999 dan berdasarkan 
pada ketentuan perikanan yang 
bertanggungjawab (CCRF) yang dikeluarkan 
FAO pada tahun 1995 (Hermawan, 2006). 
Oleh karena itu, kebijakan untuk dapat 
menjaga keberlanjutan kegiatan perikanan 
tangkap dari dimensi teknologi diarahkan pada 
pembatasan penggunaan alat bantu 
penangkapan (FADS) agar penurunan 
sumberdaya yang sangat drastis dapat 
dihindari mengingat FADS merupakan alat 
bantu yang diyakini sangat efektif dalam 
penangkapan ikan besar maupun kecil karena 
ikan-ikan terkonsentrasi pada FADS sehingga 
dapat dengan mudah tertangkap purse seine, 
payang, bagan atau pancing. Selain itu 
peningkatan selektifitas alat, karena dengan 


Leverage of Attributes 


Pen 


D. unaan Alat Bantu Perikanan Yang Destruktif / 
e 


se of Destructive Fishing Gears 


Penganan Pasca Panen / 
Post Harvest Handling 


Ukuran Kapal Penangkapan/ 
Size of Fishing Vessels 


Penggunan Alat Bantu Penangkapan (FADS) / 
The use of Catching Aid Device 


Selektifitas Alat Tangkap/ 
Selectivity of Catching Gears 


Attribute 


Jenis/Sifat Alat Tangkap / 
King or Properties of Catching Gears 


Lama Trip Penangkapan / 
Length of Trip 


Tempat Pendaratan Ikan/ 
Fishing Ground 


Root Mean Sguare Change in Ordination when Selected Attribute 


Removed on 


ustainability Scale 0 to 100 


Gambar 7b. Sensitivitas Atribut Pada Dimensi Teknologi 
Figure 7b. Sensitivity of Atribute For Technological Aspect 
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menggunakan alat tangkap yang selektif akan 
diperoleh ukuran ikan sesuai dengan 
kebutuhan pasar dan mengurangi resiko ikan 
tidak laku di pasar. Hal ini sesuai dengan 
rekomendasi yang dipaparkan pada dimensi 
ekologi dan dimensi ekonomi. 


Dimensi Hukum - Kelembagaan 

Gambar 8a berikut menunjukkan posisi 
status keberlanjutan perikanan tangkap 
perairan perairan Pantai Kabupaten Tegal 
pada dimensi hukum-kelembagaan. Pada 
Gambar 8a terlihat bahwa indeks 
keberlanjutan ketiga alat tangkap mempunyai 
nilai yang sama (pada gambar terlihat 
berhimpit) dengan nilai indeks masing-masing 
alat tangkap sebesar 32,85 atau mempunyai 
status kurang berkelanjutan. 

Pada Gambar 8b menunjukkan hasil 
sensitivitas mengenai ketersediaan personil 
penegak hukum dan pengawas lokal menjadi 
salah satu faktor kunci agar pengelolaan 
sumberdaya perikanan dapat berjalan dari sisi 


dimensi hukum-kelembagaan. Selain itu, 
kebijakan untuk dapat menjaga keberlanjutan 
usaha perikanan dari dimensi hukum- 
kelembagaan diarahkan untuk melibatkan 
para nelayan dalam penentuan kebijakan dan 
meningkatkan peran dari keberadaan tokoh 
masyarakat lokal. Demokrasi dalam 
penentuan kebijakan sangat diperlukan yaitu 
keterlibatan para nelayan sebagai salah satu 
stakeholder agar kebijakan-kebijakan yang 
telah dibuat tidak lagi menyimpang terhadap 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
perikanan. Efektifitas kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah bagaimanapun juga 
tergantung pada responsif dukungan dari 
masyarakat, dimana dukungan terhadap 
kebijakan muncul dari bawah yaitu nelayan itu 
sendiri (bottom up). Sehingga keberlanjutan 
perikanan tangkap bukan semuanya lagi 
pemerintah yang menentukan namun 
masyarakat nelayan ikut terlibat dengan 
mengetahui permasalahan yang sedang 
terjadi dan melakukan hubungan yang 
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Gambar 8. Ordinasi dan Sensitivitas Atribut Pada Dimensi Hukum-kelembagaan 


Figure 8. 


Ordination and Sensitivity of Atribute For Legal-Institution Aspect 
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Leverage of Attributes 


Peranan Kelembagaan Formal Yang Mendukung 
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan / The Role of 
Formal Institution to Support The Management of 
Fishery Resources 


Illegal Fishing 


Demokrasi Dalam Penentuan Kebijakan / 
Democracy on Policy Making 


Ketersediaan Personil Penegak Hukum di Lokasi 
atau Lembaga Pengawas Lokal / Availability of 
Law Enforcement Person at Local Monitoring 
Institution 


Keadilan Dalam Hukum / 
Fairness on Law 


Attribute 


Ketersediaan Peraturan Formal dan Informal 
Pengelolaan Perikanan / Availability of Formal 
and Informal Role on Fisheries Management 


Root Mean Sguare Change in Ordination when Selected Attribute 
Removed on Sustainability Scale 0 to 100 


Gambar 8b. Sensitivitas Atribut Pada Dimensi Hukum-kelembagaan 
Figure 8b. Sensitivity of Atribute For Legal-Institution Aspect 


komunikatif dengan masyarakat nelayan dan 
melibatkan peran dari tokoh masyarakat itu 
sendiri. 

Contoh dari keberhasilan demokrasi 
penentuan kebijakan sebagai wadah 
keterlibatan nelayan dan peran tokoh 
masyarakat lokal adalah seperti Sasi di 
Maluku, Awig-awig di Lombok Barat, Panglima 
Laut di Aceh dan daerah lainnya. 

Gambar 9 menampilkan diagram 
layang yang menggambarkan keterkaitan 
antar kelima dimensi sekaligus. Diagram 
layang menggambarkan skor dari 0 % - 100 % 
dengan selang 25 Yo yaitu buruk, kurang, 
cukup dan baik. Semakin indeks menuju 
keluar maka status keberlanjutan semakin 
baik demikian juga sebaliknya. Pada diagram 
layang terlihat bahwa secara keseluruhan 
indeks perikanan tangkap skala kecil di 
Kabupaten Tegal berada pada selang 25% 
sampai dengan 75%, yang menandakan 
status keberlanjutan ketiga alat tangkap yang 


beroperasi di Kabupaten Tegal berada pada 
status kurang dan cukup berkelanjutan. Pada 
dimensi ekologi, ekonomi dan hukum- 
kelembagaan ketiga alat berada pada status 
kurang berkelanjutan yang artinya perlu 
dipikirkan untuk alternatif penggunaan alat 
tangkap atau peningkatan kapasitas/kualitas 
armada untuk dapat beroperasi keluar wilayah 
yang lebih jauh dimana daerah fishing ground- 
nya masih banyak ikan. Pada dimensi 
teknologi hanya jaring rampus saja yang 
mempunyai status cukup berkelanjutan 
sedangkan kedua alat lainnya sudah 
mempunyai status kurang berkelanjutan. 
Pada dimensi teknologi ini jaring rampus juga 
sudah mendekati status kurang berkelanjutan 
yang jika dibiarkan akan menuju kurang 
berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat 
dikatakan ketiga alat tangkap yang beroperasi 
ini pada dimensi teknologi sudah dalam 
kondisi yang mengkhawatirkan (kurang 
berkelanjutan). Pada dimensi sosial semua 
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Gambar 9. Diagram layang analisis keberlanjutan perikanan tangkap skala kecil di Kab. 


Tegal 


Figure 9. Radar diagram of small scale fisheries analysis in Kabupaten Tegal District 


alat tangkap dalam status cukup berkelanjutan 
artinya perikanan tangkap skala kecil di 
Kabupaten Tegal mempunyai peran yang 
cukup penting bagi masyarakat nelayan. 

Dalam tahapan Rapfish dijelaskan 
tentang mengatasi aspek ketidakpastian 
dengan simulasi Monte Carlo. Aspek 
ketidakpastian ini menurut Kavanagh (2001) 
dalam Fauzi dan Anna (2005) disebabkan oleh 
beberapa faktor antara lain dampak kesalahan 
skoring akibat minimnya informasi, dampak 
dari keragaman dalam skoring akibat 
perbedaan penilaian, kesalahan dalam data 
entry dan tingginya nilai stress yang diperoleh. 
Hasil simulasi Monte Carlo dengan 25 kali 
ulangan untuk dimensi ekologi, ekonomi, 
sosial, teknologi dan hukum-kelembagaan 
dapat dilihat masing-masing pada Gambar 
10a, 10b, 10c, 10d dan 10e. 

Hasil analisis simulasi Monte Carlo ini 
menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan 
perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten 
Tegal dengan menggunakan teknik Rapfish 
mempunyai hasil yang berkumpul di satu titik 
walaupun dengan pola yang menyebar pada 


masing-masing alat tangkap dan masing- 
masing dimensi. Artinya dengan 25 kali 
pengulangan dari beberapa faktor 
ketidakpastian di atas, hasil Rapfish yang 
diperoleh masih dalam jarak (distance) 
multidimensi sehingga dapat digunakan dalam 
penentuan status keberlanjutan dari setiap 
dimensi sesuai dengan kaidah MDS (multi 
dimentional scaling). 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 


Kesimpulan yang dapat diberikan dari 
kajian ini antara lain : 

1) Analisis rapfish dapat dijadikan analisis 
awal untuk memperoleh gambaran umum 
dan menyeluruh mengenai status 
keberlanjutan perikanan tangkap di lokasi 
penelitian mengingat sifatnya yang 
multidimensi sesuai dengan FAO-Code of 
Conduct for Responsible Fisheries. 
Dalam penelitian ini terbukti bahwa teknik 
Rapfish sangat bermanfaat untuk 
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Gambar 10. Hasil simulasi Monte Carlo dari setiap dimensi keberlanjutan 


Figure 10. 


menentukan status keberlanjutan 
perikanan tangkap yang sangat komplek 
di lokasi penelitian. Seperti pisau bedah, 
teknik Rapfish mampu mengidentifikasi 
faktor-faktor penting yang mempengaruhi 
status keberlanjutan dari berbagai 
dimensi secara komprehensif. Analisis 
rapfish juga merupakan metode yang 
masih dapat dikembangkan di kemudian 
hari, seperti penambahan dimensi 
(aspek) lain selain kelima dimensi yang 
sudah ada dalam kajian ini atau 
penambahan atribut dari masing-masing 
dimensi. 

Dilihat dari perspektif alat tangkap untuk 
semua alat tangkap yang diteliti dalam 
status kurang berkelanjutan. Walaupun 
pada dimensi sosial seluruhnya cukup 
berkelanjutan (60,77) namun secara 


4) 


Result of Monte Carlo simulation from each sustainability dimension 


umum perikanan jaring rampus, bundes 
dan gemplo di perairan pantai Tegal ini 
tidak didukung oleh keberlanjutan dimensi 
ekologi. 

Berdasarkan penilaian dari kelima 
dimensi yaitu dari dimensi ekologi, 
ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum- 
kelembagaan yang dimensi 
keberlanjutannya paling rendah adalah 
dimensi ekologi di Kabupaten Tegal 
sebesar 27,87 dalam selang 26 - 50 
(kurang berkelanjutan bahkan mendekati 
skor buruk). 

Atribut-atribut penting dan paling sensitif 
ini pada akhirnya digunakan untuk 
mengidentifikasi upaya-upaya 
(rekomendasi) yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan keberlanjutan 
perikanan di lokasi penelitian. 


156 Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap ........... Jawa Tengah (Benny Osta N., Yesi D.S., dan Maman H.) 


Rekomendasi Kebijakan 


Rekomendasi yang dapat diberikan 


antara lain : 


1) 


Untuk mempertahankan keberlanjutan 
perikanan tangkap di wilayah pantai maka 
pengembangan industri perikanan 
diarahkan ke laut lepas dengan tetap 
memfungsikan wilayah pantai sebagai 
wilayah pengelolaan perikanan tangkap 
skala kecil yang konservatif. Di samping 
itu, kerjasama antar seluruh stakeholders 
pemanfaat sumberdaya perikanan 
termasuk kerjasama antar daerah yang 
berbatasan sangat diperlukan agar 
efektivitas pengelolaan perikanan dapat 
lebih ditingkatkan. 

Perlu segera ada instrumen kebijakan 
untuk mengatasi keadaan sumberdaya 
perikanan yang sudah mengalami 
tangkap lebih (over exploited, dan over 
harvested) di Kabupaten Tegal agar 
sumberdaya perikanan ini tidak habis 
dalam jangka pendek namun tetap 
berkelanjutan dalam jangka panjang. 
Upaya-upaya pengelolaan optimal 
penangkapan sumberdaya perikanan 
agar tidak terjadi over capacity yang pada 
akhirnya merugikan semua pihak, 
menjadi suatu keharusan. Perlu adanya 
pengembangan upaya-upaya konservasi 
dari kelembagaan lokal sehingga 
kegiatan eksploitasi dapat diimbangi 
dengan kegiatan konservasi yang dapat 
mengurangi dampak terhadap 
sumberdaya perikanan dalam jangka 
panjang. 

Hasil analisis atribut-atribut sensitif dari 
setiap dimensi (Gambar 4b, 5b, 6b, 7b, 
8b) dapat memberikan rekomendasi yang 
diperlukan. Beberapa atribut sensitif pada 
masing-masing dimensi yang dianalisis 
menggambarkan perlunya prioritas 
penanganan (rekomendasi kebijakan 
yang dapat diberikan/implikasi kebijakan) 
dalam meningkatkan keberlanjutan 
perikanan tangkap skala kecil pada 


masing-masing dimensi. Beberapa 

atribut-atribut sensitif dari setiap dimensi 

dan rekomendasi kebijakan yang dapat 

diberikan dari setiap dimensi tersebut 

antara lain : 

A. Dimensi Ekologi 
1. Discard and by catch dan 
Perubahan ukuran ikan yang 
tertangkap Peningkatan selektivitas 
alat tangkap yang digunakan. 
Dengan menggunakan alat tangkap 
yang selektif akan diperoleh ukuran 
ikan sesuai dengan kebutuhan pasar 
dan mengurangi risiko ikan tidak laku 
dipasar. 
2. Tekanan pemanfaatan perairan 
Pengurangan limbah / sampah yang 
dihasilkan dari masyarakat nelayan 
dengan peningkatan pengetahuan 
dan pendidikan mengenai lingkungan 
perairan 

B. Dimensi Ekonomi 
1. Sifat kepemilikan sarana 
penangkapan Membatasi atau 
mengurangi kepemilikan modal usaha 
perikanan dari luar wilayah yang 
bersifat profit semata 
2. Tingkat subsidi Penurunan tingkat 
subsidi yang meningkatkan effort 
menangkap ikan di perairan pantai 
yang fishing ground-nya sudah 
menurun tetapi diikuti perbaikan 
struktur harga jual ikan hasil 
tangkapan nelayan melalui 
mekanisme lelang yang transparan, 
pengembangan skill nelayan dalam 
penanganan produk perikanan untuk 
memperoleh nilai tambah, dll. 
3. Besarnya pemasaran perikanan 
Wilayah pemasaran yang sudah ada 
dipertahankan/tidak dilakukan 
perluasan untuk mengurangi tekanan 
perairan terhadap produk perikanan 

C. Dimensi sosial 
1. Status dan frekuensi konflik 
Penanganan konflik baik implementasi 
hukum maupun ketegasan aparat 
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terhadap pelanggaran yang terjadi. 

2. Tingkat pendidikan Peningkatan 
pendidikan para nelayan agar dapat 
dengan cepat mengadopsi/ menyerap 
informasi dan penambahan wawasan 
serta meningkatnya 
ketrampilan/kecakapan hidup demi 
peningkatan kualitas hidup dan 
kesejahteraan mereka. Peningkatan 
pendidikan nelayan dan keluarganya 
menduduki posisi yang sangat 
strategis dalam meningkatkan 
kecakapan hidup (life skill) sehingga 
mereka lebih mampu berkompetisi 
dalam mencari alternatif lain dalam 
meningkatkan kesejahteraannya. 

3. Partisipasi keluarga dalam 
pemanfaatan SDI Peningkatan 
partisipasi keluarga agar para nelayan 
tidak hanya mengandalkan sumber 
pendapatan keluarga dari tangkapan 
ikan namun dari bentuk lainnya, 
misalnya nilai tambah dari produk 
perikanan. Peningkatan partisipasi 
keluarga ini akan dapat ditingkatkan 
dengan berbagai cara diantaranya 
upaya-upaya peningkatan ketrampilan 
dan wawasan. 


D. Dimensi Teknologi 


1. Penggunaan alat bantu 
penangkapan (FADS) Pembatasan 
dan pengawasan penggunaan FADS. 
Pembatasan dimaksudkan untuk 
mengurangi/ membatasi besaran 
kekuatan lampu (FADS) yang 
digunakan sebagai atraktif dalam 
penangkapan. Penggunaan FADS 
dapat juga dipadukan dengan 
kebijakan selektifitas alat tangkap. 

2. Selektifitas alat tangkap 
Penggunaan alat tangkap yang 
selektif akan diperoleh ukuran ikan 
sesuai dengan kebutuhan pasar dan 
mengurangi risiko ikan tidak laku di 
pasar. 


E. Dimensi Hukum-Kelembagaan 

1. Ketersediaan dan peran personil 
penegak hukum Bersama-sama 
melibatkan dan meningkatkan peran 
keberadaan tokoh masyarakat lokal 
dalam penentuan kebijakan dan 
pengawasan dalam menjaga 
keberlanjutan perikanan tangkap dan 
aspek-aspek pendukungnya. 

2. Demokrasi dalam penentuan kebijakan 
Melibatkan para nelayan sebagai salah 
satu stakeholder agar kebijakan- 
kebijakan yang telah dibuat tidak lagi 
misleading terhadap pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya perikanan. 
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ANALISIS PEMASARAN RUMPUT LAUT 
DI WILAYAH POTENSIAL DI INDONESIA 


Oleh : 
Yayan Hikmayani, Tenny Aprilliani dan Achmad Zamroni" 


ABSTRAK 


Riset tentang pemasaran rumput laut telah dilakukan pada tahun 2005. Tujuannya adalah 
mengetahui struktur pasar dan efisiensi pemasaran rumput laut di beberapa wilayah potensial di Indonesia. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer yang terdiri dari data harga jual dan beli rumput laut, lembaga 
pemasaran, biaya pemasaran, biaya produksi, lokasi pasar yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
responden. Data sekunder diperoleh dari data statistik perikanan, laporan tahunan Dinas Perikanan, data 
eksporimpor yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. Pemilihan responden dilakukan secara purposive 
sampling, sehingga diperoleh dari tingkat pembudidaya, pedagang pengumpul, pedagang besar dan 
eksportir atau pabrik pengolahan rumput laut. Analisis data yang dilakukan adalah analisis saluran 
pemasaran, marjin pemasaran, struktur pasar serta efisiensi pemasaran rumput laut. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran rumput laut terdiri dari pedagang 
pengumpul baik di tingkat desa maupun kecamatan, pedagang besar yang berlokasi di kota kabupaten 
serta eksportir atau pabrik pengolahan yang berada di ibukota propinsi. Hasil analisis marjin pemasaran 
diketahui bahwa marjin terbesar pemasaran rumput laut di tingkat pedagang pengumpul yang terdapat di 
Kabupaten Sumenep yaitu mencapai Rp. 880/kg, selanjutnya Sumbawa dan Jeneponto. Marjin pemasaran 
di tingkat pedagang besar terdapat di Bima dan Sumenep. Hasil analisis struktur pasar menunjukkan bahwa 
struktur pasar rumput laut yang terbentuk adalah oligopoli baik yang terjadi di tingkat pedagang pengumpul, 
pedagang besar maupun eksportir. Hasil analisis efisiensi pasar rumput laut menunjukkan bahwa pasar 
rumput laut yang paling efisien terdapat di Karimun Jawa, kemudian diikuti oleh wilayah lain seperti 
Sumbawa, Badung, Jeneponto, Bima dan Sumenep. 


Kata kunci : Struktur Pasar, Efisiensi Pemasaran, Rumput Laut 


Abstract : Seaweed Marketing Analysis in Potential Regencies of in Indonesia. By Yayan 
Hikmayani, Tenny Aprilianiand Achmad Zamroni 


Research on seaweeds marketing has been done in 2005. The aim of the research was to study the 
market structure and seaweeds marketing efficiency at some potential regions in Indonesia. Method used in 
this research was a survey method. Respondents were fish farmers, traders, wholesalers, middlemen, and 
processing industries or exporters. Respondent was taken purposived. Analysis were done by using market 
chain analysis, marketing margin, market structure and seaweeds marketing efficiency. Results showed that 
marketing institutions consist of middleman at village and sub district level, wholesaler at district and 
exporter or processing industry at province level. Based on marketing margin analysis showed that the 
middleman at Sumenep province has the maximum margin of seaweed marketing which is Rp 880 perkg, 
followed by Sumbawa and Jeneponto District. The highest marketing margin at the wholesaler level 
detected in Bima and Sumenep. The result of marketing structure analysis showed that seaweed marketing 
structure was oligopoly at the middleman level, wholesaler, and exporter/ processing industry. The result 
from marketing efficiency analysis of seaweed shows that tho most efficient seaweed market was Karimun 
Jawa, followed by Sumbawa, Badung, Jeneponto, Bima and Sumenep. 


Key Word : Market Structure, Marketing Efficiency, Seaweed. 
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PENDAHULUAN 


Pemerintah menempatkan rumput laut 
sebagai salah satu komoditas yang 
diunggulkan dalam program revitalisasi sektor 
kelautan dan perikanan. Hal ini menunjukkan 
bahwa rumput laut sebagai komoditas andalan 
akan mampu meningkatkan ekonomi 
khususnya sektor kelautan dan perikanan. 
Tujuan pemerintah tersebut sangat beralasan, 
mengingat sumberdaya yang tersedia sangat 
mendukung keberhasilan revitalisasi. 
Sumberdaya alam rumput laut di Indonesia 
tercatat sedikitnya sekitar 555 jenis, 55 jenis 
diketahui mempunyai nilai ekonomis tinggi, 
diantaranya Eucheuma sp, Gracillaria dan 
Gelidium. Disamping itu potensi lahan yang 
bisa dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut 
cukup besar, mencapai 2,1 juta ha. (Dahuri, 
2004). 

Kebutuhan pasar terhadap rumput laut 
terus meningkat setiap tahun. Kebutuhan 
dunia terhadap rumput laut semakin lama 
semakin meningkat. Kebutuhan total rumput 
laut saat ini diperkirakan sekitar 40.000 ton per 
tahun yang terdiri dari kebutuhan dalam negeri 
22.000 ton pertahun dan untuk ekspor sekitar 
18.000 ton per tahun, tetapi kenyataannya 
kebutuhan tersebut baru terpenuhi sekitar 
30.000 ton per tahun. Potensi lahan budidaya 
untuk Euchema sp yang dapat diusahakan 
oleh pembudidaya rumput laut saat ini lebih 
dari 10.000 ha dengan produksi lebih dari 
400.000 ton, nilai ini belum termasuk potensi 
tambak yang dapat diusahakan untuk 
budidaya Gracillaria. (Dahuri, 2004). 

Permasalahan pada pengembangan 
rumput laut akhir-akhir ini adalah berkaitan 
dengan aspek pemasaran. Pembudidaya 
rumput laut belum merasakan banyak 
keuntungan dari kegiatan pemasaran rumput 
laut terutama dalam bentuk kering. Masalah 
pemasaran tersebut diduga terkait dengan 
aspek kelembagaan, jaringan pemasaran, dan 
gap/kesenjangan komunikasi antara produsen 
dan penggunanya. Panjangnya rantai 


pemasaran rumput laut menyebabkan margin 
yang diterima pembudidaya relatif masih kecil 
sedangkan produk yang dijual masih sangat 
terbatas pada bahan mentah (raw material) 
sehingga pembudidaya belum mendapatkan 
nilai tambah (value added) dari hasil 
budidayanya tersebut. Produksi yang 
dihasilkan oleh pembudidaya rumput laut 
sering kali tidak sesuai dengan standard yang 
ditetapkan oleh industri pengolahan atau 
eksportir sehingga hal ini menjadi alasan bagi 
industri untuk membeli rumput laut dengan 
harga murah. Permasalahan-permasalahan 
tersebut secara umum telah mengindikasikan 
bahwa informasi produk dan informasi pasar 
belum banyak diketahui oleh stakeholder 
terutama pembudidaya rumput laut. 

Menurut Nikijuluw (2005), 
permasalahan pemasaran tersebut 
berkembang lebih serius dengan adanya 
peningkatan perdagangan rumput laut mentah 
dari Indonesia ke luar negeri terutama ke 
Filipina. Gejala ini sedikit banyak kontradiktif 
dengan gejala yang terjadi pada pemasokan 
bahan baku ke pengolah dalam negeri yang 
ternyata banyak mengeluh kesulitan dalam 
memperoleh bahan baku rumput laut basah 
maupun kering. Oleh karena itu, makalah ini 
akan memberikan gambaran tentang struktur 
pasar rumput laut serta efisiensi 
pemasarannya ditinjau dari sisi produsen dan 
konsumen. Informasi struktur pasar, melihat 
diantaranya jumlah lembaga pemasaran yang 
ada, hambatan bagi pesaing baru untuk 
memasuki pasar dan lain-lain. Efisiensi 
pemasaran melihat tingkat efisiensi 
operasional yang diukur dari biaya pemasaran 
dan marjin pemasaran. 


METODE 


Waktu dan Lokasi Penelitian 

Riset pemasaran rumput laut dilakukan 
pada tahun 2005 yang difasilitasi oleh Balai 
Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan dengan menggunakan dana APBN 
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(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 
Tahun 2005. Lokasi yang menjadi obyek 
penelitian ini diantaranya yaitu wilayah 
Kabupaten Jepara (Karimun Jawa) yang 
mewakili Propinsi Jawa Tengah; Kabupaten 
Sumenep mewakili Propinsi Jawa Timur; 
Kabupaten Badung mewakili Propinsi Bali, 
Kabupaten Sumbawa mewakili Propinsi Nusa 
Tenggara Barat; Kabupaten Jeneponto 
mewakili Propinsi Sulawesi Selatan yang 
merupakan wilayah-wilayah potensial untuk 
budidaya rumput laut. 


Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data 
primer terdiri dari data; harga rumput laut, 
biaya pemasaran, jumlah pedagang, jalur 
pemasaran, lokasi pasar. Data primer 
diperoleh dari responden yang dipilih secara 
purposive yaitu pembudidaya rumput laut, 
pedagang pengumpul, pedagang besar, 
eksportir/industri pengolahan. Data sekunder 
digunakan untuk memperoleh informasi yang 
berkaitan dengan pemasaran yang diperoleh 
dari instansi-instansi terkait diantaranya Dinas 
Perikanan dan Kelautan, Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian serta instansi terkait lain di 
lokasi penelitian. 


Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
survey. Pengambilan data primer dilakukan 
melalui wawancara dengan responden secara 
mendalam (indepth interview) dengan 
menggunakan kuesioner yang telah 
disediakan. Pemilihan responden dilakukan 
secara purposive untuk menentukan 
pembudidaya rumput laut, pedagang 
pengumpul di desa, pedagang pengumpul di 
kecamatan, pedagang besar serta eksportir 
yang terlibat dalam kegiatan pemasaran 
rumput laut di lokasi penelitian. 


Jumlah responden pembudidaya 
diperoleh 5 orang pada masing-masing lokasi 
dari kelompok tani berbeda, responden 
pedagang pengumpul diperoleh 2 orang dan 
responden pedagang besar ditetapkan 
pedagang yang menampung rumput laut dari 
lokasi penelitian, sedangkan responden 
eksportir atau industri pengolahan terdiri dari 5 
perusahaan pengolah yaitu PT Gumindo 
Perkasa Industri, PT Agarindo Bogatama, PT 
Amarta Sari Lestari, PT Phoenix Mas, CV 
Agar Sari Jaya. 


Analisis Data 

Data primer dan sekunder yang telah 
terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. 
Analisis-analisis yang dilakukan diantaranya 
saluran pemasaran, marjin pemasaran, 
struktur pasar dan analisis efisiensi 
pemasaran. Pertama, analisis saluran 
pemasaran dilakukan secara deskriptif 
dengan mengamati lembaga pemasaran yang 
terlibat dalam penyampaian rumput laut 
dimulai dari pembudidaya sampai ke 
konsumen akhir. Kedua, analisis marjin 
pemasaran dilakukan terhadap setiap 
lembaga pemasaran yang terlibat. Marjin 
pemasaran dihitung berdasarkan 
pengurangan harga penjualan dengan harga 
pembelian pada setiap lembaga pemasaran. 
Besarnya marjin pemasaran merupakan 
penjumlahan dari biaya-biaya pemasaran dan 
keuntungan yang diperoleh lembaga 


pemasaran. Secara matematis marjin 
pemasaran dirumuskan sebagai berikut: 

Mi = Psi- Pbi (1) 
Mi - Ci-ni (2) 
Dimana : 


Mi = marjin pemasaran pasar tingkat ke-i 

Psi - harga jual pasar tingkat ke-i 

Pbi- harga beli pasar tingkat ke-i 

Ci Biaya pemasaran pada tingkat ke-i 

Ti - keuntungan lembaga pemasaran 
pada pasar tingkat ke-i 
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Ketiga, analisis struktur pasar dilakukan 
secara deskriptif, mengacu kepada Kuncoro 
(2002) dengan memperhatikan beberapa hal 
diantaranya, (1) jumlah lembaga pemasaran 
yang ada, (2) hambatan bagi pesaing baru 
untuk memasuki pasar, (3) keadaan produk 
yang diperjualbelikan, (4) penentu harga, (5) 
sumber informasi. Kohl dan Uhi (1990) 


membedakan struktur pasar 4 (empat) tipe 
dengan masing-masing mempunyai ciri-ciri 
yangberbeda. Empat (4) tipe struktur pasar 
tersebut diantaranya struktur pasar, 1) 
bersaing sempurna, 2) kompetisi monopolistik, 
3) oligopoli dan 4) monopoli. Beberapa hal 
yang mencirikan masing-masing tipe struktur 
pasar dapat dilihat pada Tabel 1. 


Tabel1. Perbandingan Secara Umum Bentuk-Bentuk Struktur Pasar 


Sumber: Kohl dan UhI, (1990) 
Source: Kohl and Uhl, (1990) 


Table 1. General Comparation of Market Struktur Form 
Uraian / Bersaing Kompetisi Oligopoli / Monopoli / 
Description Sempurna / Monopolistik / Oligopoly Monopoly 
Perfect Monopolistic 
Competition Competition 
Jumlah Penjual/ Sangat banyak/ Banyak / Sedikit | Satu / 
Amount of Seller Plenty A lot of A little one 
Kesamaan Homogenus Berbeda, Sama atau berbeda / Unik, tidak 
Produk / identik / beberapa variasi/ Same or different memiliki produk 
Product equality  Homogenous Different, some substitusi / 
Identic variation Unigue, no 
substitution 
product 
Kemudahan Mudah tidak Relatif mudah/ Sulit, ada rintangan Dibatasi / 
Perusahaan Baru ada rintangan/ Relatively Easy significan / limited 
Masuk/ Easy no Difficult, there are 
Amenity of Barriers Significant Barriers 
entering new 
company 
Kemampuan Tidak dapat / Sedikit, tetapi Mampu, tapi tetap Mampu, kecuali 
Mempengaruhi cannot dibatasi oleh memperhitungkan ada regulasi / 
Harga / adanya barang prilaku pesaing / Able, except 
ability of substitusi / Able, but still reckoning there is 
influencing A little, but competitor behavior regulation 
market Limited by 
Substitution 
Contoh / Peran goods Jaringan toko, BUMN / 
example pembudidaya / Toko makanan Pengolahan makanan, Government 
Role of fish kecil, restoran, pedagang grosir / Owned 
farmer toko milik Shop network, food company 
pembudidaya / — processing, grocery 
Snack shop, merchant 
restaurant, shop 
owned by fish 
farmer 
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Keempat, analisis efisiensi pemasaran 
dilakukan secara deskriptif dengan mengacu 
pada Kohl dan Uhl (1990) yang membagi 
efisiensi pemasaran kedalam dua bagian 
yaitu: 1) efisiensi operasional adalah 
perubahan dalam biaya pemasaran sebagai 
akibat perubahan biaya penyelenggaraan 
fungsi-fungsi pemasaran (pembelian, 
penjualan, penyimpanan, pengangkutan, 
pengolahan, pembiayaan, standarisasi, 
tanggungan resiko, informasi pasar, dan 
harga) tanpa mempengaruhi sisi output. 
Efisiensi pemasaran diukur dari margin 
pemasaran dan biaya pemasaran. 2) efisiensi 
harga menekankan pada kemampuan pasar 
dalam melakukan efisiensi alokasi sumber 
daya dan memaksimumkan output. Efisiensi 
harga diukur melalui korelasi harga yang 
terjadi untuk komoditas yang sama pada 
berbagaitingkat pasar. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran umum lokasi penelitian 


Sulawesi Selatan 

Kabupaten Jeneponto merupakan 
lokasi yang merupakan pencerminan 
pengembangan budidaya rumput laut di 
Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten 
Jeneponto sekitar 749,79 km' dengan panjang 
garis pantai 114 km yang terdiri dari 10 
kecamatan dan 112 desa dan kelurahan 
(tambah satu desa persiapan). 


Pada tahun 2004, produksi perikanan 
sebesar 54.764 ton yang terdiri dari 
penangkapan ikan laut sebesar 13.318,8 ton 
(naik 1,5 %) dan budidaya rumput laut sebesar 
9.310,5 ton (naik 139,5 Yo) sedangkan 
perikanan darat yaitu budidaya tambak jumlah 
produksi pada tahun 2004 sebesar 1.897,3 ton 
(naik 6,4 %), budidaya air tawar sebesar 119, 2 
ton (naik 12,6) dan produksi garam rakyat 
tahun 2004 sebesar 30.118,2 ton (naik 9,4 Yo). 

Pada tahun 2004 terdapat 3 Kecamatan 
dengan produksi yang cukup tinggi (diatas 
3.500 ton) yaitu Kecamatan Tamalatea 
7.777,26 ton, Batang 3.7756,02 ton dan 
Kecamatan Bangkala 3.676,45 ton. Jumlah 
produksi 15 209,73 ton atau sekitar (67,21 %) 
dari total keseluruhan. Sedangkan Kecamatan 
lainnya mempunyai produksi dibawah 3.500 
ton dengan penyebaran yang tidak merata. 
Produksi perikanan darat pada tahun 2004 
yang terbanyak terdapat di Kecamatan 
Bangkala (623,9 ton), Tamalatea (459,4 ton) 
dan Arungkeke (368,2 ton): sedangkan 
prodyksi di Kecamatan lainnya produksi 
dibawah 300 ton. Produksi perikanan darat 
yang berasal dari budidaya ikan umumnya 
berasal dari tambak air payau yaitu 
Kecamatan Bangkala (780,5 ton), Tamalatea 
(456,2 ton) dan Arungkeke (313,4 ton), 
sedangkan produksi terendah terdapat di 
Kecamatan Binamu 135,2 ton. Penyebaran 
produksi perikanan di setiap kecamatan di 
Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada Tabel 
2. 


Tabel2. Perkembangan Jumlah Produksi Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto, Tahun 


2000 - 2004 (ton) 


Table2. Seaweed Production Growth in Jeneponto District, Year 2000-2004 (ton) 


Kecamatan Tahun 
2000 2001 2002 2003 2004 

Bangkala Barat - 630,5 631,1 485,5 432 
Bangkala 1.677,2 936,6 1.036,9 1.084 1.745,25 
Tamalatea 1.467,2 1.118 1.118,1 1.202 4.700,66 
Binamu 282,1 396,5 398,4 269,6 962,68 
Batang 161,5 357,5 367,8 339,9 1003,59 
Arungkeke - 240,5 246,9 504,3 466,32 


Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto, 2004 
Source : Marine and Fisheries Service in District of Jeneponto, 2004 
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Jawa Timur 

Kabupaten Sumenep merupakan lokasi 
yang dapat mewakili Propinsi Jawa Timur 
untuk budidaya rumput laut. Budidaya rumput 
laut di Kabupaten Sumenep telah dimulai 
sejak tahun 1987, namun tidak berkembang 
disebabkan kendala dalam pemasarannya. 
Usaha budidaya rumput laut baru dimulai lagi 
sejak tahun 1991 yang dipelopori oleh 
pengusaha yang memberikan modal ke petani 
serta bimbingan teknis dari BPPT. Sampai 
saat ini budidaya rumput laut sudah 
diusahakan di 7 kecamatan dari 27 kecamatan 
yang ada. Kegiatan budidaya rumput laut telah 
menjadi mata pencaharian sampingan 
disamping sebagi nelayan. Teknologi 
budidaya yang digunakan menggunakan rakit 
bambu dengan ukuran beragam dimulai dari 
ukuran 8 x 9 m? sampai 10 x 12 m’. Produksi 
per petak rata-rata mencapai 400 kg basah 
atau setara 200 kg kering. Disamping 
teknologi rakit, budidaya dilakukan dengan 
sistem longline. Jumlah petani pada tahun 
2004 tercatat sebanyak 4722 orang dengan 
luas areal 144,97 Ha. Dari luas areal yang 
diuasahakan produksi rumput laut kering yang 
dihasilkan sebanyak 38.847.117 ton dengan 
nilai jual sebesar Rp. 135.964.909.500. Kadar 
air rumput laut dari petani berkisar 38 - 40%, 
sedangkan dari pedagang besar sekitar 34 -36 
persen. 


Bali 

Kabupaten Badung dapat 
mencerminkan keterwakilan pengembangan 
rumput laut di Propinsi Bali. Pemanfaatan 
potensi laut sebagai lahan budidaya di 
Kabupaten Badung baru terbatas pada usaha 
pengembangan budidaya rumput laut. 
Pengembangan budidaya rumput laut 
terdapat di Pantai Nusa Dua, Sawangan, 
Petangan, Geger, Kutuh, Padang-padang, 
Labuan Sait, dan Ungasan. Jenis rumput laut 
yang dibudidayakan meliputi jenis Eucheuma 
cotonii dan Eucheuma spinosum. Sistem 
budidaya rumput laut yang digunakan adalah 


sistem budidaya apung (sistem rakit) dan 
sistem lepas dasar. 

Luas areal yang berpotensi untuk 
pengembangan rumput laut (sekitar 125 ha), 
yang dimanfaatkan hanya sekitar 98 ha, atau 
hanya 78 persen yang baru dimanfaatkan 
untuk pengembangan budidaya rumput laut. 
Pada tahun 2004 luas areal pengembangan 
rumput laut yang sudah diusahakan mencapai 
98 ha dengan jumlah petani rumput laut 
sebanyak 674 orang. Produksi rumput laut 
yang dicapai tahun 2004 sebanyak 4.585,6 
ton. Jika dibandingkan dengan produksi 
rumput laut tahun 2003 yang mencapai 
4.414,8 ton maka terjadi kenaikan sebesar 3,8 
persen. Masyarakat mulai tertarik untuk 
berinvestasi di usaha budidaya rumput laut. 
Investasi swasta atau masyarakat pada tahun 
2003 hanya mencapai Rp 28.142.670.125 dan 
tahun 2004 naik menjadi Rp 415.901.555 atau 
mengalami peningkatan 1,5 persen dari tahun 
sebelumnya. Peningkatan investasi ini 
terutama terjadi di bidang perikanan pada 
usaha pengolahan dan budidaya rumput laut. 
Pada tahun 2004 jumlah komoditas perikanan 
yang diperdagangkan antar pulau terdiri dari 
komoditas rumput laut sebesar 4.586,6 ton 
dengan nilai Rp 22.010.400.000. Budidaya 
rumput laut merupakan penghasilan utama 
masyarakat pesisir, setelah penangkapan 
ikan. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi rumput 
laut ke pendapatan masyarakat per tahun, 
yaitu sebesar Rp 28.821.334, sedangkan 
kontribusi penangkapan ikan tradisional 
terhadap pendapatan masyarakat per tahun 
sebesar Rp 38.401.354. 


Jawa Tengah 

Kecamatan Karimunjawa merupakan 
lokasi yang mencerminkan keterwakilan 
pengembangan budidaya rumput laut di Jawa 
Tengah. Kecamatan Karimunjawa merupakan 
salah satu daerah di Kabupaten Jepara yang 
terletak 45 mil laut di sebelah utara Kabupaten 
Jepara yang secara geografi terletak pada 
5”40'39” - 5”55'00” LS, 10”05'57”-11”31'15” BT. 
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Luas perairan 1.626,8 Km? (162.680 Ha) dan 
luas daratan 7.120 Ha yang mempunyai gugus 
kepulauan sebanyak 27 (dua puluh tujuh). 

Pengembangan rumput laut di 
Karimunjawa berada di Pulau Menjangan 
Besar dengan luas areal 5 Ha dan jumlah 
rakit sebanyak 30 rakit yang berukuran 3 x 4 
meter. Jumlah simpul tanaman rumput laut 
setiap rakitnya sebanyak 250 simpul. Luas 
lahan rumput laut di Batu Sawang 1 Ha dan di 
Kemloko sebanyak 100 rakit. Lokasi 
pengembangan berikutnya adalah Pulau 
Menjangan Kecil, Karimunjawa (legon Boyo), 
Nyamplungan, Parang, Nyamuk dan Genting. 

Pemanfaatan rumput laut saat ini oleh 
masyarakat karimunjawa masih skala 
tradisional terutama untuk aspek 
pengolahannya, diantaranya digunakan untuk 
manisan, rumput laut kering tawar dan peyek 
rumput laut yang dipasarkan untuk oleh-oleh 
atau cinderamata bagi para wisatawan yang 
berkunjung di Kepulauan Karimunjawa. 
Kebutuhan untuk pengolahan tersebut 
membutuhkan rumput laut basah mencapai 10 
ton/bulan. Sedangkan untuk industri 
pengeringan selama ini masih kekurangan 
bahan baku berupa rumput laut basah. 
Rumput laut di Karimunjawa dipasarkan dalam 
bentuk basah dan dalam bentuk kering. 
Penjualan rumput laut basah dilakukan 
kepada pengepul -pengepul yang ada di sana, 
sedangkan rumput laut kering biasanya dijual 
oleh pengepul-pengepul tersebut ke industri. 
Industri-industri tersebut bentuk kering, 
maupun tepung karagenan. Pengembangan 
rumput laut di Karimunjawa mengalami 
beberapa kendala diantaranya kepastian 
bahan baku, budaya masyarakat, kepentingan 
dari berbagai pihak yang terlibat dalam 
pengembangan rumput laut, hama ikan 
smadar, penyakit, lumut, harga dasar rumput 
laut basah yang dirasakan petani masih 
rendah yaitu berkisar antara Rp. 300 - 350,- 
serta letaknya di wilayah konservasi. 


Nusa Tenggara Barat 

Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 
mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan 
laut yang cukup tinggi, yaitu luas perairan 
lautnya sekitar 29.159,04 km', panjang pantai 
2.333 km dan perairan karang sekitar 8.601 
km”. Ekosistem penting lainnya adalah padang 
lamun (seagrass beds), rumput laut (sea 
weeds), pantai berpasir dan ekosistem 
mangrove. Luas total wilayah Propinsi NTB 
mencapai 49.312,19 km? meliputi luas 
daratan 20. 153,15 km? dan perairan laut 
16.306,90 km’. Potensi areal budidaya laut 
untuk komoditas rumput laut seluas 22.270 ha. 
Dari 8 kabupaten yang ada di Nusa Tenggara 
Barat, enam diantaranya memiliki potensi 
rumput laut. Pulau Sumbawa merupakan 
kabupaten yang memiliki potensi rumput laut 
terbesar di Nusa Tenggara Barat, yaitu sekitar 
15.500 ha, lalu diikuti Kabupaten Bima seluas 
2.317 ha, disusul Kabupaten Lombok Timur 
seluas 2.000 ha, sedangkan tiga kabupaten 
lainnya adalah Dompu seluas 1.298 ha, 
Lombok Barat seluas 800 ha, dan Lombok 
Tengah seluas 355 ha. Dua kabupaten lainnya 
tidak memiliki potensi rumput laut, yaitu Kota 
Mataram dan Kota Bima. 

Rincian potensi areal budidaya laut 

untuk komoditas rumput laut per kabupaten di 
Propinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 3. 


Analisis Saluran Pemasaran 


Hasil analisis menunjukkan bahwa 
pemasaran rumput laut melibatkan beberapa 
lembaga pemasaran baik yang ada dilokasi 
maupun yang ada di luar lokasi budidaya baik 
di kabupaten maupun propinsi. Lembaga 
pemasaran yang terlibat secara umum di 
setiap lokasi hampir sama yaitu terdiri dari: 


a. Pedagang Pengumpul Lokal 

Pedagang pungumpul membeli rumput 
laut dari pembudidaya baik dengan kondisi 
basah (panen) maupun kering panen (kadar 
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Tabel 3. Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota se-NTB tahun 1999-2003 
Table 3. Seaweed Production Based on Sub Province/City in West Nusa Tenggara, Year 1999- 


2003 
Kabupaten/kota/ Jumlah Produksi (ton) / Total Production 
Regency 1999 2000 2001 2002 2003 
Lombok Barat / - - 358,2 500,0 2.599,4 
West Lombok 
Lombok Tengah / 7.890,0 8.955,0 8.963,9 13.259,0 14.416,0 
Central Lombok 
Lombok Timur / 780,0 793,7 2.160,0 2.140,0 2.151,0 
East Lombok 
Sumbawa 11.282,4 11.480,9 11.350,5 11.496,0 10.560,0 
Dompu 1.100,0 1.119,3 1.120,4 1.267,2 1.140,4 
Bima - - - 250,0 186,0 
Kota Mataram / - - - - - 
Mataram Regency 
Kota Bima / - - - - 110,0 
Bima Regency 
Total 21.052,4 22.348,9 23.953,0 28.912,2 31.162,8 
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2004. 
Source : Marine and Fisheries Services of Nusa Tenggara Barat Province, 2004 
air 60%). Harga beli untuk rumput laut basah di daerah Denpasar. Disamping itu 


dibeli dengan harga Rp 1000/kg dan kering Rp. 
3000 - 4000/kg. Apabila pedagang pengumpul 
membeli rumput laut dari pembudidaya dalam 
kondisi basah, maka rumput laut tersebut akan 
dikeringkan selama 3-4 hari sehingga kadar air 
mencapai 40%. Pedagang pengumpul 
bertempat di lokasi budidaya dan dibeberapa 
wilayah pedagang pengumpul merupakan 
anggota kelompok atau bahkan ketua 
kelompok tani. Jumlah pedagang pengumpul 
yang ada dilokasi budidaya sekitar 3 - 6 orang. 
Setelah rumput laut terkumpul cukup banyak 
maka rumput laut kemudian dijual ke 
pedagang pengumpul yang ada di kota 
kecamatan. Untuk daerah yang lokasinya di 
kota kecamatan, maka rumput laut dari 
pedagang pengumpul langsung dijual ke 
pedagang besar yang berlokasi di kota 
Kabupaten. Khusus untuk pembudidaya yang 
berada di Kabupaten Badung, pembudidaya 
rumput laut tergabung dalam kelompok- 
kelompok dan mereka mendirikan koperasi 
yang fungsinya sebagai pengumpul untuk 
kemudian dijual ke agen perusahaan yang ada 


penyediaan gudang oleh agen yang cukup 
memadai dilokasi mengurangi beban biaya- 
biaya tambahan. Koperasi mendapatkan 
keuntungan Rp. 100/kg rumput laut yang 
terjual, dan uang tersebut akan digunakan oleh 
anggotanya sebagai pinjaman modal yang 
dapat digulirkan terus diantara sesama 
anggotanya. 


b. Pedagang Besar 

Pedagang besar menerima kiriman 
rumput laut dari pedagang pengumpul yang 
sudah menjadi langganannya. Jumlah 
pedagang besar sangat terbatas paling 
banyak 3 orang, dan mereka mempunyai 
pedagang pengumpul yang mensuplai rumput 
laut kering. Sebagai contoh seorang pedagang 
besar yang ada di kabupaten Sumenep 
mempunyai pedagang pengumpul sebanyak 
20 orang, sehingga dalam satu bulan saja 
dapat mengumpulkan rumput laut kering 
sebanyak ratusan ton. Namun demikian 
rumput laut kiriman dari pedagang pengumpul 
tersebut masih dikeringkan selama satu hari 
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sampai kadar air mencapai 34 persen. Rumput 
laut yang mutunya tidak sesuai (kadar air? 40 
persen dan kotoran lebih dari 5%) akan ditolak 
atau diturunkan harganya oleh pedagang 
besar. Antara pedagang pengumpul dengn 
pedagang besar terjadi ikatan bisnis yang kuat 
sehingga faktor kepercayaan sangat 
diperhatikan. 


c. Pabrik Pengolahan atau Eksportir 

Pusat pabrik pengolahan dan eksportir 
rumput laut di Indonesia sebagian besar 
terpusat di Surabaya. Data yang diperoleh 
sebanyak 19 buah perusahaan rumput laut 
berada di Surabaya. Pengiriman rumput laut 
oleh pedagang besar atau agen yang terdapat 
di daerah tergantung kedekatan lokasinya. 
Daerah seperti NTB dan Sulawesi Selatan 
pengiriman dilakukan sekali dalam sebulan 
atau apabila rumput laut sudah mencapai 15 
sampai 20 ton untuk menghemat biaya 
transportasi. 

Saluran pemasaran rumput laut secara 
umum di setiap lokasi hampir sama, yaitu 
seperti tertera pada gambar 1. 


Analisis Marjin Pemasaran 


Analisis marjin pemasaran dimulai dari 
pedagang pengumpul yang berada di sentra 
produksi rumput laut sampai kepada eksportir 
atau pabrik pengolahan rumput laut. 
Komponen biaya pemasaran rumput laut 
terdiri dari biaya penyusutan ,transportasi, 
pengemasan, bongkar muat, sewa tempat dan 
retribusi. Komparasi biaya pemasaran di 
setiap lokasi dan setiap lembaga pemasaran 
dapat dilihat padatabel 4. 


a. Marjin Pemasaran Di Tingkat Pedagang 
Pengumpul 
Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa biaya 
pemasaran terbesar di tingkat pedagang 
pengumpul terbesar yaitu di Kabupaten 


Sumenep yaitu mencapai Rp. 880/kg, 
kemudian diikuti oleh Kabupaten Sumbawa, 
Jeneponto. Biaya pemasaran tertinggi yang 
ditanggung oleh pedagang pengumpul di 
Sumenep disebabkan tingginya biaya 
penyusutan. Biaya penyusutan mencapai Rp. 
600/kg, karena sebagian besar pedagang 
pengumpul di Sumenep membeli rumput laut 
basah dari pembudidaya. Biaya pemasaran 
paling kecil yaitu di Kabupaten Badung hanya 
Rp. 100/kg. Hal ini disebabkan adanya 
koperasi pembudidaya rumput laut yang 
mengambil alih fungsi pedagang pengumpul 
dengan menjalin hubungan baik dengan 
pedagang besar sehingga harga yang 
dibayarkan lebih mahal di banding wilayah 
lain, sedangkan biaya lebih murah dibanding 
wilayah lain. Sedangkan di Karimun Jawa 
rumput laut dijual langsung ke pihak 
pengolah/industri rumahtangga karena 
volume produksinya juga masih kecil. 

Marjin pemasaran terbesar diperoleh 
pedagang pengumpul yang ada di Jakarta 
yaitu Rp. 2.000/kg. Hal ini disebabkan karena 
rumput laut dijual langsung ke pedagang 
pengecer yang tersebar di pasar sekitar 
Jakarta sehingga harganya mencapai Rp 
11.500. Selain itu marjin pemasaran terbesar 
kedua diterima oleh pedagang pengumpul 
yang berada di Sumenep yaitu Rp. 1900/kg. 
Hal ini disebabkan pembelian rumput laut 
kering dari pembudidaya lebih murah 
dibanding dengan didaerah lain yaitu hanya 
Rp. 2700/kg dan dijual dengan harga yang 
tinggi yaitu Rp. 6.000/kg. 


b. Marjin Pemasaran di Tingkat Pedagang 
Besar 

Biaya pemasaran ditingkat pedagang 
besar tidak jauh dari pedagang pengumpul 
terdiri dari biaya untuk pembersihan rumput 
laut, Grading yaitu memisahkan rumput laut 
yang mutunya baik dan buruk, biaya 
transportasi ke lokasi pabrik 
pengolah/eksportir, biaya penyusutan karena 
seringkali rumput laut ada yang masih harus 
dikeringkan karena kadar airnya belum 
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PEMBUDIDAYA / SEAWEED FARMER 
Jenis/ Type : E. Cotonii & Gracillaria 
Lokasi Budidaya/ Location Culture : SulSel, Bali, NTB, 
NTT, Jabar, Jateng 
Harga di Petani/Price at Fish Farmer Level : Rp. 2500- 
3000/kg 


Kadar Air/Water Content : 50 — 40% 


PEDAGANG PENGUMPUL I/ RETAILER I 
Lokasi/Location : Lokasi Pembudidaya/Seaweed 
farmer location 
Harga Beli/Purchasing Price : Rp. 2500-3000/kg 


Harga Jual/Selling Price : Rp. 4000-4500/kg 
Marjin Pemasaran/ Marketing Margin : 250 — 2000 
Kadar Air/Water Rate : 40% 


Lokasi/Location 


District 
Harga Beli/ 
Purchasing Price 


PEDAGANG PENGUMPUL II/ 
RETAILER Il 

: Di Kota / In Regency 

Kecamatan/Kabupater In District or Sub 


: Rp. 4000 - 4500/kg 


Lokasi/Location : Di Lokasi 
Pembudidaya/Kota Kecamatan/ 


Farmer/District/Sub Province 


5500/kg 


AGEN PERUSAHAAN COMPANY AGENT 


Kabupaten/Location at the Seaweed 


Harga Beli/Purchasing Price : Rp. 4800- 


Harga Jual/Selling Price : Rp. 4800-500/kg 
Marjin Pemasaran/ : 150 — 2750 
Marketing Margin 

Kadar Air/Water Content : 36 - 34% 


PEDAGANG BESARIWHOLESALER 


Lokasi/Location : Di Ibukota Propinsi / 
County Town 
Harga Beli/ : Rp. 4800 - 5500/kg 


Purchasing Price 

Marjin Pemasaran/ : 150 — 2750 
Marketing Margin 

Kadar Air/Water Content : 36 - 34% 


Marjin Pemasaran/ Marketing Margin : 100 
Kadar Air/Water Content : 36 - 34% 


Lokasi/Location 
Tangerang, Jakarta, Mataram 

Harga Beli/Purchasing Price : Rp. 6000- 
6500/kg 

Kadar Air/Water Content : 36 - 34% 


INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT 
LAUT/SEAWEED PROCESSING 
INDUSTRY 
: Surabaya, Semarang, 


EKSPORTIR (Rumput Laut 
Kering) EXPORTER (Dried Seaweed) 
Lokasi/Location : Surabaya, 
Semarang, Jakarta 
Harga Beli/Purchasing Price : Rp. 6000- 
6500/kg 
Kadar Air/Water Content : 32 - 30% 


Gambar 1. Saluran Pemasaran Rumput Laut 
Figure 1. Seaweed Marketing Chain 


Lokasi/Location 
smearing, Bali, NTT, NTB 

Harga Beli/Purchasing Price : Rp. 11500/kg 
Marjin Pemasaran/ Marketing Margin : 2000- 
2750 


INDUSTRI RUMAH TANGGA/PASAR 
LOKAL/HOME INDUSTRY/LOCAL 

MARKET 

: Jakarta, Jepara, 
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Tabel 4. Komparasi Biaya Pemasaran Rumput Laut di beberapa Lokasi Penelitian, Tahun 
2005 
Table 4. Marketing Costof Seaweed on each Study Site in 2005 


Kabupaten/ Karimunjawa Sumenep Badung Bima Sumbawa Jeneponto 
District 

Pedagang 0 880 100 140 500 450 

pengumpul 

Iretailer (Rp/kg) 

- Pembersihan / - 40 - 70 100 100 
sweeping 

- Sortasi / - - - - - - 
sortation 

- Pengepakan / - 10 - 30 50 50 
packing 

- Bongkar muat / - 10 - - - - 
load/unload 

- Penyusutan / - 600 - - - - 
decrease 

- Retribusi / - 100 40 50 50 
Retribution 

- Transportasi / - 220 - - 300 50 
Transportation 

- Sewa tempat / - - - - 200 
rent a place 

Pedagang Besar 450 750 440 800 640 500 

/Grosir (Rp/kg) 

Wholesaler 

- Pembersihan / 100 10 - 150 60 100 
sweeping 

- Sortasi / - - - - 70 100 
sortation 

- Pengepakan / 50 10 20 50 40 50 
Packing 

- Bongkar muat / - 10 70 - 300 - 
load/unload 

- Penyusutan / - 500 30 400 50 - 
decrease 

- Retribusi / 50 - 20 100 120 50 
Retribution 

- Transportasi / 250 220 200 100 - - 
Transportation 

- Sewa tempat / 100 200 
Rent a place 


Sumber: Data Primer diolah, 2005 
Source : Primary Data (Proccesed), 2005 
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Tabel5. Analisis Marjin Pemasaran Rumput Laut di Tingkat Pedagang Pengumpul, 


Pedagang Besar/Agen Tahun 2005 


Table 5. Marketing Margin of Seaweed at Retailer, Wholesaler/Agent Level in 2005 


Karimun 
Jawa 


Uraian/ 
Description 


Sumenep 


Badung Sumbawa Jeneponto 


- Harga Beli/ Price : 
e Industri/Industry 
e Eksportir/ Eksporter 
e Pengecer/Retailer 

- Biaya Pemasaran / 
Marketing Cost : 

- Keuntungan/Profit 

- Margin Pemasaran/ 
Marketing Margin 

- Harga Jual/Selling Price 

- B/C Ratio 

- Harga Beli Pedagang 
Besar/Agen/Wholeseller 
Price/Agent 

- Biaya Pemasaran / 
Marketing Cost 

- Keuntungan/Profit 

- Margin Pemasaran / 
Marketing Margin 

- Harga Jual/Selling Price 

- B/C Ratio 

- Harga Beli Pedagang 
Pengumpul / 
Middleman Price 

- Biaya Pemasaran / - 
Marketing Cost 

- Keuntungan/Profit - 

- Margin Pemasaran / - 
Marketing Margin 

- Harga Jual/Selling Price - 

- B/C Ratio 


4.000 


6.000 7.000 6.000 6.000 


4.600 5.200 5.000 4.500 


750 440 640 500 


650 
1.400 


1.360 
1.800 


360 
1.000 


1.000 
1.500 


6.000 
0,86 
2.700 


7.000 
3,09 
5.100 


6.000 
0,56 
4.200 


6.000 
2,00 
4.000 


880 100 500 450 


3.020 
1.900 


100 
100 


300 50 
800 500 


4.600 
3,43 


5.200 
1,00 


5.000 
0,60 


4.500 
0,11 


Sumber: Data Primer Diolah, 2005 
Source : Primary Data Proccesed, 2005 


mencapai yang diinginkan pembeli. Dari Tabel 
5 dapat diketahui bahwa biaya pemasaran 
terbesar yang ditanggung pedagang besar 
yang berada di Bima, Sumenep dan Palopo. 
Biaya terbesar yang ditanggung terbesar 
untuk pengeluaran penyusutan, transportasi 
dan bongkar muat. 

Hasil perhitungan marjin pemasaran 
maka marjin pemasaran terbesar diperoleh 


pedagang besar yang berada di Badung. Hal 
ini disebabkan karena untuk wilayah Jakarta, 
rumput laut dijual langsung dari pedagang 
besar ke pasar eceran, sedangkan untuk dua 
wilayah lainnya pedagang besar merupakan 
agen perusahaan atau orang kepercayaan 
dari perusahaan sehingga rumput laut yang 
dijual mempunyai harga yang lebih tinggi 
dibanding di daerah lainnya. 
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Analisis Struktur Pasar 


a. Struktur pasar di tingkat pedagang 
pengumpul 

Hasil pengamatan di lapangan dan 
wawancara dengan responden yang 
dilakukan diketahui bahwa jumlah pedagang 
pengumpul dilokasi sentra produksi jumlahnya 
terbatas paling banyak 10 orang, bahkan 
seperti di Badung pedagang pengumpul 
merupakan lembaga koperasi, sehingga 
pembudidaya tidak punya banyak pilihan 
untuk menjual rumput laut. Hambatan yang 
cukup besar banyak dialami oleh pedagang 
pengumpul yang baru untuk membeli rumput 
laut dari pembudidaya. Hal ini disebabkan 
sudah terjalinnya ikatan yang kuat antara 
pedagang pengumpul dengan pembudidaya 
karena banyak diantara pedagang pengumpul 
tersebut adalah anggota keluarga 
pembudidaya atau ketua kelompok tani. 
Selain ikatan kekeluargaan atau kedekatan 
lain, pedagang pengumpul sering memberikan 
pinjaman modal kepada pembudidaya 
sehingga hasil panennya terpaksa harus dijual 
ke pedagang pengumpul untuk membayar 
hutang. 

Pedagang pengumpul 
sebagai penentu harga rumput laut 
pembudidaya, informasi harga rumput laut 
ditentukan berdasarkan kualitas rumput laut 
yang dijual dan ditentukan sepenuhnya oleh 
pedagang. Kondisi demikian memperlihatkan 
bahwa harga rumput laut sangat dipengaruhi 
oleh mutunya, sehingga struktur pasar rumput 
laut mengarah pada pasar oligopoli. Menurut 
Douglas (2001), produk yang dipasarkan 
dalam pasar oligopoli ini berupa produk yang 
atributnya distandarisasikan. Uraian di atas 
dapat disimpulkan bahwa struktur pasar 
rumput laut di tingkat pedagang pengumpul 
adalah bersifat oligopoli. 


berfungsi 


b. Strukturpasar ditingkat pedagang besar 
Hasil pengamatan dan wawancara 


diketahui bahwa jumlah pedagang besar di 
setiap lokasi jumlahnya sangat terbatas, 
paling banyak 3 orang, bahkan di Kabupaten 
Badung pedagang besar hanya satu. 
Pedagang besar tersebut biasanya berlokasi 
di kabupaten. Pedagang besar mempunyai 
cukup banyak pedagang pengumpul yang ada 
di lokasi produksi dan mengirim rumput laut 
kering secara kontinyu. Keterbatasan jumlah 
pedagang besar menyebabkan tidak banyak 
pilihan untuk penjualan rumput laut oleh 
pedagang pengumpul. Ikatan yang kuat juga 
terjadi antara pedagang pengumpul dengan 
pedagang besar. Ikatan ini terjadi akibat 
pemberian pinjaman modal yang cukup besar 
oleh pedagang besar untuk pembelian rumput 
laut dari pembudidaya. Harga rumput laut 
ditentukan sepenuhnya oleh pedagang besar 
berdasarkan mutu rumput laut yang diterima. 
Mutu tersebut yaitu meliputi kadar air 
maksimal 35%, kadar garam maksimal 1% 
serta kotoran maksimal 5%. Apabila rumput 
laut yang dikirim tidak sesuai, maka rumput 
laut tersebut jarang dikembalikan, namun 
demikian harganya akan disesuaikan. 

Hambatan bagi pedagang besar yang 
masuk pasar sangat sulit, karena sudah ada 
ikatan yang kuat antara pedagang besar 
dengan pedagang pengumpul sehingga sulit 
bagi pedagang besar yang baru untuk 
mengajak pedagang pengumpul beralih 
menjual rumput lautnya. Selain itu bagi 
pedagang besar yang baru harus memiliki 
modal yang cukup besar untuk memberikan 
pinjaman kepada pedagang pengumpul yang 
digunakan untuk pembelian rumput laut ke 
pembudidaya. 


c. Struktur pasar di tingkat Industrifeksportir 
Jumlah industri pengolahan maupun 
eksportir rumput laut di Indonesia masih 
terbatas. Dari hasil penelitian, jumlah pabrik 
pengolahan rumput laut masih sangat 
terbatas. Hasil wawancara dengan manajer 
produksi PT. Amarta Sari Lestari yang 
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berlokasi di Surabaya, pabrik pengolahan 
akan mengolah rumput laut menjadi 
karagenan apabila ada pesanan dan harga 
rumput laut dunia turun, namun apabila tidak 
ada, maka pihak pabrik akan 
menjualnya/ekspor rumput laut kering. Setiap 
eksportir atau pabrik pengolah mempunyai 
pedagang besar yang berlokasi di sentra 
produksi rumput laut, sedangkan lokasi 
eksportir ataupun pabrik pengolahan terdapat 
di Ibukota Propinsi, seperti Surabaya, 
Semarang, Makasar, Denpasar, Jakarta. 
Rumput laut yang sudah terkumpul banyak 


tukar mata uang secara tidak terduga. 
Penentuan harga pembelian rumput 
laut oleh eksportir ke pedagang pengumpul 
ditentukan sepenuhnya oleh pedagang 
pengumpul. Seperti halnya mutu yang 
ditentukan pedagang pengumpul, maka syarat 
mutu yang ditentukan pihak pabrik adalah 
kadar air minimal 34%, kadar garam minimal 
1% dan kotoran minimal 5%. Untuk rumput 
laut yang tidak memenuhi persyaratan akan 
ditolak atau harganya disesuaikan selama 
rumput laut tidak terlalu parah. Harga rumput 
laut yang diterima eksportir tergantung dari 


Tabel6. Struktur Pasar Berbagai Tingkat Pemasaran Rumput Laut Kering di Lokasi 


Penelitian Tahun 2005 


Table 6. Market Structure of Seaweed Marketing Level on Area Research in 2005 


Tingkat Pemasar / Level of Seller 


Struktur Pasar / Market Structure 


Pedagang Pengumpul /Retailer 
Pedagang Besar/WholeSaler 
Industri Pengolahan atau Eksportir/ 
Industry or Exporter 


Oligopoli / Oligopoly 
Oligopoli / Oligopoly 
Oligopoli / Oligopoly 


Sumber: Data Primer Diolah, 2005 
Source : Primary Data Processed, 2005 


akan di ambil oleh pihak perusahaan bagi yang 
di wilayah yang jauh seperti NTB, Sulawesi 
Selatan, namun bagi yang lokasinya cukup 
dekat rumput laut dikirim oleh pedagang besar 
ke lokasi pabrik. 

Hambatan untuk memasuki pasar di 
tingkat industri pengolahan/eksportir sangat 
tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya modal 
yang harus di miliki, resiko yang relatif tinggi, 
akses ke pasar luar negeri yang cukup sulit, 
serta persaingan harga diantara eksportir 
sendiri. Resiko yang sering dihadapi industri 
pengolahan/eksportir yaitu mutu rumput laut 
yang mereka beli tidak sesuai dengan yang 
diinginkan. Selain itu fluktuasi nilai tukar rupiah 
yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang 
kerugian diakibatkan oleh perubahan nilai 


harga rumput laut dunia, dan harga ditentukan 
dengan dolar. Selain pembelian rumput laut 
dari dalam negeri, namun banyak diantara 
pabrik pengolahan tersebut membeli rumput 
laut dari laur negeri dengan alasan tingginya 
harga di dalam negeri dan mutu yang lebih 
baik dari luar negeri. 


Analisis Efisiensi Pemasaran 


Secara umum efisiensi merupakan 
rasio antara output dan input. Efisiensi 
pemasaran berarti maksimisasi rasio input 


dan output dari kegiatan pemasaran. Input 
pemasaran meliputi sumber daya (tenaga 
kerja, mesin, energi dan lain-lain) yang 
digunakan dalam fungsi pemasaran. Output 
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Nilai (Rp.)/ Value (Rp.) 
8 
8 


Karimunjawa Sumenep Badung Bima Sumbawa Jeneponto 


Lokasi Penelitan/ Research Location 


m Total Biaya Pemasaran/Total Marketing Cost E Total Keuntungan/Total Benefit 
o Total marjin Pemasaran/Total Marketing Margin 


Gambar 2. Total Biaya Pemasaran, Total Keuntungan dan Total Marjin Pemasaran Rumput 
Laut Di Lokasi Penelitian Tahun 2005 

Figure 2. Total Marketing Cost, Total Benefit and Total Marketing Margin of Seaweed at Study 
Site in 2005 


B/C Ratio 


Karimunjawa Sumenep Badung Bima Sumbawa Jeneponto 


Lokasi/Location 


Gambar 3. Total B/C Pemasaran Rumput Laut di Lokasi Potensial Tahun 2005 
Figure 3. Total B/C of Seaweed Marketing in Potential Locations of Year 2005 
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pemasaran meliputi waktu, bentuk, tempat 
dan kegunaan lain yang mengarah pada 
keputusan konsumen. Artinya sumber daya 
sebagai biaya dan kegunaan sebagai 
keuntungan dari pemasaran yang akan 
diperhitungkan dalam efisiensi rasio (Kohl dan 
Uhl, 1990). 

Analisis efisiensi pemasaran dilakukan 
dengan melihat bagaimana tingkat efisiensi 
operasional yang diukur dari biaya pemasaran 
dan marjin pemasaran dimana biaya dan 
marjin pemasaran yang lebih rendah adalah 
lebih efisien. Biaya pemasaran rumput laut 
tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep yaitu 
mencapai Rp. 1630/kg. Hal ini disebabkan 
besarnya biaya pemasaran yang dilakukan 
oleh pedagang pengumpul karena mereka 
membeli rumput laut dari pembudidaya dalam 
keadaan basah sehingga biaya susut sangat 
tinggi., sedangkan biaya pemasaran terendah 
terjadi di kabupaten Probolinggo. Hal ini 
disebabkan penjualan rumput laut dari lokasi 
tersebut tidak melalui banyak pedagang 
perantara. Rumput laut dibeli dari 
pembudidaya ke agen yang merupakan 
kepanjangan tangan dari pihak industri 
pengolahan. 

Total keuntungan pemasaran rumput 
laut terbesar diterima oleh pedagang di 
Kabupaten Sumenep yaitu Rp. 3.670/kg. Hal 
ini disebabkan pembelian rumput laut yang 
jauh harganya antara pedagang pengumpul 
dengan pedagang besar. Pedagang 
pengumpul dengan membeli rumput laut 
pembudidaya dalam keadaan basah lebih 
menguntungkan, sedangkan pembelian 
rumput laut kering oleh pedagang besar juga 
lebih rendah dibanding daerah lain. Apabila 
membandingkan marjin pemasaran, maka 
pemasaran rumput laut yang memiliki margin 
tertinggi yaitu pedagang di Kabupaten 
Sumenep Rp. 5.300/kg, sedangkan marjin 
terendah diperoleh pedagang di Kabupaten 
Karimunjawa. 


Apabila dilihat dari rasio keuntungan 
dan biaya pemasaran, maka hampir di 
seluruh lokasi, pemasaran rumput laut 
mempunyai nilai B/C lebih besar dari satu 
kecuali untuk lokasi Sumbawa. Hal ini 
disebabkan harga rumput laut yang diterima 
pembudidaya dengan yang dibeli pedagang 
besar sangat jauh perbedaannya. Pedagang 
pengumpul rumput laut yang berada di 
beberapa lokasi mengambil lebih banyak 
keuntungan dibanding lokasi yang mempunyai 
B/C rasio lebih besar. Namun selain wilayah 
tersebut nilainya lebih dari satu yang artinya 
setiap biaya yang dikeluarkan sebesar satu 
unit akan menghasilkan keuntungan lebih dari 
satu unit. Rasio B/C terbesar di peroleh 
pedagang berturut-turut di Badung dan 
Sumenep. 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa 
pemasaran rumput laut yang paling efisien 
adalah di lokasi Badung dan Sumenep. Hal ini 
disebabkan di Badung efisien karena biaya 
pemasaran yang dikeluarkan paling rendah di 
tingkat pedagang pengumpul dan jalur 
pemasaran yang pendek. Di Sumenep, B/C 
ratio di tingkat pedagang pengumpul lebih 
besar dibanding wilayah lain, karena selisih 
harga jual dan harga beli terlalu jauh. 


KESIMPULAN 


Dari hasil analisis pemasaran yang 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Lembaga pemasaran yang terlibat dalam 
pemasaran rumput laut terdiri dari 
pedagang pengumpul yang ada di lokasi 
produksi, pedagang besar yang berlokasi 
di ibukota kecamatan atau kabupaten 
serta industri ataupun eksportir yang ada 
di ibukota propinsi 

2. Struktur pasar rumput laut di seluruh 
tingkat pedagang pengumpul, pedagang 
besar dan industri serta eksportir bersifat 
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oligopoli artinya dengan jumlah pedagang 
yang sedikit maka akan muncul pedagang 
yang paling dominan dalam struktur pasar 
ini dan pedagang tersebut dapat menjadi 
pedagang yang memiliki pangsa pasar 
terbesar sehingga pedagang ini dapat 
bertindak sebagai penentu harga (price- 
leader) dan memiliki jalur distribusi yang 
kuat. 

3. Pemasaran rumput laut yang paling efisien 
yaitu di lokasi Karimun Jawa, kemudian 
diikuti oleh wilayah lain seperti Sumbawa, 
Badung, Jeneponto, Bima dan Sumenep. 
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ASSESSMENT KLASTER PERIKANAN 
(STUDI PENGEMBANGAN KLASTER RUMPUT LAUT KABUPATEN SUMENEP) 


Oleh 
Armen Zulham, Agus Heri Purnomo, Tenny Apriliani 
dan Yayan Hikmayani" 


ABSTRAK 


Klaster adalah strategi pengembangan wilayah untuk memanfaatkan potensi ekonomi. Wacana 
klaster perikanan tidak lepas dari strategi tersebut, tujuannya untuk mendorong pengembangan sentra 
industri perikanan. Penelitian dilakukan bulan Mei 2007 pada lokasi pengembangan rumput laut di 
Kabupaten Sumenep yang merupakan contoh daerah sasaran pengembangan klaster rumput laut. Tujuan 
dari kajian ini adalah: i) mengidentifikasi dan mempelajari berbagai karakteristik konsep klaster dalam 
hubungannya dengan pengembangan industri perikanan: ii) mempelajari karakteristik dan hubungan unit 
usaha pada sentra perikanan terkait dengan pengembngan klaster perikanan dan iii) merumuskan strategi 
pengembangan klaster rumput laut di Sumenep. Penelitian dilakukan dengan survey melalui wawancara 
dengan responden. Responden yang diwawancara meliputi: pejabat pemerintah, pembudidaya rumput 
laut, pedagang, pengolah dan eksportir rumput laut, pengusaha jasa transportasi dan tokoh masyarakat 
setempat. Hasil kajian ini menunjukkan di Sumenep telah ada komponen-komponen pembentuk klaster 
rumput laut. Penelitian ini juga menunjukkan tejadi konflik horizontal pada usaha perdagangan dan industri 
pegolahan produk primer menjadi intermediate product. Pada sisi lain hubungan vertikal antar komponen 
usaha industri rumput laut cenderung mendorong terjadi asimetris informasi terutama antara pembudidaya 
rumput laut dengan pedagang. Pengkajian ini merekomendasikan kluster rumput laut di Sumenep harus 
dibangun berdasarkan prinsip: consumer oriented, klaster harus bersifat kolektif, dan kumulatif. 


Kata Kunci : Klaster, Rumput Laut, Hubungan Bisnis, Sumenep 


Abstract : Assesment of Fisheries Cluster ( Development Case of Seaweed Cluster in Sumenep 
District). By Armen Zulham, Agus Heri Purnomo, Tenny Apriliani and Yayan Hikmayani 


Cluster is a strategy for regional development to support local economic potency. The opinion of 
fisheries cluster will be developed closed to that strategy, with aiming to establish fisheries industrial 
complex. Research was conducted in Sumenep (Madura) on May 2007as the target area for the 
establishment of the fisheries cluster complex. The purposes of this research were: i) to identify and study 
the fisheries industrial cluster complex characteristics related to the development of fisheries industry, ii) to 
study the characteristic and pattern linkages among industrial units in fisheries center related to institutional 
development, and iii) to generate suggested recommendation for seaweed cluster industrial complex in 
Sumenep district. Data were collected through survey in the respected area; the respondents covered the 
local government officers, seaweed farmers, seaweed processors, local traders, exporters, local 
transportation services and local leaders. The research findings were: there were many seaweed industry 
units in Sumenep which can be used as the main component to organize the establishment of the seaweed 
industrial cluster complex, in order to get horizontal conflict among traders and seaweed processors were 
existed the seaweed from the farmers. On the other hand, the vertical relationship among industrial units 
tend to make asymmetric information on price and product criteria between traders and seaweed farmers. 
This research recommends the seaweed cluster industrial complex in Sumenep can be developed on the 
basis of: consumer oriented, collective and cumulative approach. 


Key Words : Cluster, Seaweed, Business Relationship, Sumenep. 
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PENDAHULUAN 


Konsep klaster dipopulerkan oleh 
Porter (1990) dalam tulisan the Competitive 
Advantages of Nations, melalui model yang 
disebut "diamond of advantage”. Model ini 
menggambarkan daya saing satu wilayah 
ditentukan oleh kerja sama yang serasi antar 
unit usaha dan industri yang terdapat di 
wilayah tersebut. Perhatian mendalam 
tentang pengembangan klaster dimulai sejak 
tahun 1980-an dan 1990-an setelah 
keberhasilan klaster industri di Italia dan 
beberapa negara Eropa (Humprey & Schmitz, 
1995). 

Wacana tentang klaster perikanan 
sangat beragam, namun mengacu pada 
konsep diatas, unit-unit usaha dan 
kelembagaan dalam klaster perikanan 
diharapkan memerankan fungsi/hubungan 
yang saling mendukung untuk 
pengembangan ekonomi pada daerah 
tersebut. Dengan demikian pada wilayah 
pengembangan klaster perikanan tersebut, 
investasi yang ada dapat berfungsi secara 
efisien, tepat guna dan mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional 
secara maksimal. 

Berkaitan dengan uraian diatas, maka 
perlu dilakukan pengkajian awal tentang 
klaster perikanan, agar dapat dijadikan 
landasan bagi pengambil kebijakan untuk 
mempertimbangkan bentuk klaster perikanan 
yang sedang diwacanakan saat ini. Kajian 
tersebut diharapkan, paling tidak dapat 
memberi gambaran mendasar tentang besar 
peluang keberhasilan implementasi konsep 
klaster pada sektor perikanan, sehingga dapat 
ditentukan strategi untuk menerapkan 
konsep klaster di sektor perikanan (apakah 
supply driven based strategy’ atau demand 
driven based strategy”). Kedua strategi ini 
mempunyai karakteristik yang berbeda 
sehingga membawa implikasi keberhasilan 


yang tidak sama. 

Oleh sebab itu tujuan dari kajian ini 
adalah untuk (1) mengidentifikasi dan 
mempelajari: berbagai karakteristik usaha 
rumput laut di Kabupaten Sumenep terkait 
dengan pengembangan klaster, (2) 
mempelajari fungsi, dan bentuk hubungan 
komunitas usaha di berbagai sentra perikanan 
dalam hubungannya dengan kelembagaan 
klaster rumput laut, serta (3) menentukan 
strategi pengembangan klaster rumput laut di 
Sumenep. 


METODE 


Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada lokasi 
pengembangan rumput laut di Kabupaten 
Sumenep. Lokasi contoh tersebut, merupakan 
wilayah sasaran pengembangan klaster 
rumput laut dan pada lokasi tersebut terdapat 
embrio unit usaha pembentuk klaster. Terkait 
dengan rencana pengembangan klaster 
rumput laut tersebut, maka dilakukan survey 
cepat pada bulan Mei 2007 di Kabupaten 
Sumenep untuk menggali informasi tentang 
potensi pengembangan industri rumput laut. 
Penelitian survei merupakan perangkat 
penelitian yang murah dan cepat sehingga 
informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan 
secara akurat dan tepat waktu. Bentuk 
kuesionernya pun sederhana dan relatif 
mudah sehingga tidak memerlukan pelatihan 
secara khusus (Stone, 1993), teknik survei ini 
dikenal sebagai metode survei cepat (Rapid 
Survey Method). Lokasi usaha rumput laut 
yang dikunjungi adalah meliputi: a). 
Kecamatan Talango, desa Padike. b). 
Kecamatan Bluto, desa Pagar Batu; desa 
Pekandangan, dan desa Aeng Dake. 


Jenis dan Sumber Data 
Data yang dikumpulkan merupakan 
data sekunder dan data primer. Data sekunder 


' Berdasar pada kelimpahan sumberdaya (resource abundante) dan didukung oleh potensi pasar 


? Berdasar pada pasar dan didukung oleh kelimpahan sumberdaya (resource abundance) 
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yang dikumpulkan meliputi data potensi dari 
komoditas yang diteliti, harga dan kebijakan 
daerah terhadap pengembangan komoditas 
tersebut. Sementara itu, data primer yang 
dikumpulkan dilakukan dengan panduan 
kuisioner meliputi karakteristik unit usaha yang 
terlibat dalam industri rumput laut, biaya 
produksi dan penjualan komoditas tersebut, 
jaringan pemasaran serta kendala-kendala 
dalam pengembangan komoditas rumput laut. 
Responden yang diwawancara 
dikelompokkan menjadi: 1) pejabat 
pemerintah yang terkait dengan 
pengembangan komoditas (Dinas Perikanan 
dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dan 
Kabupaten Sumenep), 2) pembudidaya 
rumput laut, 3) pedagang, 4) pengolah dan 
eksportir komoditas rumput laut, 5) pengusaha 
penyedia jasa distribusi barang dan 6) tokoh 
masyarakat pada daerah tersebut. 


Analisis Data 

Secara umum pendekatan penelitian ini 
adalah pendekatan eksploratif yang 
menjelaskan fenomena lapangan. Data yang 
diperoleh ditampilkan dalam bentuk tabel- 
tabel analisis. Data tersebut dianalisis secara 
deskriptif untuk menjelaskan berbagai 
karakterstik, perilaku dan fenomena yang 
terkait dengan perkembangan komponen- 
komponen industri rumput laut. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Bentuk Klaster di Pedesaan 

Peran klaster dalam pembangunan di 
Indonesia telah diteliti oleh Abdullah (2002), 
Direktorat Kawasan Khusus dan Tertinggal 
Bapenas (2003), dan Kuncoro et al (2003), 
serta JICA (2003). Kajian tersebut 
menunjukkan klaster di Indonesia terdiri dari 
unit-unit usaha kecil dan menengah (UKM) 
yang terkonsentrasi pada kawasan tertentu di 
pedesaan. Berdasarkan konsentrasi tersebut 
maka bentuk-bentuk klaster di Indonesia 
dapat di katagorikan sebagai: pertama, klaster 
industri yang terbentuk secara alamiah tanpa 


intervensi pemerintah. Dan kedua, klaster 
industri yang berkembang karena intervensi 
pemerintah. 

Klaster menurut kategori pertama 
terbentuk oleh kegiatan ekonomi masyarakat 
secara turun temurun. Ciri ekonomi dari klaster 
ini adalah skala ekonominya kecil, jumlah 
pekerja per unit usaha antara 5 - 10 orang dan 
diupah harian, inovasi produk sangat jarang 
terjadi. Klaster yang demikian umumnya 
merupakan UKM dengan jenis produk 
homogen dan segmen pasar yang seragam. 
Keseragaman produk maupun pasar 
mendorong unit usaha didalam klaster ini 
membentuk kerja sama horizontal (Integrated 
horizontally cluster), untuk menjamin pasokan 
produk dan menjaga kepercayaan pasar. 

Sementara klaster menurut katagori 
kedua, didorong oleh upaya pengembangan 
potensi ekonomi dalam rangka melaksanakan 
program pemerintah. Klaster ini dibentuk 
untuk memanfaatkan peluang pasar, 
memperbaiki kualitas produk dan membuka 
lapangan kerja. Unit usaha pembentuk klaster 
ini umumnya memanfaatkan kemudahan atau 
fasilitas yang disediakan pemerintah, inovasi 
baru sangat cepat diadopsi, kompetisi pasar 
produk antar unit usaha sangat ketat, jumlah 
pekerja per unit usaha lebih dari 20 orang dan 
terdapat beberapa pekerja yang bergaji tetap. 
Oleh sebab itu untuk menjamin investasi dan 
mengatasi persaingan yang tidak sehat 
pemerintah membuat aturan terhadap unit 
usaha yang ada didalam klaster. 


Karakteristik Unit Usaha di 
Penelitian 

Kegiatan usaha yang terdapat pada 
lokasi penelitian meliputi usaha pendukung 
proses produksi, usaha produksi, usaha jasa 
distribusi barang dan usaha jasa pelayanan 
lainnya. Masing-masing jenis usaha terdiri dari 
beberapa unit usaha yang mendukung dengan 
karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik 
pada setiap unit usaha dapat dilihat pada Tabel 
1. 


Lokasi 
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Tabel 1. Karakteristik Unit Usaha Rumput Laut di Kabupaten Sumenep, Tahun 2007 
Table 1. Characteristic of Seaweed Business Unit in Sumenep Sub Province, 2007 


No Jenis Usaha Unit Usaha Karakteristik Unit Usaha 
No Type of Business Business Unit Characteristic of Business Unit 
A Usaha Pendukung 1. Unit usaha Belum berkembang secara komersial/Not 
Proses Produksi pembibitan commercial developed 
Rumput rumput laut/ Pembelian bibit rumput laut antar 
Laut/ Supported Business Unit of pembudidaya/ Seaweed seed purchaising 
Business of Seaweed Seed between fish farmer 
Seaweed Belum ada pengelolaan usaha mendapatkan 
Production Process bibit unggul/No management to get good 
seed 
Kebutuhan bibit per tahun sekitar 53 ton 
basah/ Seed needed per year about 53 ton 
wet 
2. Unit usaha Kebutuhan sarana produksi utama : Bambu 
penyedia sarana dan tali (tali ris) Main Production equipment 
produksi/Busine need : bamboo and rope (ris rope) 
ss unit of Terbatasnya penyedia sarana produksi 
production rumput laut/ Limitation of seaweed production 
equipment equipment producers 
producer Bambu diperoleh dari desa sekitar, 
sedangkan untuk lokasi budidaya yang 
berada di pulau, bambu dari Madura/ 
Bamboo is from around village, aquaculture in 
the island location, bamboo from Madura 
Tali diperoleh dari toko material di ibukota 
kecamatan atau Kota Sumenep/rope obtain 
from material store in district or Sumenep city 
Bi Usaha Produksi 1. Unit usaha usaha rumah tangga/household business 
Rumput penghasil Peran perempuan sangat dominan dalam 
laut/Seaweed produk pengambilan keputusan menanam, 
Production primer/Business memanen, mengolah dan menjual hasil 
Business Unit of Primary panen/Women role are dominant for decision 
Product making to plant, harvesting, processing and 
Producer selling crops 


2. Unit usaha 


pengolah 
produk primer 


Pembudidaya rumput laut tergabung dalam 
kelompok/Seaweed aquaculture merged into 
group 

Kepemilikan : rata-rata 4 — 10 rakit per 
RTP/Ownership : average to 4 — 10 raft per 
household 

Panen : umur rumput laut 30 — 40 
hari/Harvesting : seaweed age 30 - 40 days 
Produk rumput laut : segar, kering tanpa 
garam dan kering bergaram/ Seaweed 
product : fresh, dried without salt and dried 
with salt 

Terdapat 3 jenis industri : 1) penghasil chip; 
2) penghasil chip dan powder dan 3) 
penghasil rumput laut siap saji/3 industry type 
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Lanjutan Tabel 1 


No Jenis Usaha Unit Usaha Karakteristik Unit Usaha 

No Type of Business Business Unit Characteristic of Business Unit 
menjadi bahan : 1) chip producer; 2) chip and powder 
setengah jadi/ producer and 3) ready to eat seaweed 
Business unit of producer 
Middle Product - Industri penghasil chip : bahan baku berupa 
Producers rumput laut kering tanpa garam, asal bahan 


baku yaitu Sumenep dan Nusa Tenggara 
Timur, kapasitas produksi 10-15 ton/hari, 
penyerapan tenaga kerja sekitar 300 
orang/hari, tujuan ekspor Cina dan Malaysia / 
Chip Producer Industry : raw material is dried 
seaweed without salt, raw material is from 
Sumenep and East Nusa Tenggara, 
production capacity 10-15 ton/day, labour 
absorbtion around 300 person/day, target 
export : China and Malaysia 

- Industri penghasil chip dan powder : bahan 
baku berupa rumput laut kering tanpa dan 
dengan garam, asal bahan baku Sumenep, 
Bau Bau dan Palopo, kapasitas produksi 
kapasitas terpasang 10 container/bulan, 
penyerapan tenaga kerja 200 — 250 orang, 
tujuan ekspor China dan Eropa. / Chip and 
Powder Producer Industry : raw material is 
dried seaweed with and without salt, raw 
material is from Sumenep, Bau Bau and 
Palopo, production capacity 10 
container/month, labour absorbtion around 
200-250 people, target export : China and 
Europe 

- Industri penghasil rumput laut siap saji : 
industri rumah tangga, produk olahan berupa 
rumput laut siap olah, jelly, dodol, manisan 
dan nata de coco, volume produksi 
tergantung permintaan, tujuan pasar pada 
lingkungan tertentu (tingkat desa). / Ready to 
eat seaweed producer industry :household 
industry, processing productis ready to 
process seaweed, jelly, dodol, candy and 
nata de coco, production volume is depend to 
demand, target market in specific 
environment (village level) 


C. Usaha Jasa 1. Unit usaha - Terdiri dari sekitar 6 pedagang besar dan 
Distribusi perdagangan lebih dari 50 pedagang pengumpul./ There are 
Barang/Product rumput laut/ 6 wholesaler and more than 50 collector. 
Distribution Business Unitof - Peran terbesar adalah pedagang besar, 
Services Bussines Seaweed bertempat di ibukota kecamatan, wilayah 

Commerce usaha beberapa wilayah kecamatan hingga 


daerah lain seperti Sulawesi dan NTT, satu 
pedagang besar memiliki 10-20 pedagang 
pengumpul./The biggest role is wholesaler at 
the capital of district, business region, some 
district region, and other region such as 
Sulawesi and NTT, one wholesaler has 10-20 
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Lanjutan Tabel 1 


No Jenis Usaha 
No Type of Business 


Unit Usaha 
Business Unit 


Karakteristik Unit Usaha 
Characteristic of Business Unit 


2. 
D. Usaha Jasa 1. 
Pelayanan Lainnya/ 
Others Services 
Unit 
2. 


Unit Usaha 
Transportasi 
Barang/Busines 
s Unit of Product 
Transportation 


Unit usaha 
Perbankan/Bank 
ing Business 
Unit 


Unit Pelayanan 
Publik / Public 
Services Unit 


Unit Penelitian 
dan 
Pengembangan/ 
Research and 
Development 
Unit 


collector. 

Ikatan modal antara pedagang besar dan 
pengumpul maka pengumpul harus menjual 
rumput laut kepada pedagang besar./capital 
tying between wholesaler and collector makes 
collector must sell seaweed to wholasaler 
Terjadi asimetris informasi. / unsimetrical 
information happen 

Terdapat 2 perusahaan jasa transportasi 
barang/There are 2 product transportation 
sevices company 

Perusahan jasa transportasi barang 
tergabung dalam satu organisasi transportasi 
disebut Semut Merah/Those product 
transportation sevices company is joint into 
one transportation organization called Red 
Ant 

Perusahaan baru harus memperoleh izin 
dengan membayar sejumlah tarif tertentu 
kepada organisasi./New company must pay 
amount of tariff to the organization to get 
permission. 

Terjadi hubungan yang saling ketergantungan 
antara pedagang besar dan perusahaan jasa 
transportasi barang./ interdependence 
relation happend between wholesaler and 
product transportation sevices company 
Terdapat bank milik pemerintah dan swasta 
yang berlokasi di pusat kota/There is 
government and private bank located in 
downtown. 

Pemanfaat usaha perbankan didominasi 
pedagang besar./Wholesaler dominate for the 
banking benefit earning 

Belum ada dana kredit dari perbankan /no 
credit fundation banking 

Terdapat pemberian kredit melalui program 
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dari DKP/ 
There is credit fund from enableness coastal 
society program of Ministry of Marine and 
Fisheries Affairs 

Instansi pemerintah belum memberikan 
pelayanan maksimum terhadap upaya 
mendorong ekonomi masyarakat 
setempat./Government institution has not give 
maximum services to support economy of 
local society. 

Tahun 1980, percobaan budidaya rumput 
laut oleh Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) /In 1980, seaweed cultured 
research by BPPT. 

Kualitas pasca panen rumput laut yang 
bervariasi dibutuhkan peran lembaga 
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Lanjutan Tabel 1 


No 
No 


Unit Usaha 
Business Unit 


Jenis Usaha 
Type of Business 


Karakteristik Unit Usaha 
Characteristic of Business Unit 


penelitian, penyuluh maupun pedagang besar 
untuk meningkatkan kualitas./Variation the 
quality of seaweed post harvest need role of 
research institution, extention agent or 
wholesaler to improving quality. 


Sumber/ Source: diolah dari data primer, Mei 2007 / Primary Data (Processed), May 2007. 


Usaha Pendukung Proses Produksi 
Rumput Laut 

Usaha pendukung proses produksi ini 
merupakan simpul penting dan kondisi unit 
usaha pendukung ini belum berkembang 
seperti yang diharapkan. Unit usaha 
pendukung itu antara lain: 


a. Unitusaha pembibitan rumput laut. 
Investasi usaha penyedia bibit rumput 
laut belum berkembang secara komersial. 
Pada desa Padike Kecamatan Talango, 
terdapat beberapa pembudidaya rumput laut 
yang membeli bibit dari pembudidaya bibit 
rumput laut, namun penjual bibit ternyata 
merupakan petani pembudidaya rumput laut. 
Pembelian bibit rumput laut dari petani lain 
terjadi karena pembudidaya tersebut gagal 
panen atau kualitas rumput laut yang 


dihasilkan kurang baik. Secara umum 
pembudidaya rumput laut di lokasi penelitian 
menggunakan bibit rumput laut dari hasil 
panen sendiri. Penggunaan bibit dari hasil 
panen tersebut tidak menunjukkan 
penurunkan produksi, karena produksi rumput 
laut tersebut ditentukan oleh kesuburan 
perairan. Jenis rumput laut yang diusahakan 
petani adalah Euchema cottonii dan Euchema 
spinosum. Kontribusi jenis yang pertama 
terhadap produksi sekitar 90 -95 persen. Hal 
ini disebabkan karena harga E. cottonii (Rp 
5.300 per kg kering tawar) jauh lebih baik dari 
harga E. spinosum (Rp 2.000 per kg kering 
tawar). 

Perkiraan kebutuhan bibit rumput laut 
pada lokasi penelitian dapat dipelajari dari 
tampilan Tabel 2. Kebutuhan bibit rumput laut 
per tahun diperkirakan sekitar 53 ton basah. 


Tabel2. Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan kebutuhan bibit rumput laut pada tahun 


2006 di Kabupaten Sumenep 


Table 2. Area, Production, Productivity and Seaweed Seed Needs in Sumenep Sub Province, 


2006 
Kecamatan/ Luas Area Kebutuhan bibit / Produksi Basah/ Produktivitas/ 
District Area (Ha) Seed Needs Wet Production Productivity 
(Ton) (Ton) (Ton / Ha) 
Gili Genteng 12.927 4.169 23.825 1,8 
Saronggi 37.107 24.725 141.285 3,8 
Bluto 32.180 8.439 48.223 1,5 
Dungkek 11.970 2.344 13.395 1,1 
Talango 17.167 4.489 25.650 1,5 
Gapura 8.492 2.811 16.063 1,9 
Arjasa 6.728 1.934 11.053 1,6 
Masalembu 2.809 2.607 14.895 5,3 
Ra'as 3.307 368 2.100 0,6 
Sapeken 8.637 942 5.381 0,6 
Total 141.324 52.827 301.870 2,1 


Sumber: diolah dari data sekunder (Dinas Kelautan dan Perikanan Sumenep 2007) 
Source : Processed Secondary Data, (Marine and Fisheries Agency of Sumenep 2007) 
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Investasi untuk mendorong tumbuhnya usaha 
pembibitan rumput laut sangat sulit karena 
harga bibit jenis E. cottonii pada tingkat petani 
berkisar antara Rp 500 Rp. 1.000 per kg, 
sementara harga E. cottoni kering (tawar) 
sekitar Rp. 5.300 per kg. 


b. Unitusaha penyedia sarana produksi. 

Sarana produksi utama yang diperlukan 
oleh usaha budidaya rumput laut terdiri dari 
bambu dan tali (dikenal sebagai tali ”ris”). 
Bambu digunakan untuk membentuk rakit 
sebagai tempat mengikat tali yang telah 
terdapat bibit rumput laut. Ukuran rakit untuk 
budidaya rumput laut ini bervariasi antara: (6 x 
9) m? dan (7x 12) me. Harga bambu per 
batang berkisar antara Rp. 3.000 - Rp. 15.000. 
Bambu untuk rakit tempat budidaya rumput 
laut ini tahan antara 3 sampai 4 kali panen. 
Sementara tali yang digunakan untuk 
mengikat bibit rumput laut yang dibudidayakan 
tahan sekitar 6 kali panen. 

Unit usaha penyedia sarana produksi 
tersebut sangat jarang ditemui pada sentra 
produksi rumput laut. Hal ini disebabkan 
karena bambu dapat diperoleh dari desa-desa 
sekitar (kecuali pada lokasi di daerah 
kepulauan yang harus mendatangkan bambu 
dari pulau Madura), sedangkan tali ris dapat 
diperoleh pada toko material di ibu kota 
Kecamatan atau kota Sumenep. 


Usaha Produksi Rumput laut 


a. Unit Usaha Penghasil produk primer. 

Usaha ini merupakan usaha rumah 
tangga dan peran perempuan sangat 
dominan. Peran tersebut terlihat dalam 
keputusan untuk menanam, memanen, 
mengolah dan menjual hasil panen. Pada 
seluruh desa yag dikunjungi, pembudidaya 
rumput laut telah bergabung dalam kelompok 
petani budidaya rumput laut. Keanggotaan 
kelompok sangat longgar karena budaya 
merantau. 

Pemilikan usaha budidaya rumput laut 
rata-rata 4 sampai 10 unit rakit per rumah 
tangga. Panen dilakukan petani pada umur 30 
hari 40 hari setelah tanam. Usaha ini 


merupakan usaha kecil yang belum pernah 
mendapatkan bantuan modal. Biaya produksi 
rumput laut per siklus produksi dapat 
diperhatikan pada Tabel 3. Pada budidaya 
rumput laut biaya yang diperlukan untuk 
mebuat satu unit rakit ukuran (7 x 12) m’ sekitar 
Rp. 400 ribu. Biaya operasional untuk satu 
siklus budidaya rumput laut berkisar antara 
Rp. 250 ribu. Biaya operasional tersebut terdiri 
dari biaya pembelian bibit (walaupun 
umumnya pembudidaya menggunakan bibit 
hasil panen sendiri), upah mengikat bibit, upah 
pasang bibit dirakit, upah menarik rakit ke 
lokasi budidaya, serta upah perawatan dan 
panen. Oleh sebab itu, biaya produksi rumput 
laut per siklus produksi adalah sekitar Rp. 650 
ribu. 

Hal yang terpenting dari Tabel 3 adalah 
produksi rumput laut yang dihasilkan petani 
dapat dijual dalam bentuk segar, kering tanpa 
garam atau kering bergaram. Hasil 
pengamatan dilapangan menunjukkan tidak 
ada petani menjual rumput laut basah kepada 
pedagang karena harga rumput laut basah 
sangat rendah E. Cottonii sekitar Rp 800 per kg 
dan E. Spinosum sekitar Rp. 200 per kg. 
Rumput laut hasil panen petani umumnya 
dijual dalam bentuk olahan kering tanpa garam 
atau kering bergaram, penjualan umumnya 
dilakukan setelah dikeringkan selama 2 - 3 
hari. 

Penjualan rumput laut dalam bentuk 
kering bergaram masih banyak ditemui pada 
lokasi penelitian. Penjualan dalam bentuk 
kering bergaram ini walaupun harga per 
satuannya relatif murah namun nilai jualnya 
akan lebih baik dari nilai jual rumput laut kering 
tanpa garam (Tabel 3). Dari sisi pembudidaya, 
penjualan rumput laut kering bergaram atau 
tanpa garam tersebut tergantung permintaan 
pedagang dan persyaratan. Pembeli rumput 
laut kering bergaram tersebut umumnya tidak 
memberi persyaratan yang ketat (seperti kadar 
air, kadar kotoran) terhadap produk yang 
dibelinya. Disamping itu, pada lokasi penelitian 
masih ada rumput laut yang dijemur diatas 
tanah, tujuannya diperkirakan untuk 
menambah berat rumput laut. 
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Tabel 3. 


Biaya Produksi dan Pendapatan dari Budidaya Rumput Laut Jenis E. Cottoni 


Ukuran Rakit (7 x 12) m? per Siklus Produksi di Kabupaten Sumenep. 2007 


Table 3. 


Production Cost and Revenue from Seaweed Culture E. Cottonii Type Raft Size (7 x 12) 


m° per Production Cycle in Sumenep District, 2007 


Harga per 


Satuan / : Jumlah / aa 

Jenis Biaya / Cost Type Unit a FA "ag Amount je “3 ue 

Biaya Tetap / Fixed Cost 
Bambu / Bamboo Batang/log 5.000 7 35.000 
Tali / Rope kg 25.000 7 175.000 
Upah ikat bambu / Bamboo Rope Fee unit 50.000 1 50.000 
Upah susun tali / rope stack fee Ikat/rope 200 100 20.000 
Jaring penjemur / Dried Net m 4.500 30 135.000 

Biaya Operasional / Operational 
Cost 
Bibit rumput laut / Seaweed Seed kg 1.000 50 50.000 
Upah ikat bibit / Seaweed Rope Seed Tali /rope 200 100 20.000 
Upah pasang dirakit / Seed Tide on 
Raft Fee Rakit/raft 30.000 1 30.000 
Ongkos menarik rakit/ Cost of Raft 
Pull Rakit/raft 30.000 1 50.000 
Upah perawatan / Maintaining Cost Hari/day 3.000 15 45.000 
Upah panen / Harvesting Cost xX 50.000 1 50.000 
Produksi / Production 

Basah / Wet kg 800 500 400.000 
Kering tanpa garam / Dried without 
salt kg 5.500 150 825.000 
Kering bergaram / Dried Salted kg 4.600 200 920.000 


Sumber: diolah dari data primer, Mei 2007. 
Source : Primary Data (Processed), May 2007 


b. Unit usaha pengolah produk primer 
menjadi bahan setengah jadi 

Di Kabupaten Sumenep terdapat tiga 
jenis Industri yang dapat mengolah produk 
primer menjadi produk setengah jadi. Produk 
ini selanjutnya dapat digunakan oleh industri 
lain sebagai bahan baku untuk proses 
produksi lanjutan. Produk ini dikenal sebagai 
semi refines carragenan. 


Industri yang menghasilkan Chip 

Industri ini memanfaatkan jasa 
pedagang pengumpul tingkat kecamatan 
untuk mendapat bahan baku rumput laut 


kering tanpa garam. Produksi chip dimulai 
pada tahun 2002, industri ini mampu 
memproduksi chip per hari antara 10 ton 
sampai 15 ton. Chip ini di ekspor ke China dan 
Malaysia. Industri ini mampu menyerap 300 
orang tenaga kerja per hari. Namun saat ini 
produksi chip dihentikan karena ada tekanan 
dari luar tentang limbah dari pembuatan chip. 
Saat ini perusahaan yang berlokasi di 
Desa Kandangan Kecamatan Bluto itu, hanya 
mengekspor rumput laut kering ke Malaysia, 
dengan serapan tenaga kerja antara 10 - 12 
orang. Perusahaan tersebut memperoleh 
bahan baku rumput laut kering untuk ekspor 
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antara lain dari Sumenep, dan Nusa Tenggara 
Timur. Pasokan rumput laut dari luar Sumenep 
diperlukan karena suplai rumput laut kering 
tanpa garam dari Sumenep sangat terbatas. 
Terbatasnya suplai ini disebabkan oleh banyak 
pengusaha, juga mencari rumput laut kering di 
wilayah Kabupaten Sumenep. Perusahaan ini 
dalam satu bulan dapat mengirim rumput laut 
kering ke Malaysia sekitar 2 kontainer. 


Industri yang menghasilkan Chip dan 
Powder 

Unit pengolahan industri ini terdapat di 
Desa Lobuk Kecamatan Bluto, industri ini 
merupakan unit usaha dari PT. Madura Prima 
Interna. Kapasitas terpasang dari industri ini 
adalah 10 container per bulan, sementara 
kapasitas minimal untuk berproduksi adalah 2 
container per bulan. Industri ini menghasilkan 
chip dan powder dan menyerap tenaga kerja 
sekitar 200 - 250 orang. Bahan baku rumput 
laut diperoleh dari Sumenep, Bau Bau dan 
Palopo. Harga bahan baku yang dibeli 
tergantung pada kadar air (35 - 37 persen), 
dan kadar kotoran sekitar 1 persen. 
Perusahaan ini juga membeli rumput laut 
kering bergaram, dan akan diolah dengan 
perlakuan/treatment tertentu untuk 
menghilangkan garam. Perusahaan ini 
mempunyai stok bahan baku rumput laut 500 
ton per bulan. 

Produk yang dihasilkan adalah 10 
persen technical grade dan 90 persen food 
grade. Produk hasil olahan di ekspor ke China 
dan Eropa. Pasar ekspor menentukan kualitas 
produk yang sangat ketat, kualitas produk 
yang harus dipenuhi adalah ukuran butir / 
particle size 200 mesh, warna putih, kekuatan 
gel/ gel strength 500 -700 dan tidak boleh ada 
jamur dan bakteri. 


Industri yang menghasilkan Rumput Laut 
Siap Saji 

Industri ini merupakan industri rumah 
tangga. Produk yang dihasilkan sangat 
beragam seperti rumput laut siap olah, jelly, 
dodol, manisan dan nata de coco. Volume 


produksi sangat terbatas dan tergantung pada 
permintaan. Industri ini belum berkembang, 
disamping karena bahan penolong untuk 
membuat produk tersebut tidak terdapat di 
Sumenep dan harus dibeli dalam jumlah besar 
di Surabaya, juga karena promosi dari produk 
tersebut di daerah tidak ada. Produk ini hanya 
dijual terbatas di lingkungan tertentu atau di 
desa terutama jika terdapat acara acara 
khusus. Produk tersebut belum bisa 
menembus pasar swalayan karena belum ada 
sertifikat keamanan pangan dari Departemen 
Kesehatan dan izin dari perindustrian. 
Kemasan produk belum memenuhi standar 
keamanan pangan. 


Usaha Jasa Distribusi Barang 

Pada sentra produksi rumput laut di 
Sumenep unit usaha ini dapat di katagorikan 
sebagai unit usaha perdagangan dan unit 
usaha transportasi barang. 


a). Unit usaha perdagangan rumput laut 

Pedagang besar paling paling 
berperan dalam usaha ini. Pedagang besar 
tersebut dapat merangakap sebagai 
pengolah. Pedagang besar umumnya 
berlokasi di ibukota kecamatan dan wilayah 
usahanya dapat terdiri dari beberapa 
kecamatan. Satu pedagang besar mempunyai 
10 sampai 20 orang pedagang pengumpul 
yang selalu memasok rumput laut kering 
setiap minggu. Disamping itu, pedagang besar 
tersebut juga mempunyai pedagang 
pengumpul di daerah sentra produksi lain di 
Sulawesi dan NTT (biasanya mereka 
berhubungan saudara). Hubungan antara 
pedagang besar dengan pedagang 
pengumpul diikat dengan pinjaman modal, 
sehigga pedagang pengumpul tersebut harus 
menjual rumput laut yang diperolehnya 
kepada pedagang besar. 

Jumlah pedagang besar di Kabupaten 
Sumenep diperkirakan sekitar 6 orang dengan 
skala usaha yang berbeda, sedangkan jumlah 
pedagang pengumpul sekitar 50 orang. 
Dalam pembelian barang informasi harga 
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Tabel 4. Sebaran Pedagang Rumput Laut di Kabupaten Sumenep, 2007. 
Table 4. Seaweed Merchant Dispertion in Sumenep Sub Province, 2007 


Jumlah Pedagang (Orang) / Total Merchant (Person) 


Lokasi Kecamatan/District 


Pedagang Besar / 


Pengumpul / 


Location Wholesaler Collector 
Bluto 5 10 
Saronggi - 7 
Giligenting - 3 
Talango 1 10 
Gapura - 6 
Dungkek - 8 
Ra'as - 5 
Sapeken - 12 


Sumber: Data Primer, Mei, 2007. 
Source : Primary Data (Processed), May 2007 


yang dibeli oleh pedagang pengumpul 
diperoleh dari pedagang besar (sesuai dengan 
persyaratan kadar air, kadar kotoran dan kadar 
garam). Oleh pedagang tersebut informasi 
seperti ini tidak pernah disampaikan kepada 
pembudidaya rumput laut, asimetris informasi 
ini terjadi disemua desa yang dikunjungi. 
Sebaran pedagang rumput laut di Kabupaten 
Sumenep dapat diperhatikan pada Tabel 
4. 

Untuk mengirim barang ke Surabaya, 
satu pedagang besar dalam sebulan dapat 
mengirim 60 ton rumput laut kering bergaram 
dalam 6 kali kiriman. Besar modal untuk satu 
kali pengadaan rumput laut sampai 
pengiriman ke Surabaya sekitar 10 ton adalah 
Rp. 40 juta. Pedagang besar tersebut harus 
mempunyai modal yang kuat karena 
pembayaran yang dilakukan oleh pembeli 
dengan sistim konsinyasi dan akan dibayar 1 
bulan kemudian. 


b). Unit Usaha Transportasi Barang 

Terkait dengan distribusi barang ke 
Surabaya, umumnya pedagang besar 
menggunakan jasa angkutan barang. Di 
Sumenep terdapat 2 perusahaan jasa 
transportasi barang yaitu PT. Wijaya dan PT. 
Murni Jaya. Perusahaan pengangkutan 
barang antar pulau Madura ini tergabung 


dalam satu sindikasi organisasi transportasi 
yang disebut Semut Merah, implikasinya jika 
ada perusahaan transportasi barang lain yang 
mengangkut barang dari dan ke pulau Madura 
harus memperoleh izin dengan membayar 
sejumlah tarif tertentu kepada organisasi ini. 

Biaya pengiriman rumput laut ke 
Surabaya per truk per trip sekitar Rp. 750 ribu 
sampai satu juta rupiah. Biaya tersebut sudah 
termasuk biaya bongkar muat barang. 
Biasanya antara pengusaha jasa angkutan 
dengan pedagang besar yang memanfaatkan 
jasa layanan angkutan barang terjadi 
hubungan yang saling ketergantungan, artinya 
jika pedagang besar tersebut belum 
mempunyai biaya maka biaya tersebut untuk 
sementara ditalangi oleh pengusaha 
angkutan. Biaya tersebut akan dibayar jika 
pedagang besar telah menerima pembayaran 
dari pembeli rumput laut. Hal ini dapat 
dilakukan oleh pengusaha transportasi karena 
jumlah pengusaha trasportasi yang terbatas 
dan permintaan terhadap jasa transportasi 
cukup tinggi. 


Usaha Jasa Pelayanan Lainnya 
a). Unitusaha Perbankan 

Jasa layanan perbankan umumnya 
dimanfaatkan oleh pedagang besar dalam 
melakukan transaksi hasil penjualan atau 
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pembelian. Sementara para pembudidaya dan 
pedagang pengumpul jarang memanfaatkan 
jasa pelayanan perbankan. Saat ini terdapat 
beberapa bank yang beroperasi di Sumenep, 
baik bank milik pemerintah dan swasta, semua 
bank ini berlokasi di pusat kota. Sementara di 
pasar desa Talango terdapat satu bank desa. 
Secara umum belum ada dana kredit 
dari perbankan yang disalurkan pada usaha 
budidaya rumput laut, karena pembudidaya 
rumput laut tidak mempunyai agunan untuk 
memperoleh kredit (Iskandar, 2006). Kredit 
yang ada merupakan kredit program yang 
dananya berasal dari anggaran pusat 
Departemen Kelautan dan Perikanan, yang 
disalurkan melalui Bank BRI. Kredit program 
ini dimanfaatkan oleh anggota kelompok 
koperasi Usaha Simpan Pinjam Anika Usaha 
di Kecamatan Saronggi. Kredit tersebut 
merupakan program Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat Pesisir. Kredit program ini 
merupakan dana bergulir, dan menurut hasil 
wawancara kredit yang disalurkan tersebut 
merupakan dana tahun anggaran 2006. 


b). UnitPelayanan Publik 

Unit pelayanan publik ini merupakan 
instansi pemerintah yang seyogyanya harus 
mendukung program pembangunan ekonomi 
yang terdapat disentra pengembangan rumput 
laut. Pengamatan lapangan menunjukkan 
instansi pemerintah pada wilayah tersebut 
belum memberikan pelayanan maksimum 
terhadap upaya mendorong ekonomi 
masyarakat setempat. Padahal, usaha industri 
rumput laut tersebut saat ini merupakan salah 
satu pengerak ekonomi penting dari ekonomi 
Sumenep. 

Pengembangan ekonomi dengan basis 
usaha industri rumput laut seakan hanya 
bagian dari kegiatan sektoral. Sementara 
dinas teknis yang lain belum memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap 
pengembangan rumput laut. Hal ini terlihat dari 
kurangnya partisipasi Dinas Teknis di wilayah 
itu, dalam membantu unit usaha kecil untuk 


memperoleh izin keamanan pangan 
Departemen Kesehatan, dan tidak ada 
advokasi dari dinas teknis terhadap limbah 
industri rumput laut, dan tidak adanya 
penyuluhan tentang pasca panen rumput laut 
pada pembudidaya. Akibatnya unit usaha 
tersebut tidak dapat berkembang dengan baik 
dan daya saing produk rumput laut asal 
Sumenep menjadi rendah karena kualitas 
yang tidak sesuai dengan persayaratan 
produk kualitas baik. 


c). Unit Penelitian dan Pengembangan 

Catatan sejarah menunjukkan 
pengembangan rumput laut di Kabupaten 
Sumenep didorong oleh percobaan budidaya 
rumput laut oleh Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT) pada tahun 
1980. Percobaan tersebut ditindaklanjuti oleh 
Bappeda Provinsi Jawa Timur pada tahun 
1981 1982 untuk mengembangkan budidaya 
rumput laut jenis E. cottonii dan E. spinosum 
di Kecamatan Giligenting dan Kecamatan 
Sepeken. Keberhasilan ini mendorong 
tumbuhnya usaha budidaya rumput laut di 
Sumenep, sehingga pada tahun 1989 PT. 
Sumba Subur menanamkan investasinya 
dalam usaha rumput laut di Sumenep. Pada 
tahun 1991, sekitar 6 investor menanamkan 
modal dalam perdagangan rumput laut di 
Sumenep. 

Pada tahun 1993 - 1996 usaha 
budidaya rumput laut di Kabupaten Sumenep 
mengalami kemunduran, karena harga yang 
diterima pembudidaya sangat rendah. 
Tekanan harga rumput laut tersebut 
disebabkan oleh pesaingan yang tidak sehat 
antara investor yang menanamkan modalnya 
di Sumenep dalam memperoleh bahan baku 
rumput laut. Akibatnya selama periode 
tersebut banyak pembudidaya rumput laut 
tidak membudidayakan rumput laut, karena 
harga rumput laut pada tingkat pembudidaya 
tidak menarik lagi. Krisis moneter tahun 1997 
mendorong usaha budidaya rumput laut ini 
berkembang lagi, karena harga rumput laut 
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mengkuti nilai tukar dolar amerika. 

Saat ini usaha budidaya tersebut masih 
terus berkembang, namun kualitas pasca 
panen rumput laut pada tingkat pembudidaya 
sangat bervariasi. Untuk memperbaiki 
kualitas lembaga penelitian telah melakukan 
berbagai terobosan, tetapi dalam skala yang 
luas peran penyuluh dan pedagang besar 
dalam meningkatkan kualitas rumput laut lebih 
penting lagi. 


Kendala Unit Usaha dilokasi Penelitian 

Pengembangan industri rumput laut di 
Kabupaten Sumenep dihadapkan pada 
berbagai kendala baik yang berasal dari unit 
usaha tersebut (spesifik) atau dari luar unit 
usaha tersebut (umum). Kendala dari unit 
usaha tersebut umumnya sangat bervariasi 
mulai dari technical skill pengelolaan unit 
usaha serta pemahaman terhadap 
permasalahan pasca panen. Permasalahan 
yang dihadapi oleh setiap jenis usaha tersebut 
dapat di perhatikan pada Tabel 5. 


Tabel 5. Kendala dalam Pengembangan Usaha Industri Rumput Laut Di Kabupaten 


Sumenep, 2007 


Table 5. Constraint of Seaweed Industry Development in Sumenep Sub Province, 2007 


Kendala /Constraint 


Jenis 


Usaha/Business Type Umum/General 


Spesifik/Specific 


Usaha pembenihan 
rumput laut/Seaweed 
seeding business 


Usaha ini tidak dapat dijadikan 
sebagai usaha yang mandiri 
karena harga bibit rumput laut pada 
lokasi berkisar antara Rp. 500 — 
Rp. 1.000 per kg. Sementara harga 
rumput laut setelah dikeringkan 
mencapai Rp. 4.600 per kg - 5.500 
per kg. Disparitas harga ini 
mendorong rumput laut hanya 
diusahakan sebagai bahan baku 
industri./ This business cannot be 
made as self-supporting business 
because seaweed seed price at 
location range from Rp. 500 - Rp. 
1.000 per kg. While dried seaweed 
to reach Rp. 4.600 per kg - 5.500 
per kg. this Price Disparitas push 
seaweed only laboured as 
industrial raw material. 


Sarana Sarana produksi seperti bambu 
Produksi/Production untuk rakit akan sangat langka jika 
Aguipment terjadi ekstensifikasi budidaya 


rumput laut. Pada wilayah 
kepulauan harga bambu saat ini 
mencapai Rp. 15 ribu per batang, 
karena terjadi kelangkaan 
bambu./Production eguipment such 
as bamboo for raft will be rare if 
seaweed cultured extensification 
happen. In island region, bamboo 
price is Rp. 15 thousand per piece 
because rare of bamboo. 


1. Belum ada hasil penelitian yang 
menunjukkan bibit hasil panen 
petani berbeda produktivitasnya 
dengan bibit rumput laut dari 
pembudidaya khusus./ No 
research result shows farmer 
seeds prouction have different 
productivity with seaweed seed 
production of specialize fishfarmer 

2. Permintaan khusus pasar benih 
rumput laut sangat 
terbatas./Special market demand 
of seaweed seeds limited 

3. Diperlukan penelitian bibit rumput 
laut hibrida agar usaha ini dapat 
dijadikan sebagai usaha 
komersial./Research need of 
seaweed seed hybrid so this 
business can be a commercial 
business 


Perlu dicari barang substitusi 
penganti bambu untuk budidaya 
rumput laut./ Reguire to look for 
substitution goods of bamboo for 
seaweed cultured. 
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Lanjutan Tabel 5 


Jenis 
Usaha/Business Type 


Kendala /Constraint 


Umum/General 


Spesifik/Specific 


Pembudidaya Rumput 
Laut/ Seaweed cultured 


Industri 
Pengolahan/ 
Processing industry 


Pedagang/Merchant 


Usaha Pendukung 
lainnya/Others 
Supporting Business 
Unit 


Ekspansi budidaya rumput laut 
akan memerlukan penataan ruang 
untuk menghindari konflik di 
perairan / Seaweed expansion will 
need settlement of space to avoid 
conflict in territorial water. 


Kapasitas terpasang industri 
pengolahan yang ada lebih besar 
dari kapasitas suplai bahan baku / 
Existing industry capacity available 
is bigger than raw material supply 
capacity 


Pembeli membayar dengan sistim 
konsinyasi./Buyers pay by 
konsinyasi system 


Usaha pendukung lainnya masih 
belum fokus dalam 
mengembangkan industri rumput 
laut./Others supporting business 
unit not focus on developing 
seaweed industry 


1. Diperlukan tenaga pendampingan 
untuk membina manajemen 
budidaya, dan pasca panen pada 
tingkat pembudidaya./ Instructor 
is needed to constructing 
aquaculture management and 
post harvest 

2. Modal pengembangan usaha 
tidak ada dan sulit diperoleh dari 
lembaga perbankan./No capital to 
business development and 
difficult to get from banking 
institution 


Perlu advokasi penanganan masalah 
limbah hasil olahan rumput laut./ 
Need advocacy to handling of waste 
problem seaweed processing 


Keterbatasan modal, karena 
pedagang harus membayar tunai 
pada pembudidaya./ Capital 
limitation, because merchant has to 
pay cash to fish farmer 


Program prioritas dari unit pendukung 
saling berbeda dan tidak spesifik 
pada pengembangan rumput 
laut./Priority program from supporting 
unit is different each other and not 
specific for seaweed developing 


Sumber/ Source: Data Primer, Mei, 2007/Primary Data (Processed), May 2007 


Berdasarkan Tabel 
masing-masing 


5, kedala umum dari 
jenis usaha harus 


Hubungan antar Unit Usaha di Lokasi 
Penelitian 


diselesaikan dengan memperbaiki sistem 
hubungan antara jenis usaha yang terdapat di 
Kabupaten Sumenep. Perbaikan sistem ini 
memerlukan suatu program yang terpadu 
dengan mengikutsertakan seluruh unit usaha 
untuk pengembangan industri tersebut. 
Sistem tersebut harus dapat membangun core 
industri yang menjadi sentral dari 
pengembangan klaster rumput laut di 
Sumenep. Sementara itu kendala spesifik 
menyangkut beberapa dukungan yang 
diperlukan oleh jenis usaha tersebut seperti 
advokasi dan bantuan dalam memperbaiki 
kinerjanya untuk ekspansi usaha. 


Hubungan unit usaha industri rumput 
laut dapat dilihat dalam bentuk hubungan 
horizontal dan hubungan vertikal. Hubungan 
horizontal menunjukkan relasi kerja sama dari 
jenis usaha yang sama karena merebut 
segmen pasar yang sama, skill tenaga kerja 
yang seragam dan sumberdaya yang sama. 
Sementara hubungan vertikal menunjukkan 
relasi kerja sama antara jenis usaha yang 
berbeda dalam memenuhi permintaan pasar. 

Relasi horizontal sesama unit usaha: 
pendukung proses produksi, usaha produksi, 
dan distribusi barang menunjukkan hubungan 
yang sinergis, hal ini berarti tidak ada 
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persaingan yang negatif dari setiap unit jenis 
usaha. Saat ini pada setiap kelompok jenis 
usaha yang terakhir itu, dapat dikatakan 
terbangun suatu kerja sama yang baik untuk 
mengembangkan usaha terutama dalam hal 
pemanfaatan tenaga kerja, dan informasi 
tentang teknologi produksi. Sementara itu, 
konflik relasi horizontal terjadi pada usaha 
perdagangan dan industri pegolahan produk 
primer menjadi intermediate product. Konflik 
ini muncul karena persaingan dalam 
memperoleh bahan baku rumput laut, oleh 
sebab itu pedagang besar dan industri 
pengolahan tersebut saling bersaing untuk 
merebut bahan baku pada tingkat 
pembudidaya. Persaingan ini mendorong 
tidak adanya insentif harga pada tingkat 
pembudidaya rumput laut sehingga 
penanganan pasca panen terhadap rumput 
laut sangat buruk. Persaingan tersebut pada 
sisi lain menyebabkan industri pengolahan 
rumput laut yang ada di Sumenep sangat 
tertutup dalam hal mutu bahan baku yang 
diperlukan dan kualitas produk yang 
dihasilkan. 

Pada sisi lain hubungan vertikal antar 
komponen usaha industri rumput laut 
cenderung mendorong terjadi asimetris 
informasi terutama antara pembudidaya 
rumput laut dengan pedagang. Asimetris 
informasi ini terutama terjadi dalam hal 
persyaratan kualitas rumput laut yang harus 
dihasilkan petani, dan harga rumput laut pada 
tingkat petani. Asimetris informasi tentang 
kualitas rumput laut yang dhasilkan petani 
tersebut diketahui, karena pedagang yang 
membeli rumput laut tersebut tidak pernah 
memberi informasi akurat tentang kadar air 
yang diperlukannya serta kadar kotoran yang 
terdapat pada rumput laut tersebut. Kadar air 
diukur secara manual dengan menggunakan 
genggaman tangan, sedangkan kadar kotoran 
hanya berdasarkan visual, kedua ukuran 
tersebut sangat normatif. 

Ukuran normatif tersebut dapat berbeda 
menurut waktu, tempat dan pembeli. Ukuran 
normatif yang demikian menyebabkan petani 


tidak mempunyai hak tawar terhadap 
komoditas rumput laut yang dijualnya. 
Akibatnya harga rumput laut pada tingkat 
petani relatif rendah dan tidak seragam antara 
satu pembudidaya dengan pembudidaya yang 
lain. Asimetris informasi ini mendorong petani 
menangani produk hasil panen rumput lautnya 
tidak menurut permintaan konsumen. 


Perspektif Pengembangan Klaster 
Perikanan 

Sebagai gambaran tidak semua klaster 
yang terdapat di Indonesia dapat berjalan 
dengan sempurna. Seperti yang dikatakan 
oleh Nasution (2006) beberapa klaster setelah 
diimplemetasikan dapat beroperasi dengan 
baik, namun sebagian klaster terlihat tidak 
dapat beroperasi seperti yang diharapkan. 
Kegagalan berfungsinya klaster tersebut 
menurut Humphrey dan Schmitz (1995), 
karena pembentukan klaster tersebut kurang 


mempertimbangkan prinsip: customer 
oriented, collective dan cumulative. 
Hasil identifikasi dilokasi penelitian 


komponen-komponen pembentuk klaster 
rumput laut di Kabupaten Sumenep dapat 
dikelompokkan sebagai berikut: 1). Kelompok 
unit usaha yang mendukung proses produksi. 
2). Kelompok unit usaha proses produksi 


rumput laut 3). Kelompok unit usaha jasa 
distribusi barang. 4). Kelompok jasa 
pendukung. 


Unit usaha pembentuk klaster tersebut 
dalam menjalankan usahanya harus berfungsi 
sinergi satu dengan lainnya dengan 
menempatkan diri secara proporsional pada 
posisi masing-masing. Fungsi itu dibangun 
berdasarkan hubungan kedepan (fordward 
lingkages), dan hubungan kebelakang 
(backward lingkages) dari masing masing unit 
usaha. Bentuk hubungan kedepan dan 
kebelakang dari industri ini dapat diperhatikan 
pada Gambar 1. 

Hubungan kebelakang industri 
pengolahan chip tergantung pada pedagang 
besar rumput laut tanpa garam (rumput laut 
kering tawar), usaha budidaya rumput laut, 
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usaha pembenihan rumput laut, dan usaha 
penyedia sarana produksi. Sementara 
keterkaitan kedepan dari industri chip rumput 
laut tergantung pada jasa transportasi darat, 
industri makanan dan minuman dalam negeri, 
industri non makanan, jasa transportasi 
ekspor serta pasar ekspor. Industri ini juga 
kedepan terkait juga pada peran dari jasa 
perbankan, penelitian dan pengembangan 
dan instansi pemerintah. 

Selain itu hubungan kebelakang industri 
pengolahan chip dan powder tergantung pada 
pedagang besar rumput laut bergaram, usaha 


budidaya rumput laut, usaha pembenihan 
rumput laut, dan usaha penyedia sarana 
produksi. Sementara keterkaitan kedepan dari 
industri powder dan chip rumput laut 
tergantung pada jasa transportasi darat, 
industri makanan dan minuman dalam negeri, 
industri non makanan, jasa transportasi 
ekspor serta pasar ekspor. Industri ini juga 
kedepan terkait juga pada peran dari jasa 
perbankan, penelitian dan pengembangan 
dan instansi pemerintah. 

Saat ini keterkaitan kedepan dan 
kebelakang dari industri itu belum tertata 


Keterkaitan ke Belakang /Backward Lingkages 


Usaha Budidaya 
Rumput 
Laut/Seaweed 
culture bussines 


Pedagang Rumput Laut Kering 
Tanpa Garam/ Unsalted Dried 
Seaweed Merchant 


Industri makanan dan 


minuman/ Food and 
Beverages Industry 


Industri non makanan 
dan minuman/ Non 


Food and Beverages 
Industry 


Keterkaitan ke Belakang / 
Forward Lingkages 


Usaha Pembenihan 
Rumput Laut/Seaweed 
Breeding Bussines 


Industri Pengolahan 
keping dan bubuk/ Chip 
and Powder Processing 
Industry 


Sarana Produksi Budidaya Rumput 
Laut / Input Production of 
Seaweed culture 


Pedagang 
Rumput Laut Kering Bergaram/ 
Dried Salt Seaweed Merchant 


Jasa Transportasi 
Ekspor / Export 
Transportation Services 


Jasa Pendukung 
Pasar Ekspor ISupporting Services 
Malaysia, dan China / 
Export Market 
Malaysia and China Jasa Perbankan/ 


Banking Services 


Penelitian dan 
Pengembangan/Resear 
ch and Development 


Instansi Pemerintah 
/Government 
Institution 


Gambar 1. Keterkaitan Kedepan dan Kebelakang Klaster Rumput Laut Di Kabupaten 


Sumenep. 
Figure 1. 


Forward and Backward Lingkage of Seaweed Clusterin Sumenep Sub Province 
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dengan baik, artinya hubungan kerja sama 
dari setiap unit usaha tersebut dibangun atas 
mekanisme pasar. Hubungan yang demikian 
akan dapat mempengaruhi kinerja unit usaha 
kecil dengan modal yang terbatas. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
KEBIJAKAN 

Komponen-komponen pembentuk 
klaster rumput laut telah terbentuk secara 
alami di Sumenep. Komponen-komponen 
tersebut terdiri dari jenis usaha pendukung 
proses produksi, jenis usaha proses produksi 
rumput laut, jenis usaha perdagangan dan 
distribusi, jenis usaha jasa pendukung. Saatini 
komponen-komponen tersebut belum tertata 
dengan baik, sehingga kinerja dari industri 
rumput laut di Kabupaten Sumenep belum 
optimal. 

Terkait dengan upaya memfungsikan 
klaster rumput laut, maka terdapat tiga prinsip 
yang perlu dipertimbangkan agar klaster 
tersebut berfungsi secara optimal, pertama, 
unit usaha dalam klaster rumput laut harus 
berorientasi pada permintaan konsumen 
(consumer oriented), klaster harus bersifat 
kolektif, dan klaster dapat memperbaiki daya 
saing secara kumulatif. 

Disamping itu untuk menumbuhkan 
klaster, diperlukan tiga tahapan dalam 
pengembangan klaster, tahapan pertama 
adalah tahap persiapan yang dikenal sebagai 
tahap pembangunan klaster, tahap kedua 
adalah tahap konsolidasi disebut sebagai 
tahap operasi, dan tahap ketiga adalah tahap 
independensi beroperasinya klaster. 

Pengembangan klaster rumput laut di 
Kabupaten Sumenep memerlukan 
pembenahan, karena secara vertikal terjadi 
asimetris informasi tentang harga bahan baku 
rumput laut kering dan kualitas rumput laut 
yang dibutuhkan pasar. Asimetris informasi 
tersebut terjadi karena persaingan 
memperoleh bahan baku rumput laut kering 
oleh core industri pembentuk klaster. 

Dengan demikian pengembangan 
klaster rumput laut di Sumenep harus 


memperhatikan keterkaitan kebelakang dan 
keterkaitan kedepan dari core industri rumput 
laut. Terdapat dua jenis industri pengolah 
rumput laut yang dapat dijadikan core klaster 
rumput laut di Sumenep, pertama adalah 
industri pengolah rumput laut yang 
menghasilkan chip, dan kedua industri 
pengolah rumput laut yang menghasilkan chip 
dan powder. Industri yang pertama 
memerlukan bahan baku rumput laut kering 
tanpa garam, sedangkan industri yang kedua 
memerlukan bahan baku rumput laut kering 
tanpa garam atau bergaram. 
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STRUKTUR BISNIS 
KLASTER RUMPUT LAUT GORONTALO 
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ABSTRAK 


Bisnis rumput laut di Gorontalo memberi multiplier effect penting untuk masyarakat pesisir didaerah 
itu. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberi masukan tentang arah pengembangan bisnis rumput laut di 
Gorontalo. Penelitian dilakukan dengan tehnik Rural Rapid Appraisal, melalui wawancara dengan 
stakeholder pada beberapa desa di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo. Hasil penelitian 
menunjukkan tidak seluruh perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini di Gorontalo sesuai sebagai lokasi 
budidaya rumput laut. Bisnis rumput laut di Gorontalo memerlukan penataan ruang dan kelembagaan untuk 
menghindari konflik dimasa depan, karena budidaya rumput laut hanya berkembang pada lokasi tertentu 
dan suplai rumput laut hanya diserap oleh dua pedagang besar. Rumput laut yang diperdagangkan adalah 
jenis Euchema cottonii. Posisi pembudidaya rumput laut cukup baik dalam mata rantai bisnis rumput laut ini. 
Rumput laut yang dikumpulkan oleh pedagang besar tersebut diperkirakan sekitar 70 persen dikirim ke 
Surabaya dan sisanya dikirim Manado. Total margin pemasaran terhadap harga di Surabaya dan Manado 
masing-masing masing-masing berkisar antara (0,13 0,25) dan (0,10 0,22). Angka tersebut menunjukkan: 
pertama saat ini persaingan antar dua pedagang besar tersebut sangat kecil, kedua pengiriman rumput laut 
ke Surabaya lebih menarik dibandingkan mengirim rumput laut ke Manado. Pedagang besar merupakan 
core utama pengembangan klaster tersebut. Jika pemerintah melakukan upaya mendirikan industri SRC 
(Semi Refines Carragenan) di Gorontalo, tanpa mempertimbangkan peran pedagang itu maka upaya 
tersebut dapat merusak tatanan rantai pemasaran dan industri SRC itu sulit memperoleh bahan baku. 


Keywords : Rumput Laut, klaster, pemasaran, bisnis, Gorontalo. 


Abstract : Business Structure of Seaweed Cluster in Gorontalo by Armen Zulham and Tenny 
Apriliani 


Seaweed business in Gorontalo grows gradually and drives an important multiplier effect for local 
costal communities. The purpose of this study was to give the alternative suggestion concerning the 
direction of sea weeds business in Gorontalo. Research was conducted using Rural Rapid Appraisal 
technigue, through the interview with stakeholders involved in sea weed business in several villages in North 
Gorontalo, and Boalemo districts of Gorontalo. The research finding indicated: only a limited space of 
coastal sea areas of the Sulawesi Sea and Tomini Bay can be use as a location of sea weed culture activities. 
The sea weed business in Gorontalo need to manage the cultivated area and institutions improvement to 
eliminate the future conflict, due to local sea weed demanded only by two biggest traders in Kwandang. 
Only Euchema cottonii dried traded and the bulk of dried sea weed distributed to Surabaya 70 percent and 
the rest traded to Manado. Total marketing margin of dried sea weed comparing to Surabaya and Manado 
prices are (0,13 0,25) and (0,10 0,22). The values indicated: first there relatively small conflict between 2 
wholesalers to collect dried sea weed. Second, Surabaya market more interested comparing Manado 
market in sea weed trade. Ifthe Government plan to build the SRC industry in Gorontalo with no involvement 
of the 2traders, the industry will be collapse within a year due to sea weed raw material shortage. 


Keywords : Seaweed, Cluster, Marketing, Business and Gorontalo. 
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PENDAHULUAN 


Gorontalo merupakan salah satu 
provinsi yang menjadikan rumput laut sebagai 
komoditas unggulan. Saat ini bisnis rumput 
laut mulai berkembang pada beberapa desa di 
Gorontalo, seiring dengan pencanangan 
Gerakan Menanam Rumput Laut (GEMAR 
LAUT) pada tahun 2006. Jenis rumput laut 
yang berkembang adalah Euchema cottonii. 

Sejarah awal perkembangan rumput 
laut didaerah ini tidak tercatat dengan baik. 
Informasi masyarakat di desa Limbatihu 
Kecamatan Penguyaman Pantai, desa Bajo 
Kecamatan Tilamuta (Kab. Boalemo) dan 
Kwandang (Kab. Gorontalo Utara) 
menunjukkan rumput laut di desa itu 
diperkenalkan oleh pedagang pada tahun 
2000 sampai 2002. Di desa Bubaa pada 
Kecamatan Panguyaman Pantai budidaya 
rumput laut dilakukan oleh murid Sekolah 
Kejuruan setempat. Dengan harapan hasil 
panen rumput laut itu dijual kepada pedagang. 

Sebagai sentra pengembangan baru 
maka diperlukan strategi untuk 
mengembangkan bisnis rumput laut tersebut. 
Saat ini wacana pengembangan rumput laut di 
Gorontalo mengarah pada klaster. Wacana 
pengembangan klaster rumput laut 
didasarkan pada keberhasilan klaster industri, 
yang diperkenalkan oleh Porter (1990) dalam 
tulisan the Competitive Advantages of Nations, 
melalui model yang disebut "diamond of 
advantage”. Klaster tersebut menurut 
Humprey & Schmitz (1995), dimanfaatkan 
sebagai strategi pengembangan wilayah 
untuk meningkatkan manfaat potensi 
ekonomi pada wilayah itu, melalui social 
engineering. 

Pada wilayah pengembangan klaster 
tersebut, investasi yang ada diharapkan 
dapat berfungsi secara efisien, tepat guna dan 
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 
lokal maupun nasional secara maksimal. Hal 
ini dapat terjadi jika investasi yang telah dan 
akan ditanamkan pada sentra industri 
perikanan dapat diarahkan untuk 


memfasilitasi terjalinnya kerjasama yang 
optimal antar unit usaha dalam klaster, 
sehingga secara kumulatif kinerja dari sentra 
tersebut dapat meningkat. Komunitas klaster 
perikanan tersebut meliputi para pelaku bisnis, 
baik yang berusaha pada sektor hulu maupun 
hilir, dan lembaga pendukung lainnya. 

Tujuan dari tulisan ini adalah: pertama, 
mempelajari karakteristik bisnis rumput laut 
terkait dengan pengembangan klaster. 
Kedua, mempelajari relasi unit usaha dalam 
pengembangan klaster rumput laut. Ketiga, 
merumuskan alternatif bentuk klaster rumput 
laut Gorontalo. 


METODE 


Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 
2007 di Kabupaten Gorontalo Utara 
(Kecamatan Kwandang, desa Ponelo) dan 
Kabupaten Boalemo (Kecamatan 
Panguyaman Pantai: desa Bubaa, dan desa 
Limbatihu, Kecamatan Tilamuta: desa Bajo, 
desa Pentadu Barat dan Modelomo). 
Kabupaten yang pertama merupakan wilayah 
pengembangan yang berada pada laut 
Sulawesi, sedangkan Kabupaten yang kedua 
merupakan salah satu wilayah 
pengembangan di wilayah laut Teluk Tomini. 
Lokasi contoh tersebut, merupakan wilayah 
sasaran pengembangan klaster rumput laut. 


Metode Pengumpulan dan Analisis Data 
Penelitian dilakukan dengan tehnik 
Rural Rapid Appraisal (RRA). Data yang 
dikumpulkan merupakan data sekunder dan 
data primer. Data sekunder meliputi data 
potensi dari komoditas yang diteliti, dan 
kebijakan daerah terhadap pengembangan 
komoditas tersebut. Sementara itu, data 
primer yang dikumpulkan meliputi biaya 
produksi dan biaya pemasaran, jaringan 
pemasaran serta kendala-kendala dalam 
pengembangan komoditas tersebut. 
Responden yang diwawancara dapat 
dikelompokkan menjadi: pejabat pemerintah 
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(Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan 
Kabupaten 4 responden), pembudidaya 
rumput laut (15 responden), pedagang 
pengumpul (10 responden), pengolah dan 
pedagang besar (2 responden), pengusaha 
penyedia jasa distribusi barang (1 responden), 
tokoh masyarakat (4 responden) 

Secara umum pendekatan penelitian ini 
adalah pendekatan eksploratif yang 
menjelaskan fenomena lapangan. Data yang 
diperoleh ditampilkan dalam bentuk tabel- 
tabel analisis. Data tersebut dianalisis secara 
deskriptif untuk menjelaskan berbagai 
karakterstik dan fenomena yang terkait 
dengan pengembangan klaster tersebut. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Usaha Rumput Laut dalam Ekonomi Desa 
Pesisir Gorontalo 

Peran rumput laut dalam perekonomian 
pesisir Gorontalo saat ini masih terbatas pada 
usaha menghasilkan bahan mentah. Sebagai 
komoditas komersial, bisnis ini pada tingkat 
desa masih dalam bentuk bisnis rumah 
tangga. Perlu dicatat, budidaya rumput laut itu 
tidak dapat dilakukan pada semua perairan di 
desa pesisir Gorontalo. Oleh sebab itu, 
kegagalan usaha budidaya sering terjadi pada 
desa-desa pesisir di perairan Teluk Tomini. 
Namun, bisnis rumput laut tersebut 
memberikan mutilplier effect penting pada 
masyarakat, terutama sebagai sumber 
pendapatan baru masyarakat desa, dan 
menyediakan lapangan kerja baru. 

Saat ini usaha budidaya rumput laut di 
Gorontalo belum berkembang seperti yang 
diharapkan. Hal ini disebabkan karena 
keterbatasan tenaga kerja, sehingga usaha 
budidaya rumput laut tersebut kurang terawat 
dengan baik. Sebagai suatu peluang ekonomi 
maka usaha budidaya rumput laut di perairan 
Gorontalo ini memerlukan penataan ruang 
budidaya yang baik, untuk menghindari konflik 
dalam pemanfaatan ruang perairan dimasa 
depan. Oleh sebab itu, peran pemerintah 
sebagai regulator sangat penting dalam 


pengembangan bisnis ini. 

Berkaitan dengan hal tersebut, 
diperlukan strategi dalam membangun bisnis 
rumput laut dari hulu sampai hilir di daerah ini, 
apalagi di Gorontalo belum terdapat industri 
yang mengolah bahan mentah menjadi barang 
setengah jadi. Peran pedagang besar sangat 
dominan untuk mendistribusikan rumput laut. 
Oleh sebab itu jika pemerintah berupaya ikut 
membangun bisnis tersebut maka peran itu, 
jangan menjadi pesaing pengusaha atau 
pedagang. Pemerintah perlu membuat 
kebijakan untuk memberi insentif kepada 
pengusaha agar mengembangkan industri di 
daerah tersebut. 


Potensi Budidaya Rumput Laut 

Potensi budidaya rumput laut di wilayah 
perairan Laut Sulawesi berkembang di 
Kabupaten Gorontalo Utara (Kecamatan 
Kwandang dan Kecamatan Anggrek), 
sedangkan di Teluk Tomini terdapat di 
Kabupaten Pahuwato, dan Kabupaten 
Boalemo. 

Tabel 1, memberi gambaran tentang 
potensi areal perairan yang dapat digunakan 
untuk budidaya rumput laut. Data tersebut 
merupakan data jumlah potensi luas areal per 
desa pada setiap Kecamatan di Provinsi 
Gorontalo. Potensi perairan yang dapat 
dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut 
sekitar 14.150 hektar, dari jumlah tersebut 
yang baru dimanfaatkan sekitar 830 hektar 
(sekitar 6 persen). 

Hasil wawancara dengan masyarakat 
setempat menunjukkan tidak semua desa di 
sepanjang pesisir Teluk Tomini dan Laut 
Sulawesi sesuai untuk pengembangan rumput 
laut, karena sifat oceanografis perairan. Pada 
daerah yang gelombang laut kuat, sering 
terjadi up welling atau banyak muara sungai 
maka rumput laut sulit tumbuh dengan 
sempurna. Pada wilayah perairan dengan 
kondisi yang demikian rumput laut akan 
terkena penyakit ice-ice, yang menyebabkan 
rumput laut tersebut akan patah dan 
membusuk. Kondisi budidaya yang demikian 
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Tabel 1. Potensi Areal Budidaya Rumput Laut di Provinsi Gorontalo, 2007 


Table 1. Sea Weed Potential Area in Gorontalo Province, 2007 
Areal yan Potensi Areal 
Potensi Areal dia gan yang tersedia 
Kabupaten / Kecamatan / (Ha) / (Ha) / (%)1 
District Sub- District Potential Utilization Area Available 
Area (Ha) (Ha) Potential Area 
(%) 
Pahuwato Lemito 3.000 194,5 93,52 
Popayato 2.500 193 92,28 
Paguat 1.100 16 98,55 
Boalemo Tilamuta 700 27,3 96,10 
Panguyaman 
Pantai 300 38 87,33 
Dulupi 200 20 90,00 
Batumoito 700 42,4 93,94 
Mananggu 400 13 96,75 
Gorontalo 
Utara Kwandang 1.500 81,3 94,58 
Anggrek 2.820 164 94,18 
Atinggola 130 10 92,31 
Sumalata 300 10 96,67 
Bone Bolango Kabila Bone 50 9 82,00 
Bone Pantai 30 4 86,67 
Bone Raya 20 1 95,00 
Kab. Gorontalo Batudaa Pantai 200 2,25 98,88 
Boliyohuto 150 3,5 97,67 
Kota Gorontalo Pohe 20 0,25 98,75 
Kota Timur 30 0,25 99,17 
Prov. Gorontalo - 14.150 829,75 94,14 


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Gorontalo, (Mei 2007) 
Source : Marine and Fisheries Agency of Gorontalo Province (Mei 2007). 


banyak ditemui di wilayah perairan teluk 
Tomini, terutama pada perairan teluk dengan 
cekungan yang sempit. Oleh sebab itu untuk 
menentukan lokasi budidaya rumput laut yang 
sesuai perlu mempertimbangkan kondisi fisika 
dan kimia perairan (terutama salinitas) dan 
akses ke lokasi budidaya tersebut, serta 
ketersediaan tenaga kerja. 


Karakteristik Pelaku Usaha 


Pembibitan Rumput Laut 

Usaha khusus sebagai penyedia bibit 
rumput laut belum berkembang, pembelian 
bibit rumput laut dilakukan, karena pola tanam 
rumput laut yang dilaksanakan pembudidaya 
adalah panen total. Pola panen total seperti ini 
mengakibatkan setiap kali musim tanam 
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pembudidaya rumput laut harus membeli bibit 
rumput laut dari pembudidaya rumput laut lain 
umumnya dari desa lain dengan harga rata- 
rata Rp. 1.000,-/kg. Pembelian bibit dari 
perairan lain ini dimaksudkan agar rumput laut 
tersebut dapat tumbuh lebih baik 
dibandingkan dengan bibit pembudidaya dari 
perairan yang sama. 

Untuk memenuhi kebutuhan bibit 
rumput laut saat ini sedang diujicoba 
pengembangan kebun bibit oleh Dinas 
Perikanan dan Kelautan Propinsi Gorontalo 
melalui kelompok Taksi Mina Bahari (TMB) 
Kecamatan Kwandang. Diperkirakan untuk 
mensuplai kebutuhan bibit rumput laut pada 
pengembangan usaha budidaya rumput laut 
seluas 2.561 Ha diperlukan pengembangan 
kebun bibit seluas 213 Ha dengan target 
produksi rumput laut basah 68 ton/Ha/tahun. 

Pembinaan pola tanam juga dilakukan 
oleh TMB sebagai upaya mendorong 
pembudidaya menyediakan bibit. Pola yang 
diujicoba adalah: dari 10 tali ris hanya 8 tali ris 
yang diikat rumput laut. Setelah rumput laut 
berumur 30 hari, rumput laut pada 2 tali ris 
dipotong dan digunakan sebagai bibit pada 2 
tali ris yang tersisa. Pada umur 45 hari rumput 
laut dari 6 tali ris dipanen, kemudian bibit dari 


2 tali ris dipindah ke sisa tali ris yang dipanen. 
Upaya ini terus disosialisasikan agar 
pembudidaya dapat menyediakan bibit rumput 
laut sendiri dan tidak harus membeli. 


Pembudidaya Rumput Laut 

Metode budidaya rumput laut yang 
digunakan oleh pembudidaya rumput laut 
adalah metoda Iong line, masyarakat 
setempat menyebutnya metoda “tali panjang”. 
Ukuran luasan budidaya rumput laut per 
longline yang digunakan oleh pembudidaya 
berbeda disetiap lokasi. Di Kecamatan 
Kwandang pembudidaya umumnya 
menggunakan ukuran longline (50 x 50) m 
setara dengan 100 tali ris, di Kecamatan 
Paguyaman Pantai menggunakan ukuran 
longline (40 x 50) m dengan jumlah tali ris 40 
buah, dan ukuran (50 x 100) m dengan 100 tali 
ris. Investasi yang dibutuhkan untuk memulai 
usaha budidaya rumput laut bervariasi, untuk 
longline ukuran (50 x 50) m investasi yang 
diperlukan sekitar Rp. 9 juta, sedangkan untuk 
ukuran (40 x 50) m adalah sekitar Rp. 5 juta. 

Perkiraan kebutuhan biaya investasi 
maupun biaya produksi untuk budidaya 
rumput laut ukuran longline (50 x 50) m 100 tali 
ris dapat dipelajari pada Tabel 2. 


Tabel2. Rata-rata Biaya Investasi, Biaya Produksi dan Pendapatan dari Budidaya 
Rumput Laut Jenis E.cotonii per Siklus Produksi di Desa Ponelo, Kecamatan 
Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, 2007 


Table2. Avarage Investment Cost, Production Cost and Revenue From E. Cotonii Sea Weed 
Culture per Production Cycle in Ponelo Vilage, Kwandang Sub District North Gorontalo 
District, 2007 
Harga Satuan Nilai/Ha 
| . Satuan / (Rp.)/ Nilai (Rp)! (Rp)/ 
No Uraian / Illustration Unit Volume Unit Price Value (Rp.) Value/Ha 
(Rp.) (Rp.) 
A Biaya Investasi / 
`” Investmen Cost 
1 Tali Ris No. 4/ Ris Rope 
No. 4 Rol / Roll 20 35.000 700.000 2.800.000 
2 Tali Ris No. 1,5/ Ris Rope 
No. 1,5 Rol/ Roll 10 26.000 260.000 1.040.000 
3 Tali Jangkar No. 10/ 
Anchor Rope no. 10 Kg 11 24.000 264.000 1.056.000 


4 Tali Bantalan No. 7/ 


Cushion Rope no.7. Kg 11 24.000 264.000 1.056.000 
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Lanjutan Tabel 2 


Harga Satuan Nilai/Ha 
| | Satuan/ — (Rp)/ Nilai (Rp)! — (Rp)/ 
No Uraian / Illustration Unit olume Unit Price Value (Rp) value/Ha 
(Rp.) (Rp.) 
5 Pelampung Botol Agua/ Botol/ 1.500 500 750.000 3.000.000 
Agua Bottle Float Bottle 
6 Jangkar Induk (karung)/ Lembar/ 28 2.500 70.000 280.000 
Main Anchor (Sack) Sheet 
7 Jangkar Samping (karung)/  Lembar/ 8 2.500 20.000 80.000 
Side Anchor (Sack) Sheet 
8 Pelampung Sudut Buah/ 4 125.000 500.000 2.000.000 
(Sterofom) / Corner Float Unit 
9 Pembuatan bantalan Paket / 
Longline / Longline Cushion Package 
Fee 1 600.000 600.000 2.400.000 
10 Perahu/Canoe Buah/ 1 5.500.000 5.500.000 5.500.000 
Total Biaya Investasi/ Total Unit 
Investment Cost 8.928.000 19.212.000 
B. Biaya Operasional/ 
Operational Cost 
1 Bibit Rumput Laut/Sea 
Weed Seed Kg 325 1.000 325.000 1.300.000 
2 Upah pasang cincin dan 
bibit/ Ring and Seed Setting tali ris / ris 
Fee Rope 100 2.500 250.000 1.000.000 
3 Pemeliharaan (5 minggu x 
10 It)/ Maintenance (5 
Weeks x 10 It Liter 50 5.000 250.000 1.000.000 
4 Upah Panen/ Harvesting Tali Ris/ 
Cost Ris Rope 100 2.000 200.000 800.000 
Total Biaya Operasional / 
Total Operational Cost 1.025.000 4.100.000 
C. Produksi / Production 
1 Rumput Laut Basah / Wet 
Sea Weed Kg 2.500 1.000 2.500.000 10.000.000 
2 Rumput Laut Kering/Dry 
Sea Weed Kg 1.000 4.800 4.800.000 19.200.000 
Sumber: Data Primer (Diolah), 2007 / Primary Data (Processed), 2007 
Keterangan: Ukuran Budidaya (50 x 50)m - 100 tali ris. / Culture Media Size (50x 50)m - 100 Ris Rope 
Selama satu tahun pembudidaya dapat Bajo dan Limbatihu terdapat pembudidaya 


membudidayakan rumput laut antara 5 sampai 
6 siklus produksi. Investasi yang cukup besar 
adalah untuk penyediaan perahu, tali dan 
pelampung. 

Produksi rumput laut yang dihasilkan 
pembudidaya pada umumnya dijual dalam 
bentuk rumput laut kering. Pada lokasi di desa 


yang menjual rumput laut dalam bentuk segar 
basah, jumlah pembudidaya ini hanya sedikit. 
Pilihan untuk menjual rumput laut dalam 
bentuk kering, karena harga jualnya yang 
lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dijual 
basah. Harga rumput laut basah berkisar 
antara Rp. 300 s/d Rp. 1.000/kg, sedangkan 
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jika dijual dalam bentuk kering harganya 
mencapai Rp. 4.000 s/d Rp. 4.800/kg. Harga 
rumput laut umumnya rendah terjadi pada 
daerah yang akses pemasarannya sulit, 
sedangkan pada lokasi dengan akses 
pemasaran yang baik harga rumput laut yang 
diterima pembudidaya cenderung relatif baik. 

Rumput laut E.cotonii yang telah 
dikeringkan oleh pembudidaya umumnya 
kadar air berkisar antara: 30 -35%. Rendemen 
rumput laut dari basah menjadi kering 
bervariasi dari 7 : 1 sampai 10: 1. Pada kasus 
yang terakhir konversi tersebut menunjukkan 
dari rumput laut basah sebanyak 100 kg, maka 
setelah dikeringkan akan menjadi 10 kg 
rumput laut kering. 


Pedagang 


Pedagang Pengumpul Desa 

Pedagang pengumpul desa berfungsi 
membeli rumput laut kering dari pembudidaya 
di sekitar desa atau desa tetangga. Jumlah 
pedagang pengumpul desa pada setiap lokasi 
berkisar 1-2 orang. Harga beli rumput laut 
ditingkat pedagang pengumpul desa terdiri 
dari dua harga, pada lokasi budidaya yang 
akses transportasi kurang memadai umumnya 
harga beli pedagang pengumpul pada 
pembudidaya lebih rendah, sedangkan pada 
lokasi budidaya yang akses transportasi lebih 
baik maka harga yang diterima pembudidaya 
lebih tinggi. 

Untuk memperoleh rumput laut 
pedagang pengumpul desa umumnya 
memberi modal usaha kepada pembudidaya 
rumput laut atau membantu membiayai 
kebutuhan hidup sehari-hari pembudidaya 
rumput laut. Dengan cara yang demikian maka 
pembudidaya rumput laut harus menjual hasil 
panen rumput laut kepada pedagang 
pengumpul desa. Pedagang pengumpul desa 
akan memperhitungkan nilai hasil panen 
dengan pengeluaran yang dikeluarkan 
pedagang kepada pembudidaya rumput laut. 
Kekurangan pembayaran biasanya dibayar 
tunai oleh pedagang pengumpul desa. Pada 
saat itu pedagang pengumpul desa 


memberikan pinjaman modal untuk 
pembudidaya. 
Pedagang Kecamatan 

Pedagang kecamatan ini hanya 


terdapat di Kecamatan Dulupi. Pedagang 
kecamatan ini menerima rumput laut dari 
pedagang pengupul desa di pasar kecamatan. 
Pedagang kecamatan ini merupakan 
pedagang yang membeli hasil petanian, jadi 
bukan pedagang yang khusus membeli 
rumput laut. 

Pedagang kecamatan ini menerima 
juga rumput laut kering yang dijual petani. dan 
pedagang ini sangat membantu memasarkan 
rumput laut dari desa-desa dengan akses 
transportasi darat yang sulit terutama dari 
desa-desa di sekitar Teluk Tomini. Rumput laut 
yang telah terkumpul pada pedagang 
kecamatan akan diambil oleh pedagang besar 
jika volumenya telah mencapai lebih dari 1 
ton. 


Pedagang Besar 

Pedagang besar adalah para 
pedagang yang membeli rumput laut dari 
pedagang pengumpul ditingkat desa maupun 
pedagang pengumpul tingkat kecamatan. 
Berdasarkan hasil survey diperoleh informasi 
bahwa hanya terdapat 2 pedagang besar di 
Gorontalo dan pedagang tersebut berada di 
Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo 
Utara. 

Pedagang besar yang pertama 
merupakan perwakilan dari perusahaan 
pengolahan rumput laut di Surabaya yaitu: PT. 
Amarta Carragenan Indonesia (PT. ACI), 
sedangkan pedagang besar yang kedua 
adalah perwakilan dari PT. Sumber Nelayan 
Manado. 

Biaya pengiriman barang dari Gorontalo 
ke Surabaya dan Manado ditanggung oleh 
perusahaan tersebut. Pengiriman ke 
Surabaya menggunakan kontainer melalui 
pelabuhan Anggrek. Setiap kali pengiriman ke 
Surabaya menggunakan kontainer dengan 
minimal pengiriman 15 ton (t 250 karung @ 60 
kg). Sementara pengiriman ke Manado 
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dengan truk. Biaya pengiriman rumput laut per 
kontainer dari Gorontalo ke Surabaya sekitar 
Rp. 6,5 juta, sedangkan biaya pengirimam 
rumput laut dari Gorotalo ke Manado Rp. 1,5 
juta per truk. Rumput laut sekitar 70 persen 
dikirim ke Surabaya dan sisanya dikirim 
pedagang besar ke Manado. 

Aktivitas pedagang besar tersebut 
menyerap tenaga kerja untuk pengepakan dan 
bongkar muat. Tenaga kerja yang 
diperkerjakan oleh pedagang besar di 
Kecamatan Kwandang terdiri dari tenaga kerja 
tetap dan tenaga harian lepas. Tenaga kerja 
tetap terdiri dari 4 orang yang bertugas untuk 
menjaga dan mengawasi gudang serta 
menerima rumput laut dari pedagang 
pengumpul. Jumlah tenaga harian lepas 
tergantung pada jumlah rumput laut diperoleh, 
rata-rata penggunaan tenaga harian lepas 
adalah 15 20 orang dan upah mereka adalah 
Rp. 1.250/karung. 

Pada penjualan rumput laut pedagang 
pengumpul akan memperoleh biaya 
penggantian karung sebesar Rp. 2.250 per 
karung (ukuran 60 kg). Sebagai catatan harga 
karung 500 lembar ukuran (75 x 115) cm 
adalah Rp. 1,125 juta. 

Sistem pembayaran ke pedagang 
pengumpul adalah tunai pada saat rumput laut 
ditimbang. Dan beberapa pedagang 
pengumpul tetap diberikan modal untuk 
membeli rumput laut dari pembudidaya. 


Transportasi 

Pada lokasi-lokasi yang terisolasi 
dengan akses jalan menuju lokasi budidaya 
sangat sulit dan jalan masih tanah atau 
berbatu maka transportasi yang digunakan 
oleh pembudidaya untuk menjual hasil panen 
rumput laut ke pedagang pengumpul 
umumnya menggunakan perahu. Hal ini 
dilakukan jika volume rumput laut yang 
diangkut kurang dari satu ton. Jika volume 
rumput laut yang akan dibawa lebih dari 1 ton, 
maka alat transportasi yang dapat digunakan 
adalah mobil pick up atau truk. 

Pada lokasi dengan akses transportasi 
cukup baik, maka alat transportai yang 
digunakan oleh pedagang pengumpul untuk 


menjual hasil ke pedagang besar adalah 
dengan menggunakan mobil pick up atau truk. 
Dilain pihak, alat transportasi yang digunakan 
oleh pedagang besar ke Surabaya adalah 
kapal laut. Akses pengiriman barang menuju 
Surabaya dilakukan melalui Pelabuhan 
Anggrek. Untuk pengiriman rumput laut ke 
Manado dilakukan dengan menggunakan truk 
melalui jalan darat, perjalanan ke Manado 
berkisar antara 7 jam sampai 10 jam. 


Jasa Pendukung 

Sarana produksi utama yang diperlukan 
untuk usaha budidaya rumput laut terdiri dari 
pelampung dan tali. Pelampung yang 
digunakan dapat berupa steroform (untuk 
pelampung sudut) dan botol agua untuk 
pelampung tiap titik tali ris. Sedangkan tali 
yang digunakan berupa tali untuk tali ris, tali 
pelampung dan tali jangkar ukuran tali dapat 
dilihat pada Tabel 2. Jasa penyedia sarana 
produksi ini tidak seluruhnya dapat diperoleh 
pembudidaya di sekitar lokasi budidaya 
terutama di desa dan kota kecamatan. 
Sebagian besar sarana produksi yang harus 
dibeli di kota Gorontalo. Sarana produksi yang 
dapat dibeli di sekitar lokasi budidaya 
(ditingkat desa, kecamatan atau kabupaten) 
adalah botol bekas minuman air meneral, 
sedangkan tali dan pelapung sudut dengan 
menggunakan steroform harus di beli di kota 
Gorontalo. 

Pada, lokasi budidaya di Kwandang 
Taksi Mina Bahari dapat menyediakan sarana 
produksi kebutuhan budidaya rumput laut 
sesuai pesanan, dengan demikian 
pembudidaya tidak perlu membeli ke kota 
Gorontalo. Saat ini kemampuan TMB melayani 
keperluan pembudidaya masih terbatas, 
sehingga pelayanan hanya disediakan 
kepada anggota TMB. 

Jasa layanan perbankan umumnya 
hanya dimanfaatkan oleh pedagang 
pengumpul dan pedagang besar dalam 
melakukan transfer uang hasil transaksi jual 
beli rumput laut. Umumnya sistem 
pembayaran yang digunakan oleh pedagang 
pengumpul adalah dengan cara tunai pada 
saat rumput laut diterima pedagang, namun 
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jika terjadi kekurangan uang kepada 
pedagang pengumpul dilakukan melalui jasa 
layanan perbankan, salah satu pedagang 
pengumpul yang memanfaatkan transaksi 
jasa perbankan ini adalah pedagang 
pengumpul di Desa Bajo, Kecamatan 
Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Bank yang 
sering dmanfaatkan dalam transaksi ini adalah 
Bank Mandiri Cabang Gorontalo. Sampai saat 
ini pembudidaya rumput laut belum pernah 
memanfaatkan jasa perbankan untuk 
membiayai kegiatan usaha budidaya atau 
transaksi jual beli. Dari sisi perbankan usaha 
budidaya rumput laut ini masih dianggap 


belum bankable, sehingga belum layak 
menerima kredit perbankan. 
Rantai Pemasaran 

Rantai pemasaran rumput laut di 


Propinsi Gorontalo secara ringkas terdiri dari 
beberapa simpul, yaitu: pembudidaya, 
pedagang pengumpul (tingkat desa/ 
kecamatan dan Taksi Mina Bahari) serta 
pedagang besar. 

Harga yang diterima oleh pembudidaya 
tergantung hubungan pembudidaya dengan 
pedagang pengumpul. Pembudidaya yang 
mempunyai ikatan dengan pedagang 
pengumpul melalui modal usaha atau memiliki 
pinjaman dari pedagang pengumpul untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 
menerima harga Ro. 100,-/kg lebih rendah dari 
pembudidaya tanpa ikatan apapun dengan 
pedagang pengumpul. Pada lokasi-lokasi 
dimana akses transportasi sulit untuk dilalui 
seperti berbukit, jalan masih berupa tanah 
atau berbatu maka pembudidaya rumput laut 
umumnya mempunyai keterikatan dengan 
pedagang pengumpul desa. Keberadaan 
pedagan tersebut sangat berperan dalam 
mendistribusikan rumput laut hasil panen 
pembudidaya agar dapat dijual keluar desa. 

Di Kecamatan Kwandang dan Anggrek 
akses pembudidaya rumput laut atau 
pedagang pengumpul desa lebih baik 
dibandingkan dengan pelaku usaha di daerah 
Teluk Tomini. Rasio harga yang diterima 
pembudidaya terhadap harga yang diterima 


pedagang besar sekitar 95 persen, artinya 
selisih harga yang diterima pembudidaya 
dengan harga pada pedagang besar cukup 
wajar. Perbedaan harga tersebut disebabkan 
ongkos angkut, biaya pengemasan dan jasa 
lainnya. 

Pada wilayah dengan infrastruktur yang 
sulit seperti Desa Limbatihu, Desa Bubaa, 
Desa Bajo dan Desa Pentadu Barat di wilayah 
Teluk Tomini, rasio harga yang diterima 
pembudidaya terhadap harga yang diterima 
pedagang besar sekitar 82 persen, artinya 
selisih harga yang diterima pembudidaya 
dengan harga pada pedagang besar lebih 
besar dibandingkan pembudidaya rumput laut 
di Kwandang. Hal ini menunjukkan akses 
pedagang besar terhadap pembudidaya 
rumput laut akan mempengaruhi harga rumput 
laut. Pada lokasi dengan akses yang sulit, 
maka pembudidaya akan memperoleh harga 
rumput laut lebih rendah dari pembudidaya 
dengan akses yang baik. 

Secara ringkas rantai pemasaran pada 
dua tipikal infratruktur di Gorontalo : daerah 
terisolasi (wilayah Teluk Tomini) dan tidak 
terisolasi (wilayah Laut Sulawesi) dapat dilihat 
pada tampilan Gambar 1. 


Persfektif Klaster Rumput Laut Gorontalo 


Prinsip Klaster 
Sebagai gambaran tidak semua klaster 
yang terdapat di Indonesia dapat berjalan 
dengan sempurna Abdullah (2000). Seperti 
yang dikemukakan oleh Nasution (2006) 
beberapa klaster setelah diimplemetasikan 
dapat beroperasi dengan baik, namun 
sebagian klaster terlihat tidak dapat 
beroperasi seperti yang diharapkan. 
Kegagalan berfungsinya klaster tersebut 
menurut Humphrey dan Schmitz (1995), 
karena pembentukan klaster tersebut kurang 
mempertimbangkan prinsip: customer 
oriented, collective dan cumulative. 
Keberhasilan klaster yang terdapat di 
beberapa daerah di Indonesia, ditentukan 
sekurangnya oleh 3 prinsip tersebut. 
Pengembangan klaster 
berorientasi 


yang 
pada consumer oriented 


204 Struktur Bisnis Klaster Rumput Laut Gorontalo (Armen Zulham, dan Tenny Apriliani) 


dimaksudkan untuk menyesuaikan hasil 
produksi klaster dengan permintaan pasar, 
dengan demikian unit usaha yang terdapat 
dalam klaster tidak menjalankan usahanya 
berdasarkan supply oriented, sehingga unit 
usaha tersebut dapat berkompetisi untuk 
meperoleh pangsa pasar dengan 
menentukan cara (teknologi dan jaringan 
kerja) dalam memenuhi permintaan pasar 
sesuai dengan standar yang diinginkan 
pembeli. 

Klaster yang dikembangkan merupakan 


DAERAH TERISOLASI 
/ REMOTE AREA 


Pembudidaya Rumput Laut 
/Seaweed farmer 
Harga: Rp. 4.000/kg kering 
/Price : Rp. 4.000/kg dried 


| 


Pedagang Pengumpul Desa/ Village 
Collector Merchant 
Harga : Rp. 4.300/kg kering 
/Price : Rp. 4.300/kg dried 


| 


Pedagang Pengumpul Kecamatan/ District 
Collector Merchant 
Harga : Rp. 4.500/kg kering 
(Price : Rp. 4.500/kg dried 


S 


kumpulan dari unit-unit usaha yang secara 
kolektif dapat memperbaiki kinerja dari klaster. 
Kumpulan dari unit usaha yang mempunyai 
orientasi yang sama ini dapat mengurangi 
berbagai biaya transaksi dalam distribusi 
barang. Sebagai contoh kolektivitas ini sangat 
diperlukan jika pasar meminta pasokan 
rumput laut dalam jumlah besar, jumlah yang 
demikian tidak dapat dipenuhi oleh satu unit 
usaha kecuali dipenuhi oleh beberapa unit 
usaha didalam klaster tersebut. Dengan 
kolektif seperti ini, unit-unit usaha tersebut 


DAERAH TIDAK TERISOLASI/ 
Non REMOTE AREA 


Pembudidaya Rumput Laut 
/Seaweed farmer 
Harga: Rp. 4.650/kg kering 
[Price : Rp. 4.650/kg dried 


Taksi Mina Bahari & Pedagang 
Pengumpul / Marine Taxi & 
Collector Merchant 
Harga : Rp. 4.800/kg kering 
/Price : Rp. 4.800/kg dried 


| 


Pengumpul besar (perwakilan dari PT. 
Amarta Carragenan 
Indonesia)/Wholesaler (Agency of PT. 
Amarta Carragenan Indonesia) 
Harga : Rp. 4.900/ kg kering 
/Price : Rp. 4.900/kg dried 


Ongkos angkut 
(container)/Transportation cost : 
Rp. 6.500.000,-; 
minimal/minimum 15 ton 


PT. Amarta Carragenan Indonesia- 
Gempol (Surabaya) 
Harga min.: Rp. 5.350/ kg kering 
/Min,Price : Rp. 5.350 /kg dried 


Gambar 1. 
Figure 1. 


Pengumpul besar /Wholesaler 
Harga : Rp. 4.900/ kg kering 


/Price : Rp. 4.900/kg dried 


Ongkos angkut (truk) 
transportation cost (truck): 
Rp. 1..500.0; max. 6 ton 


PT. Sumber Nelayan — Menado 
Harga min. : Rp. 5.150/ kg kering 
/ Min.Price : Rp. 5.150/kg dried 


Rantai Pemasaran Rumput Laut di Propinsi Gorontalo, 2007 
Seaweed Marketing Chain in Gorontalo Province, 2007. 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.2 No.2, 2007 205 


Unit usaha dalam klaster yang telah 
berkembang secara kolektif dapat mendorong 
peningkatan akumulasi kinerja klaster tanpa 
tergantung dari upaya (intervensi) dari luar. 
Walaupun pada awalnya untuk membangun 
klaster diperlukan intervensi dari luar, namun 
tujuan dari intervensi ini adalah untuk 
memperbaiki kapabilitas dari masing-masing 
unit usaha untuk mendorong terjadinya 
hubungan usaha yang sinergis antara seluruh 
unit usaha secara kumulatif dengan pasar 
secara independen. 


Bentuk Klaster Rumput Laut 

Sesuai dengan hasil identifikasi dilokasi 
penelitian maka, komponen-komponen 
pembentuk klaster rumput laut di Provinsi 

Gorontalo dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

1. Kelompok unit usaha yang mendukung 
proses produksi, unit usaha ini terdiri dari: 
usaha pembibitan rumput laut dan usaha 
penyedia sarana produksi. 

2. Kelompok unit usaha proses produksi 
rumput laut, unit usaha ini terdiri dari: 
usaha budidaya rumput laut. 

3. Kelompok unit usaha jasa distribusi 
barang, unit usaha ini terdiri dari unit usaha 
perdagangan dan transportasi barang. 

4. Kelompok jasa pendukung, yang terdiri 
dari lembaga keuangan, dan pemerintah. 

Unit usaha pembentuk klaster tersebut 
dalam menjalankan usahanya harus berfungsi 
sinergi satu dengan lainnya dengan 
menempatkan diri secara proporsional pada 
posisi masing-masing. Fungsi itu dibangun 
berdasarkan hubungan kedepan (forward 
lingkages), dan hubungan kebelakang 

(backward lingkages) dari masing masing unit 

usaha. 

Pada industri rumput laut di Provinsi 
Gorontalo, pedagang besar adalah yang 
menjadi core utama yang menggerakkan 
pengembangan rumput laut di wilayah 
tersebut. Hal ini disebabkan karena industri 
pengolah rumput laut belum terdapat di 
wilayah ini. Bentuk hubungan kedepan dan 


kebelakang dari pedagang besar dalam 
klaster rumput laut Gorontalo dapat 
diperhatikan pada Gambar2. 

Hubungan kebelakang pedagang 
besar tergantung pada pedagang pengumpul 
desa dan kecamatan, pembudidaya rumput 
laut, taksi Mina Bahari, Sementara keterkaitan 
kedepan dari pedagang rumput laut 
tergantung pada jasa transportasi darat, laut, 
PT. ACI dan PT. Sumber Nelayan serta jasa 
pendukung (perbankan dan unit kerja 
pemerintah). Saat ini keterkaitan kedepan dan 
kebelakang dari klaster tersebut belum tertata 
dengan baik, hubungan kebelakang dan 
kedepan pedagang besar dengan unit usaha 
pendukungnya telah dibangun secara alami 
dalam bentuk integrasi vertikal. Artinya setiap 
unit usaha yang terlibat dalam bisnis rumput 
laut tersebut saling membutuhkan. Hubungan 
yang demikian akan dapat mempengaruhi 
kinerja unit usaha kecil dengan modal yang 
terbatas. Jika pemerintah akan melakukan 
upaya untuk mendirikan industri pengolahan 
produk setengah jadi dalam bentuk Semi 
Refines Carragenan (SRC), maka upaya 
tersebut dapat merusak tatanan rantai 
pemasaran yang telah dibangun oleh 
pedagang besar, dan akan terjadi konflik 
dalam bisnis rumput laut. 

Keberhasilan tersebut tergantung 
kemampuan dari industri SRC dalam 
memobilisasi dana untuk membeli rumput laut 
kering dan membiayai operasional industri 
tersebut. Sebagai gambaran pedagang besar 
yang tidak mempunyai pabrik pengolahan di 
Kwandang, rata-rata dalam satu hari harus 
menyediakan dana tunai untuk membeli 
rumput laut sekitar Rp. 20 juta - Rp. 25 juta 
untuk mendukung pedagang-pedagang 
pengumpul yang membeli rumput laut di 
berbagai lokasi di Gorontalo. Dana tunai 
tersebut akan kembali lagi kepada pedagang 
besar dalam seminggu. Hal itu berarti 
pedagang besar tersebut sekurang- 
kurangnya harus menyediakan dana tunai 
selama seminggu sekitar Rp. 140 juta hingga 
175 juta untuk membeli rumput laut kering. 
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Keterkaitan ke Belakang 
/Backward Lingkages 


Usaha Budidaya 
Rumput 
Laut/Seaweed 
culture bussines 


TMB 


Usaha Pembenihan 
Rumput 


Laut/Seaweed 
Breeding Bussines 


Sarana Produksi Budidaya 
Rumput Laut / Input 
Production of Seaweed 
culture 


Pedagang 
Pedagang Pengumpul 
Pengumpul A Kecamatan/ District 
Desa/Village Collector Merchant 
Collector 5 
Merchani Pedagang Besar di 
Kwandang/ 
Wholesaler in ) 
Kwandang TA 
N—— Jasa Transportasi 


Jasa Transportasi 
darat/ 
LandTransportation 
Services 


PT. ACI 
Surabaya 


Keterkaitan ke Belakang / 
Forward Lingkages 


Laut/Sea 
Transportation 
Services 


Jasa Pendukung 


/Supporting Services 

PT. Sumber Laa $ 
Nelayan 

Manado Jasa Perbankan/ 

Banking Services 


Instansi Pemerintah 
/Government 
Institution 


Gambar 2. Keterkaitan Kedepan dan Kebelakang Klaster Rumput Laut di Provinsi Gorontalo 


Figure 2. 


Demikian juga memfungsikan TMB 
sebagai pedagang besar atau pengelola 
industri SRC dengan dukungan dana dari 
pemerintah dapat berakibat pada rendahnya 
target yang dicapai, karena TMB tersebut tidak 
mempunyai rantai untuk memasarkan produk 
yang dibelinya ke luar Gorontalo. Dengan 
demikian TMB tetap akan menjual rumput laut 
tersebut kepada pedagang besar yang ada di 
Kwandang. 

Terkait dengan pengembangan 
rumput laut maka dalam tatanan klaster 
tersebut, maka jika pemerintah akan 


Forward and Backward Lingkages of The Seaweed Clusterin Gorontalo. 


mengembangkan rumput laut maka TMB lebih 
baik diarahkan untuk membangun dan 
mengkoordinasikan kegiatan yang berbasis 
pembibitan rumput laut dan penyediaan 
sarana produksi untuk pembudidaya rumput 
laut. Hal ini terkait dengan kesulitan bibit 
rumput laut yang kerap disampaikan oleh 
pembudidaya. Selanjutnya dalam jangka 
panjang pemerintah mendorong melalui 
kebijakan pemberian insentif kepada 
pedagang besar untuk membangun industri 
SRC di Gorontalo. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
KEBIJAKAN 


Komponen-komponen pembentuk 
klaster rumput laut telah terbentuk secara 
alami di Gorontalo. Komponen-komponen 
tersebut terdiri dari jenis usaha pendukung 
proses produksi, jenis usaha proses produksi 
rumput laut, jenis usaha perdagangan dan 
distribusi, jenis usaha jasa pendukung. Saatini 
komponen-komponen tersebut belum tertata 
dengan baik, sehingga kinerja dari industri 
rumput laut di Gorontalo belum optimal. 

Terkait dengan upaya memfungsikan 
klaster rumput laut, maka terdapat tiga prinsip 
yang perlu dipertimbangkan agar klaster 
tersebut berfungsi secara optimal, pertama, 
unit usaha dalam klaster rumput laut harus 
berorientasi pada permintaan konsumen 
(consumer oriented), klaster harus bersifat 
kolektif, dan klaster dapat memperbaiki daya 
saing secara kumulatif. 

Disamping itu untuk menumbuhkan 
klaster, diperlukan tiga tahapan dalam 
pengembangan klaster, tahapan pertama 
adalah tahap persiapan yang dikenal sebagai 
tahap pembangunan klaster (Build B), tahap 
kedua adalah tahap konsolidasi disebut 
sebagai tahap operasi (Operated- O), dan 
tahap ketiga adalah tahap independensi 
beroperasinya (Transfer T)klaster. 

Pengembangan klaster rumput laut di 
Gorontalo memerlukan pembenahan, karena 
terdapat daerah produksi yang 
infrastrukturnya sangat sulit, sehingga 
berpotensi terjadi asimetris informasi harga 
bahan baku rumput laut kering dibutuhkan 
pasar. Asimetris informasi tersebut saat ini 
belum mempengaruhi kinerja pembudidaya. 

Dengan demikian pengembangan 
klaster rumput laut di Gorontalo harus 
memperhatikan keterkaitan kebelakang dan 
keterkaitan kedepan dari core bisnis rumput 
laut. Core yang menghela bisnis rumput laut di 
Gorontalo saat ini adalah pedagang besar. 
Oleh sebab itu untuk membangun industri 
pengolahan didaerah ini, keikutsertaan 


pedagang besar perlu dipertimbangkan. 
Pedagang besar tersebut perlu diberi insentif 
agar mereka mau membangun industri 
pengolahan rumput laut (chip atau powder) di 
Gorontalo. Disamping itu TMB dapat 
diarahkan untuk membangun dan 
mengkoordinasikan usaha pembibitan rumput 
laut dan sarana yang diperlukan oleh 
pembudidaya rumput laut, sehingga 
keberadaannya mempunyai arti penting dalam 
pengembangan rumput laut di Gorontalo. 
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STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK NELAYAN 
SEBAGAI KELEMBAGAAN PENGELOLA WADUK DI PERAIRAN 
WADUK WADAS LINTANG, KABUPATEN WONOSOBO 


Oleh 
Fatriyandi Nur Priyatna' dan Kunto Purnomo? 


ABSTRAK 


Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari kelembagaan lokal yang ada di Waduk Wadas Lintang dan 
peluang serta upaya pengembangannya menjadi kelembagaan pengelola waduk. Penelitian dilakukan di 
empat desa di Kecamatan Wadas Lintang, Waduk Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa 
Tengah pada bulan Agustus - Oktober tahun 2006. Pemilihan ini didasari pertimbangan mengenai 
konsentrasi nelayan, sifat kelembagaan nelayan yang sudah ada dan aksesibilitas lokasi. Metodologi yang 
digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan studi kasus intrinsik, yaitu penetapan tujuan penelitian 
dilakukan berdasarkan ketertarikan suatu fenomena kelembagaan nelayan di perairan waduk. Data primer 
yang dikumpulkan terkait dengan kelembagaan lokal dan persepsi masyarakat terhadap status 
pemanfaatan sumberdaya perikanan. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja dan pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok dan pengamatan. Analisis data 
menggunakan pendekatan model interaksi dengan alat analisis data berupa pendekatan kelembagaan dan 
prinsip-prinsip co-management. Hasil penelitian menunjukkan kelembagaan yang ada adalah 
kelembagaan formal dan kelembagaan informal dan memiliki pengaruh signifikan terhadap faktor 
penerimaan anggota terhadap keberadaan dan fungsi kelembagaan lokal serta tingkat partisipasi anggota 
yang lebih tinggi pada kelembagaan formal. Pilihan strategi fasilitasi dapat diterapkan oleh pemerintah 
dalam upaya pengembangan kelembagaan kelompok nelayan dengan melalui tahapan pembentukan dan 
penyusunan kelembagaan, penguatan: dan pengembangan kelompok nelayan menggunakan pendekatan 
partisipasi dan “learning process” dalam semua proses pengambilan keputusan. 


Kata Kunci : Waduk Wadas Lintang, Kelembagaan Lokal, Kelompok Nelayan, Strategi Fasilitasi 


Abstract : Strategy for Local Fisheries Local Institution Development as Reservoir Management 
Authority at the Wadas Lintang Reservoir of Wonosobo District. By Fatriyandi Nur 
Priyatna and Kunto Purnomo 


The objectives of this research were to study local institution at the Wadas Lintang reservoir and its 
opportunity to be promoted as a reservoir management authority. The research was conducted in August to 
October 2006 using gualitative and intrinsic case study at four villages of Wadas Lintang Sub District, 
Wonosobo District, Central Java Province considering fishers concentration sites, current local fishers 
institution and also sites' accessibility. Primary data were mostly related to current local fishers institution and 
resource utilization perception which were collected using in depth interview, group discussion and 
observation from informants which were selected using purposive technigue. Data were analyzed 
descriptively using interaction model technique with institutional theory and co-management principles. 
Results indicated that there were formal and informal local institution which is significantly influenced to the 
members' acceptance of institution existence and roles and also the level of member's participation which is 
higher at formal institution. Facilitating strategy could be chosen by local government as fishers local 
institution development strategy following the stage of initiating, developing and empowering local institution 
with participation and learning process approach on each stages. 


Key words : Wadas Lintang Reservoir, Local Institution, Fishers Institution, Facilitating Strategy 
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PENDAHULUAN 


Rezim pemerintahan yang memiliki 
semangat desentralisasi diamanatkan dalam 
UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi 
Daerah yang dalam perjalanannya mengalami 
penyempurnaan-penyempurnaan hingga 
akhirnya dikeluarkan UU No 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi 
dapat diartikan sebagai pendelegasian 
kewenangan dan tanggungjawab atas fungsi- 
fungsi publik dari pemerintah pusat kepada 
daerah atau lembaga pemerintah semi- 
independen atau juga kepada swasta dan 
lembaga masyarakat (Cohen and Peterson, 
1999; Rondinelli, 1999: Smith, 1985 dalam 
Satria and Matsida, 2004). Dengan 
dikeluarkannya payung hukum atas 
desentralisasi, maka dimungkinkan 
pemerintah daerah beserta masyarakat untuk 
mengoptimalkan sumberdaya yang ada 
sebagai sebuah bagian dari strategi 
pembangunan berkelanjutan. 

Salah satu wacana yang berkembang 
terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan 
sumberdaya perikanan yang selaras dengan 
pembangunan berkelanjutan adalah konsep 
co-management. Secara sederhana, co- 
management merupakan sebuah konsep 
pengelolaan sumberdaya yang dilakukan 
secara bersama-sama antara pemerintah 
dengan masyarakat (Pomeroy and Berkes, 
1997, Jentoft et al, 1998). Konsep pengelolaan 
secara bersama-sama antara pemerintah dan 
masyarakat dalam arti yang berbeda juga 
mensyaratkan adanya pembagian atau 
pendelegasian kewenangan dari otoritas 
tertinggi kepada masyarakat (Jentoft et al, 
1998). Dalam hal ini salah satu tujuan dari co- 
management termasuk di dalamnya adalah 
menciptakan keikutsertaan yang jauh lebih 
besar bagi masyarakat dalam proses 
pengelolaan sumberdaya perikanan, 
kemandirian kelembagaan lokal dan juga 
peran serta aktif dalam proses pengambilan 
keputusan terkait kebijakan pembangunan 
perikanan (Pomeroy and Berkes, 1997). 


Dengan demikian, sebenarnya terdapat 
hubungan yang erat antara konsep 
desentralisasi dengan konsep pengelolaan 
sumberdaya berbasis co-management. Jika 
dilihat dari tujuan yang ingin dicapai dalam 
implementasi co-management pada 
pengelolaan sumberdaya perikanan maka 
searah dengan semangat dari desentralisasi 
yaitu menciptakan demokrasi dan 
pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, 
laporan USAID pada tahun 1983 (Uphoff, 
1986), menyebutkan bahwa kelembagaan 
publik yang efektif merupakan hal yang sangat 
esensial bagi suatu negara dan mampu 
memberikan solusi mandiri bagi banyak 
masalah yang muncul dalam suatu 
pembangunan. Lebih lanjut Uphoff 
menyebutkan bahwa pembangunan dan 
pengembangan kelembagaan dapat 
dipandang sebagai suatu jenis investasi 
jangka panjang dan harus memberikan porsi 
yang seimbang bagi pengembangan 
kelembagaan lokal. Penelitian yang dilakukan 
dalam tulisan ini bertujuan untuk mempelajari 
kelembagaan lokal yang ada di Waduk Wadas 
Lintang dan peluang serta upaya 
pengembangannya menjadi kelembagaan 
pengelola waduk. 


METODE 


Metode Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu 
melibatkan interpretasi dan juga pendekatan 
naturalistik terhadap subjek penelitian, serta 
tidak jarang menggunakan berbagai metode 
atau pendekatan pada satu fokus kajian 
(Denzin and Lincoln, 1994). Sementara itu, 
studi kasus digunakan untuk membatasi fokus 
dan subjek penelitian pada hal-hal atau kasus 
yang terkait dengan kelembagaan nelayan. 
Seperti yang dijelaskan oleh Stake (1994) 
bahwa studi kasus bukanlah sebuah pilihan 
metodologi penelitian, namun hanya sebuah 
pilihan untuk meneliti objek atau subjek 
penelitian. Studi kasus yang digunakan 
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bersifat studi kasus intrinsik, yaitu didorong 
oleh suatu ketertarikan pada suatu fenomena 
tertentu dan bukan sebagai upaya untuk 
membangun suatu teori, walaupun tidak 
dibatasi untuk sama sekali tidak 
diperkenankan membangun suatu teori 
(Stake, 1994). Hal yang mendasari 
penggunaan studi kasus intrinsik adalah 
adanya keinginan untuk mempelajari dan 
mengeksplorasi fenomena kelembagaan 
nelayan yang ada di lokasi penelitian berikut 
peluang pengembangannya. 


Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada empat desa 
di Kecamatan Wadas Lintang, Waduk Wadas 
Lintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa 
Tengah pada Bulan Agustus Oktober Tahun 
2006. Keempat desa tersebut adalah Desa 
Wadas Lintang, Sumberrejo, Elorejo dan 
Kaligowong. Keempat desa dipilih 
berdasarkan hasil analisis data sekunder yaitu 
hasil penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya dan diskusi dengan Dinas 
Peternakan dan Perikanan Kabupaten 
Wonosobo. Selain itu, pertimbangan 
pemilihan empat desa juga melihat dari 
konsentrasi nelayan yang lebih banyak 
tersebar di keempat desa tersebut, sifat 
kelembagaan nelayan baik formal dalam 
bentuk unit koperasi dan non-formal dalam 
bentuk kelompok nelayan yang sudah ada 
serta aksesibilitas lokasi. 


Sumber Data 

Data primer didapatkan dari para 
informan yang terdiri dari petugas Dinas 
Peternakan dan Perikanan Kabupaten 
Wonosobo dan masyarakat nelayan. Data 
primer yang dikumpulkan terkait dengan 
kelembagaan lokal yang ada di masyarakat, 
seperti sejarah, inisiasi dan tujuan 
pembentukan, fungsi dan peran 
kelembagaan. Data terkait persepsi 
masyarakat terhadap status pemanfaatan 
sumberdaya perikanan juga dikumpulkan 
untuk melihat sejauhmana persepsi 


masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan 
sumberdaya perairan. Sementara data 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah laporan-laporan statistik perikanan dari 
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 
Wonosobo serta hasil-hasil penelitian yang 
dilakukan oleh PRPT terkait dengan 
pemanfaatan perairan. 
Metode Pemilihan Informan dan 
Pengumpulan Data 

Pemilihan informan dilakukan secara 
disengaja bagi informan-informan kunci yaitu 
ketua kelompok nelayan dan atau pengurus, 
anggota kelompok nelayan dan petugas 
penyuluhan. Sementara pengumpulan data 
primer dilakukan melalui dua teknik, yaitu 
teknik wawancara mendalam dan 
pengamatan. Wawancara mendalam 
dilakukan dengan menggunakan cara dan 
suasana yang berbeda bagi setiap informan 
disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan 
yang ada. Kondisi dan keterbatasan tersebut 
meliputi ketersediaan waktu, tempat dan alat 
bantu pengumpulan data. Informan adalah 
orang-orang yang dianggap banyak 
mengetahui dan terlibat langsung dalam 
permasalahan atau kasus yang ada di lokasi 
penelitian. Pengumpulan data di Desa Wadas 
Lintang dan Kali Gowong juga dilakukan 
dengan teknik diskusi oleh kelompok. 


Kerangka Pendekatan Studi dan Metode 
Analisis Data 

Kelembagaan lokal dan keterkaitannya 
dengan pola pengelolaan dan pemanfaatan 
sumberdaya perikanan merupakan elemen 
kunci di dalam upaya-upaya memberdayakan 
masyarakat untuk mengelola secara 
bertanggungjawab sumberdaya yang ada 
sesuai dengan semangat desentralisasi. 
Terkait dengan tujuan penelitian yang 
mempelajari kelembagaan lokal di masyarakat 
nelayan perairan waduk dan upaya-upaya 


pengembangannya, maka hal-hal seperti 
faktor dan tujuan pembentukan kelembagaan 
lokal, representasi keanggotaan, tingkat 
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penerimaan anggota, tingkat partisipasi 
anggota dalam pengambilan keputusan, 
fungsi kelembagaan lokal sebagai parameter 
yang diamati. Sementara itu, Uphoff (1986), 
menyebutkan bahwa terdapat tiga strategi 
yang berbeda yang mampu dijalankan oleh 
pemerintah terkait dengan peranan yang 
dijalankannya. Ketiga pilihan strategi ini 
mewakili tingkatan yang berbeda dari 
keterlibatan “pihak luar” dalam permasalahan 
kelembagaan lokal (kelompok), serta juga 


Pengumpulan 
Data/Data 
Collection 


Reduksi 
Data-Analisis 
Data/Data 
Reduction- 
Data Analysis 


mendapatkan gambaran status dan peranan 
kelembagaan lokal dalam kehidupan 
pemanfaatan sumberdaya perikanan. 
Kemudian terkait pilihan strategi 
pengembangan kelembagaan oleh 
pemerintah akan dianalisis menggunakan 
pendekatan yang dikembangkan oleh Uphoff 
(1986), yaitu pilihan strategi promosi, fasilitasi 
dan asistensi. Analisis pengembangan 
kelembagaan didasarkan pada kondisi dan 
status kelembagaan lokal yang ada dan pilihan 


Penampilan 
Data / Data 
Display 


erifikasi atau Penarikan 
Kesimpulan / Conclusion 
Drawing and Verifying 


Gambar 1. Skema Analisis Data : Model InteraksiMiles and Huberman, 1994) 


Figure 1. 


mewakili dari tingkat dan pola hubungan yang 
dikembangkan. Namun demikian, Uphoff 
(1986) memberikan penekanan bahwa pilihan 
strategi yang akan digunakan sangat 
bergantung kepada potensi kelembagaan apa 
yang telah ada dan asal insiasi perubahan 
yang mungkin terjadi. Pendekatan “learning 
process” merupakan pendekatan yang efektif 
dalam upaya pengembangan kelembagaan 
lokal dimasyarakat. 

Analisis data menggunakan 
pendekatan model interaksi, yaitu melibatkan 
tiga sub proses kegiatan yang saling terkait 
yaitu reduksi data, penampilan data dan 
verifikasi atau penarikan kesimpulan (Gambar 
1). Analisis data dimulai dengan 
mengidentifikasi kelembagaan lokal yang ada 
di lokasi penelitian yang bertujuan 


Schematic Analytical Data : An Interaction Model (Miles and Huberman, 1994) 


strategi yang diperoleh. 
HASILDAN PEMBAHASAN 


Kelembagaan Lokal Nelayan di Perairan 
Waduk Wadas Lintang 

Kelembagaan yang ada di Waduk 
Wadas Lintang, secara umum dapat 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
kelembagaan formal dan kelembagaan 
informal.  Pengelompokkan ini didasarkan 
pada perbedaan status perkembangan 
kelompok yang telah berbadan hukum dan 
tidak. Perbedaan status ini memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap berjalannya 
kelembagaan tersebut. Pada kelembagaan 
kelompok nelayan yang formal, anggota 
merasa sangat memiliki kelembagaan 
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tersebut dan menjadikan kelembagaan 
kelompok nelayan tersebut sebagai wadah 
menyalurkan aspirasi. Tingkat partisipasi 
anggota kelembagaan kelompok nelayan 
formal terhadap kegiatan kelembagaan 
secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan 
dengan kelembagaan informal. Tingkat 
partisipasi ini dilihat pada antusiasme anggota 
kelompok untuk menghadiri dan berperan 
serta dalam segala aktifitas yang ada di 
kelembagaan tersebut. 

Sementara itu, pada kelembagaan 
kelompok nelayan bersifat informal 
keberadaan kelompok tidak dirasakan sangat 
penting. Hal ini diindikasikan dari hasil 
wawancara yaitu sebagian besar anggota 
merasa keberadaan kelompok hanya 
ditujukan untuk mendapatkan bantuan kredit, 
jika tidak ada maka tidak perlu atau sulit 
berpartisipasi dalam kelompok. Sebagian 
besar dari anggota tersebut belum menyadari 
tujuan dan manfaat dari keberadaan 
kelompok. Pada akhirnya, dirasakan sangat 
sulit untuk mengkoordinasikan seluruh 
nelayan yang ada pada desa tersebut dalam 
hal pengembangan pengelolaan waduk 
secara bersama. Hal ini muncul karena 
masing-masing nelayan pada desa tersebut 
berpikir bahwa kegiatan usaha dan teknik 
penangkapan yang mereka lakukan adalah 


urusan mereka sendiri dan tidak berdampak 
bagi pihak lain. Implikasinya adalah ketika 
dihadapkan pada suatu permasalahan, 
mereka mengambil sikap “pasrah” dan atau 
bergerak sendiri-sendiri serta tidak 
terkoordinasi. Namun demikian, pada 
umumnya mereka tetap memberikan 
perhatian yang cukup bagi setiap petugas 
dinas pemerintah yang mendatangi dan 
memberikan penyuluhan. Status 
kelembagaan lokal yang ada di Wadas Lintang 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

Pada kelembagaan kelompok nelayan 
formal dalam perkembangannya telah berhasil 
berperan sebagai kelembagaan jaminan 
sosial yang memberikan perlindungan bagi 
kelangsungan usaha anggotanya. 
Berdasarkan aturan yang dibuat secara 
bersama-sama, umumnya setiap 
kelembagaan kelompok nelayan memiliki 
juran yang wajib dibayar oleh anggota dengan 
besaran yang telah ditentukan secara 
bersama-sama. Besaran iuran wajib tersebut 
berbeda diantara kelompok-kelompok 
nelayan formal lainnya, bergantung dari 
kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing 
anggota. luran yang disetorkan kepada 
koperasi berupa iuran wajib dan retribusi. 
Uang retribusi ini digunakan untuk biaya 


Tabel1. Status Kelembagaan Lokal Kelompok Nelayan di Waduk Wadas Lintang, 
Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2006 
Tabel1. Local Fishers Institution Status at Wadas Lintang Reservoir, Wonosobo District, Central 


Java Province, 2006. 


No Desa / Pelita I Sifat Kelembagaan / Keterangan / 
Village M Institution Form Notes 
embers 

1 Wadas Lintang 59 Formal Koperasi/cooperation 
2 Sumberrejo 20 Formal Koperasi/cooperation 
3 Sumbersari 13 Informal Kelompok/group 

4  Kaligowong 14 Informal Kelompok/group 

5 Plunjaran 16 Informal Kelompok/group 

6  Elorejo 14 Informal Kelompok/group 

7 Karanganyar 20 Formal Koperasi/cooperation 
8  Keumejing 25 Formal Koperasi/cooperation 


Sumber: Data Primer Diolah / 
Source : Primary Data Processed 
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penebaran benih ikan yang dikolektifkan oleh 
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 
Wonosobo setiap bulan sekali. Sementara 
uang hasil iuran wajib digunakan untuk 
simpan-pinjam bagi anggota dan kepentingan- 
kepentingan sosial lainnya yang terkait 
dengan anggota. 

Selain itu, tingkat pengembalian 
pinjaman anggota pada kelembagan formal, 
baik pada kasus simpan pinjam maupun 
bantuan kredit dari pemerintah, sangatlah 
tinggi. Tingkat pengembalian ini disebabkan 
karena tingkat kesadaran yang tinggi dari 
anggota kelompok. Prioritas penerima 
pinjaman ditentukan dan diputuskan secara 
musyawarah dengan pertimbangan siapa 
yang lebih membutuhkan. Skema yang 
berjalan adalah ”"perguliran”, yaitu pelunasan 
dari satu anggota akan digunakan sebagai 
pinjaman bagi anggota lainnya. Masing- 
masing anggota akan menjadi pengawas dari 
proses "perguliran pinjaman” tersebut. Hal 
lainnya berdasarkan hasil wawancara 
diperoleh bahwa tingkat kesadaran anggota 
terhadap kelestarian sumberdaya perikanan 
waduk juga sangat tinggi. Dalam praktek 
keseharian, masing-masing anggota juga 
berperan sebagai pengawas dari anggota 
lainnya dari penggunaan teknik-teknik 
penangkapan yang merugikan. 


Pilihan Strategi dan Peranan Pemerintah 
dalam Pengembangan Kelembagaan Lokal 
Nelayan Sebagai Kelembagaan 
Pengelolaan Waduk 

Kata kunci dari penerapan konsep co- 
management adalah adanya partisipasi aktif 
dan representasi dari stakeholders yang 
terlibat, serta bersifat adaptif. Langkah awal 
dengan mengidentifikasi potensi-potensi 
sosial budaya dan kelembagaan yang ada di 
masing-masing lokasi. Identifikasi ini juga 
terkait dengan pemahaman tentang jenis-jenis 
stakeholders yang terlibat dalam kegiatan 
usaha perikanan. Tujuannya adalah untuk 
mendapatkan gambaran kesiapan dan 


pemahaman tentang pihak-pihak yang 
mampu menjadi inisiator, fasilitator dan 
akselerator dalam masyarakat. 

Hasil identifikasi di atas digunakan 
untuk menentukan strategi yang akan 
digunakan oleh pemerintah dalam 
menguatkan dan mengembangkan 
kelembagaan yang ada. Berdasarkan 
pendekatan yang dilakukan oleh Uphoff 
(1986), maka strategi tersebut memiliki 
beberapa kondisi yang berbeda-beda. Strategi 
promosi diambil pada saat kondisi 
kelembagaan lokal yang ada belum 
berkembang atau tidak ada dan tidak mampu 
menangani permasalahan yang dihadapi dan 
tidak memiliki inisiatif untuk memecahkan 
kendala yang dihadapi. Strategi promosi 
ditujukan untuk re-orientasi dan penguatan 
kelembagaan yang sudah ada agar mampu 
mengatasi kendala-kendala yang ada, atau 
bahkan membentuk kelembagaan lokal yang 
sama sekali baru untuk mencapai tujuan. 
Strategi promosi masih melibatkan peran 
pemerintah yang besar dengan program- 
program penyuluhan, pelatihan dan 
pendampingan yang sangat intensif. 

Strategi fasilitasi dilakukan pada saat 
kelembagaan lokal sudah ada dan 
berkembang namun belum cukup mampu 
untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, 
terutama terkait dengan tingkat inisiatif 
penyusunan program aksi yang masih rendah. 
Pada kondisi ini, pemerintah dapat berperan 
dengan memfasilitasi pendampingan dalam 
penyusunan rencana-rencana aksi, namun 
pengambilan keputusan sepenuhnya berada 
di pihak kelembagaan lokal. 

Strategi asistensi dilakukan pada saat 
kondisi kelembagaan lokal yang ada telah 
sangat berkembang sehingga telah mampu 
untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kendala 
yang sedang dan akan dihadapi. Berkat 
inisiatif dari kelembagaan lokal juga sangat 
tinggi terkait dengan penyusunan rencana- 
rencana aksi pemecahan kendala yang 
dihadapi. Pada kondisi ini, pemerintah hanya 
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berperan memonitor dan memberikan 
bantuan hanya pada saat diminta oleh 
kelembagaan lokal. Gambaran pilihan strategi 
pengembangan kelembagaan lokal 
berdasarkan pendekatan Uphoff (1986) dapat 
dilihat pada Gambar 2. 

Sementara berdasarkan hasil 
identifikasi keadaan kelembagaan lokal yang 
ada di di perairan Waduk Wadas Lintang, 
maka pilihan strategi fasilitasi dapat 
diterapkan oleh pemerintah dalam upaya 
pengembangan kelembagaan kelompok 
nelayan di Waduk Wadas Lintang. Hal ini 
didasarkan atas gambaran peranan 
kelembagaan lokal yang ada di Waduk Wadas 
Lintang maka terlihat bahwa sebagian besar 
nelayan telah mampu mengorganisir diri dan 
memahami pentingnya keberadaan 
kelembagaan kelompok nelayan. Walaupun 
masih ada nelayan lainnya yang belum 
memiliki kesadaran akan pentingnya 
keberadaan kelembagaan kelompok nelayan, 
namun masih memiliki peluang 
pengembangan melalui skema penyuluhan 
yang terstruktur dan reguler. Hal tersebut 
didasarkan atas faktor penerimaan yang 
cukup besar dari adanya kunjungan penyuluh 
atau petugas pemerintah ke desa tempat 


Kuat/strong 


Asal Inisiasi/inisiating source 


Lokal/ local 


Kolaboratif/colaborative 


Pihak Luar/ outsides 


mereka berada. 

Dengan adanya peluang 
pengembangan tersebut maka sebenarnya 
masyarakat nelayan secara keseluruhan di 
Waduk Wadas Lintang dapat berpeluang 
dikembangkan menjadi kelembagaan 
pengelola waduk bersama-sama dengan 
pemerintah daerah setempat. Hal terpenting 
lainnya adalah kelembagaan penyuluhan 
memegang peranan yang sangat besar dari 


strategi pengembangan kelembagaan 
kelompok nelayan. Keberadaan penyuluh 
selama ini benar-benar dirasakan dan 


berperan sebagai pembina dari segala 
aktifitas kegiatan nelayan di Waduk Wadas 
Lintang. Tingkat penerimaan, dukungan dan 
apresiasi masyarakat nelayan juga sangat 
tinggi dari keberadaan penyuluh. Hal ini juga 
merupakan modal bagi pengembangan 
kelembagaan kelompok nelayan sebagai satu 
bagian terpenting dari strategi pengelolaan 
waduk secara keseluruhan. 


Tahapan Pengembangan Kelembagaan 
Kelompok Nelayan di Waduk Wadas 
Lintang 

Berdasarkan uraian pilihan strategi 
pengembangan kelembagaan lokal yaitu 


Kelembagaan Lokal yang ada/ 
current local institution 


Lemah/weak 


Asistensi/ 


assisting 


Fasilitasi/ 
facilitating 


Promosi/ _ 
promoting 


Gambar2. Pilihan Strategi Pengembangan Kelembagaan Lokal Berdasarkan Peranan 
Pemerintah dan Kelompok Lokal (sumber : diadaptasi dari Uphoff, 1986) 


Figure 2. 


Local Institutional Development Strategy Alternatives Based on Government and 


Local Community Roles (source : adapted from Uphoff, 1986) 
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strategi fasilitasi, maka terdapat beberapa 
langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam 
upaya pengembangan kelembagaan 
kelompok nelayan. Langkah-langkah tersebut 
dapat dibagi menjadi tahapan pembentukan 
dan penyusunan kelembagaan kelompok 
nelayan, tahapan penguatan kelembagaan 
kelompok nelayan dan tahapan 
pengembangan kelompok nelayan. Masing- 
masing tahapan menggunakan pendekatan 
partisipasi dan “learning process” dalam 
semua proses pengambilan keputusan. 

Tahapan pembentukan dan 
penyusunan kelembagaan kelompok nelayan 
dilakukan pada lokasi-lokasi yang belum 
memiliki kelembagaan lokal. Pada tahapan ini, 
inisiasi umumnya dapat dilakukan oleh “pihak 
luar” yaitu melalui pemerintah, akademisi atau 
pun LSM. Hal-hal yang perlu diperhatikan 
dalam penyusunan dan pembentukan 
kelembagaan lokal adalah aspek representasi 
dan adaptif. Proses penyusunannya 
melibatkan secara langsung seluruh 
stakeholders yang ada di lokasi. Keseluruhan 
stakeholders tersebut diberikan kesempatan 
untuk menyamakan persepsi tentang 
pentingnya keberlangsungan usaha 
penangkapan ikan sekaligus sumberdaya- 
sumberdaya pendukungnya. 

Upaya penyamaan persepsi ini dapat 
dilakukan dengan menggunakan teknik Focus 
Group Discussion (FGD) dalam Participatory 
Rural Appraisal (PRA), yaitu setiap pihak 
membuat assessment terhadap peluang dan 
kendala yang ada dalam kegiatan 
penangkapan ikan dengan dibimbing oleh 
fasilitator-fasilitator. Dengan demikian masing- 
masing pihak secara bersama-sama 
memahami kekuatan potensi dan kelemahan 
yang ada, sehingga secara bersama-sama 
dapat menyusun prioritasi aksi yang dapat 
dilakukan. Pada tahapan ini seluruh 
stakeholders juga menyusun segala 
perangkat aturan yang diperlukan dalam 
kelembagaan kelompok tersebut. 


Keterwakilan setiap komponen stakeholders 
menjadi syarat mutlak pada setiap kelompok 
yang terbentuk dengan tetap 
mempertimbangkan kepentingan kemudahan 
berkoordinasi. 

Tahapan penguatan kelembagaan 
kelompok nelayan dilakukan sebagai tahap 
lanjutan atau bagi lokasi yang telah memiliki 
kelembagaan lokal. Pada tahapan ini 
dilakukan dengan cara pendampingan secara 
langsung kepada kelompok-kelompok yang 
sudah ada. Pertemuan-pertemuan rutin yang 
juga diisi dengan berbagai jenis pelatihan- 
pelatihan dan atau penyuluhan terkait 
pemahaman untuk menanamkan pentingnya 
keberlanjutan usaha dan lingkungan pada 
saat bersamaan, penggunaan teknologi 
ramah lingkungan, manajemen usaha, 
kepemimpinan dan keorganisasian. 

Tahapan pengembangan kelembagaan 
kelompok nelayan dilakukan sebagai tahap 
lanjutan dengan menggunakan teknik 
monitoring - umpan balik. Pada tahapan ini 
mengikuti alur bahwa awalnya manajemen 
kelembagaan dilakukan secara sederhana 
sehingga mudah dipahami. Namun, pihak 
pengelola kelembagaan kelompok nelayan 
harus selalu terbuka menerima pendapat- 
pendapat baru tentang pengelolaan serta 
mampu memodifikasi aturan-aturan 
berdasarkan hasil pengamatan dan 
pengalaman tentang kegiatan perikanan 
setempat atau sekitarnya. Peran 
kelembagaan kelompok nelayan semakin 
diperluas dengan peran pihak luar sebagai 
penyedia informasi dan pelayanan. Proses 
monitoring umpan balik dapat dilakukan 
secara bersama-sama dengan pemerintah, 
akademisi dan atau LSM. Proses 
pengembangan jejaring antara kelembagaan 
kelompok nelayan dengan kelembagaan 
kelompok lainnya difasilitasi oleh pemerintah. 
Hal ini mengingat kegiatan perikanan 
penangkapan juga sangat dipengaruhi oleh 
kegiatan di luar perikanan. 
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KESIMPULAN 


Kelembagaan yang ada di Waduk 
Wadas Lintang, secara umum dapat 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
kelembagaan formal dan kelembagaan 
informal.  Pengelompokkan ini didasarkan 
pada perbedaan status perkembangan 
kelompok yang telah memiliki berbadan 
hukum dan tidak. Perbedaan status ini 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
berjalannya kelembagaan tersebut, seperti 
faktor penerimaan anggota terhadap 
keberadaan dan fungsi kelembagaan lokal 
serta tingkat partisipasi anggota terhadap 
kegiatan kelembagaan pada kelembagaan 
formal secara keseluruhan lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelembagaan informal. 
Pilihan strategi fasilitasi dapat diterapkan oleh 
pemerintah dalam upaya pengembangan 
kelembagaan kelompok nelayan di Waduk 
Wadas Lintang. Hal ini didasarkan atas 
gambaran peranan kelembagaan lokal yang 
ada di Waduk Wadas Lintang maka terlihat 
bahwa sebagian besar nelayan telah mampu 
mengorganisir diri dan memahami pentingnya 
keberadaan kelembagaan kelompok nelayan. 
Walaupun masih ada nelayan lainnya yang 
belum memiliki kesadaran akan pentingnya 
keberadaan kelembagaan kelompok nelayan, 
namun masih memiliki peluang 
pengembangan melalui skema penyuluhan 
yang terstruktur dan reguler. Hal tersebut 
didasarkan atas faktor penerimaan yang 
cukup besar dari adanya kunjungan penyuluh 
atau petugas pemerintah ke desa tempat 
mereka berada. Sementara langkah-langkah 
yang dapat ditempuh dalam upaya 
pengembangan kelembagaan kelompok 
nelayan terbagi menjadi tahapan 
pembentukan dan penyusunan kelembagaan 
kelompok nelayan, tahapan penguatan 
kelembagaan kelompok nelayan dan tahapan 
pengembangan kelompok nelayan. Masing- 
masing tahapan menggunakan pendekatan 
partisipasi dan “learning process” dalam 


semua proses pengambilan keputusan. 
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